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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk menjamin kesamaan pengertian dan
pemahaman serta pedoman yang rinci tentang unsur
kegiatan dan penilaian Angka Kredit Perancang
Peraturan Perundang-undangan, perlu disusun Petunjuk
Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan
Perundang-undangan;

bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan
Perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan
unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000
tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun
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Mengingat

2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka
Kreditnya, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit

Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
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Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1135);

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12 /2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 929);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan dan
penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi
Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang
selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri
Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional
Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan
perundang-undangan dan penyusunan instrumen

hukum lainnya.
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3. Instansi Pemerintah Pusat adalah Kementerian, Lembaga
Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga
Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.

4. Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah
provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang
meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan

rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Pasal 2
Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang digunakan
sebagai pedoman bagi:
a. Perancang;
b. Tim Penilai Angka Kredit Perancang; dan
c. pejabat lain yang berkepentingan,
dalam pelaksanaan penilaian kegiatan Perancang pada

Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
BABII KEGIATAN YANG DINILAI DAN DIBERIKAN

ANGKA KREDIT

BABIII PENUTUP

(2) Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
(1) Jenjang jabatan Perancang untuk pengangkatan dalam
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit
yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.
(2) Dalam hal pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan
pangkat dan jabatan yang dimiliki untuk masing-masing

jenjang jabatan, tetap mengacu pada pedoman
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pembinaan pegawai sesuai ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5

Perancang melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang

jabatannya, kecuali ditugaskan secara tertulis oleh Pimpinan

unit kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan

yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

Perancang yang melaksanakan kegiatan Perancang
Peraturan Perundang-undangan satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit
setiap butir kegiatan yang dilakukan; dan

Perancang yang melaksanakan kegiatan Perancang
Peraturan Perundang-undangan satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir

kegiatan yang dilakukan.

Pasal 6
Dalam memberikan angka kredit, unsur kegiatan yang
dinilai mencakup:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas:
a. pendidikan;
b. pembentukan peraturan perundang-undangan;
c. penyusunan instrumen hukum,;
d. kegiatan lain perangkapan jabatan; dan
e. pengembangan profesi.
Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. mengajar, membimbing, dan/atau melatih di bidang
penyusunan peraturan perundang-undangan dan

instrumen hukum lainnya;
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(4)

b. mengikuti seminar atau lokakarya;

c. keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan;

d. keanggotaan dalam organisasi profesi;

e. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan

f. mendapat tanda penghargaan/tanda jasa.

Unsur utama  kegiatan pengembangan profesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pedoman karya tulis ilmiah.

Pasal 7

Target angka kredit yang harus dicapai untuk setiap jenjang

Perancang setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

a.

Perancang Ahli Pertama angka kredit paling sedikit 12,5
(dua belas koma lima) dan angka kredit paling tinggi
150% (seratus lima puluh persen) dikalikan 12,5 (dua
belas koma lima) sama dengan 18,75 (delapan belas
koma tujuh puluh lima);

Perancang Ahli Muda angka kredit paling sedikit 25 (dua
puluh lima) dan angka kredit paling tinggi 150% (seratus
lima puluh persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) sama
dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima);

Perancang Ahli Madya angka kredit paling sedikit 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) dan angka kredit paling
tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dikalikan 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) sama dengan 56,25 (lima
puluh enam koma dua puluh lima); dan

Perancang Ahli Utama angka kredit paling sedikit S0
(lima puluh) dan angka kredit paling tinggi 150% (seratus
lima puluh persen) dikalikan 50 (lima puluh) sama

dengan paling tinggi 75 (tujuh puluh lima).

Pasal 8

Dalam mencapai target angka kredit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Perancang dapat melaksanakan wunsur

kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:
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Perancang Ahli Pertama paling banyak 8 (delapan) angka
kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 18,75
(delapan belas koma tujuh puluh lima).

Perancang Ahli Muda untuk kenaikan pangkat-
golongan/ruang  setingkat lebih tinggi, pangkat-
golongan/ruang Penata-IlI/c dapat melaksanakan
kegiatan pengembangan profesi paling banyak 8 (delapan)
angka kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi
37,5 (tiga puluh tujuh koma lima).

Perancang Ahli Muda untuk kenaikan jenjang setingkat
lebih tinggi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan
profesi paling banyak 12 (dua belas) angka kredit dari
batas capaian angka kredit paling tinggi 37,5 (tiga puluh
tujuh koma lima).

Perancang Ahli Madya untuk kenaikan jenjang jabatan
atau pangkat setingkat lebih tinggi, wajib melaksanakan
pengembangan profesi paling sedikit 12 (dua belas) angka
kredit dari batas capaian angka kredit paling tinggi 56,25
(lima puluh enam koma dua puluh lima).

Perancang Ahli Utama untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi, wajib melaksanakan pengembangan profesi
paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari batas
capaian angka kredit paling tinggi 75 (tujuh puluh lima).

Pasal 9

Kegiatan Perancang yang menghasilkan karya tulis atau
karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang-
undangan berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan
gagasan sendiri yang dimuat di media surat kabar
nasional atau lokal, laman, atau majalah yang belum
diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dinilai
dengan angka kredit 3,5.

Kegiatan Perancang yang menghasilkan karya tulis atau
karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang-
undangan berupa hasil penelitian, pengujian survei, dan

evaluasi di bidang hukum akan tetapi karya tulis
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(3)

(4)

tersebut tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau

majalah, dinilai dengan angka kredit 3,5.

Kegiatan Perancang yang menghasilkan karya tulis atau

karya ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang-

undangan yang merupakan tugas  perkuliahan

pendidikan sekolah, tidak dinilai dan tidak diberikan nilai

angka kredit karena kegiatan tersebut sudah termasuk

ke dalam nilai angka kredit yang diberikan dari kegiatan

sub unsur mengikuti pendidikan sekolah dan

memperoleh ijazah atau gelar.

Perancang yang melakukan kegiatan menulis karya tulis

ilmiah di bidang hukum dan peraturan perundang-

undangan yang tidak dipublikasikan dinilai apabila karya

tulis ilmiah tersebut digunakan sebagai:

a. bahan ajar dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan
jabatan fungsional Perancang; atau

b. bahan diskusi dalam kegiatan forum komunikasi
Perancang, seminar, lokakarya, simposium,

sosialisasi, atau pertemuan ilmiah lainnya.

Pasal 10

Perancang yang melakukan kegiatan menyadur atau

menerjemahkan makalah dalam bidang hukum yang tidak

dipublikasikan tetapi hasil saduran atau terjemahan tersebut

digunakan sebagai bahan seminar atau bahan ajar dalam

kegiatan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional

Perancang, dinilai dengan angka kredit 1,5.

(1)

(2)

Pasal 11
Perancang yang secara bersama-sama melaksanakan
kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan
memperoleh angka kredit yang sama.
Perolehan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai angka kredit setiap butir kegiatan yang
dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Menteri ini.
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Pasal 12
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan yang
dilakukan oleh Perancang sebelum tanggal 22 Juni 2016,
tetap dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka

Kreditnya.

Pasal 13
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, target angka
kredit bagi Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
hanya berlaku wuntuk unsur pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum
lainnya sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri

ini diundangkan.

Pasal 14
Dalam hal Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
mengajukan penilaian angka kredit dengan masa penilaian
lebih dari 1 (satu) tahun, jumlah angka kredit yang dapat
dinilai sebesar jumlah akumulatif dari capaian nilai paling

tinggi angka kredit yang dapat diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 15
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai unsur pengembangan profesi bagi Perancang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku setelah 1 (satu)

tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 16
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai unsur Pengembangan Profesi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. dalam hal pencapaian target angka kredit tidak

terpenuhi untuk kenaikan jenjang jabatan atau
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pangkat setingkat lebih tinggi, Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Pertama dapat
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi
paling banyak 8 (delapan) angka kredit setiap tahun.

b. dalam hal pencapaian target angka kredit tidak
terpenuhi untuk kenaikan pangkat-golongan/ruang
setingkat lebih  tinggi, Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Muda pangkat-
golongan/ruang Penata-IlI/c dapat melaksanakan
kegiatan pengembangan profesi paling banyak 8
(delapan) angka kredit setiap tahun.

c. Perancang Ahli Muda untuk kenaikan jenjang
setingkat lebih tinggi, wajib melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi paling banyak 12 (dua belas)
angka kredit setiap tahun.

d. Perancang Ahli Madya untuk kenaikan jenjang
jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, wajib
melaksanakan pengembangan profesi paling sedikit
12 (dua belas) angka kredit setiap tahun.

e. Perancang Ahli Utama untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih  tinggi, wajib melaksanakan
pengembangan profesi paling sedikit 12 (dua belas)
angka kredit setiap tahun.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberlakukan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak

Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan yang
dilakukan oleh Perancang mulai tanggal 22 Juni 2016, dinilai
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka

Kreditnya.
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Pasal 18
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
YASONNA H. LAOLY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERT HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA
KREDIT  PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT

HAB |
PENDAHULUAN

A, MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk teknis penilaian angkas  kredit  Permncang  Peraturan
Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang
lebih rinei Uagl Perancang Peraturan Perundang-undangan, anggorta tim
penilai, dan pejabat lain vang berkepentingan agar terdapat kesatuan
pengertinn dan pemahamean pelaksanaan  penilaian kegiatan
Perancangan Pemturan Perundang-undangan dan angka Kreditnya dari
pegawai negeri sipil vang menduduki Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintaly Pusat dan
[nstansi Pemerintah Dacrah.

2. Dalam petunjuk teknis ind diatur tentang kegiatan Perancang Peraturan
Perundang-undangan vang dapat dinilal dalam rangka pelaksanaan
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan
Angka Kreditnya pada unit Perancang Peraturan Perundang-undangan
Iustausi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintaly Dacraly,

3. Dalam petunjuk teknis ini diatar tentang standar jam kerja efektifl yvang
hars  digunakan  oleh Porancang  Peraturan  Perundang-undangan
untuk melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-
undangan dan penvusunan instrumen hukum seldana 1 {satu) tahun
vaitu paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam sampad
paling lama 1.875 (seribu delapan matus tujuly pululy lima) jam.

B. RUANG LINGKUP

1. Unsur kegiatan yang dinilai dan diberikan angka kredit merupakan:
@ ounsur oiama; dan
h. unsur penunjang.

2. Petunjuk teknis ini diberlakukan untuk Pejabat Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan vang melaksanakan tugas pada unit
Perancangan  Pemtuean  Perundang-undangan  [nstansi  Pemerintah
Pusat dan lnstansi Pemerintah Dacealy, vang berdasarkan tugas pokok
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dan fingsinva: menviapkan, mengolah, dan menuouskan rancangan
peraturan perundang-undangan serta instrumen hukuom,

Hasil kerja foutpuy) dalam setiap talwpan pembentukan Peraturan
Perundang-undangan merpakan:

a. datag

b, naskah;

¢. laporan;

d. kansep;

e. jancangarn.

3. Perancang yvang melakukan peailaian harus menyerahkan Bukt Fisik
vang disertal dengan bukti pendukung vang membuktikan  balwa
Perancang vang bersangkutan emeang betar melakukan kegiatan
tersebut). Bukti fisik dan bukti pendukung merupakan satn Kesatuan
vang tidak rerpisahlan.

4. Kegiatan yang dilakukan oleh Perancang sebelum berlakunya Peraturan

Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 6 Tahiun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Menteri  Negara  Pendavagunaan — Aparatur  Negara  Nomor

A1 /KEP/M.PAN/12/2000 tentang  Jabatan  Fungsional  Perancang

Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya tanggal 22 Juni

2016, penilaian angka kredit tetap dinilai berdasarkan Kepurusan

Menteri  Negam  Pendavagunaan  Apamatur  Negara  Nowmor

F1/KEP/M.PAN/ 1272000 tentang  Jabatan  Fungsional  Peraneang

Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya,

Regiatan  vang  dilakukan  olelhh Perancang  scjak  dinndangkannya

Peraturan Menteri Pendayaguuaan Apamtur Negara dan  Relormssi

Birokrasi Nomor 6 Tahun 2010 tenang Perubahan Kedua atas

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomaop

A1 /KEP/M.PAN/12/2000  tentang  Jabatan  Fungsional  Perancang

Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya pada tanggal 22

Juni 2016 sampal dengan  ditetapkannya Peraturan Menteri ini,

petilaian angka kedit tetap dinilal berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6

Taliun 2016 tentang Perubahan Kedua dtas Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor 4 1/KEP/M.PAN/ 12/2000

tertang Jabatan FPungsional Perancang Peraturdn Perundang-undangan

dan Angka Kreditnya, disertai dengan bukt fisik dan bukti pendukung.

6. Kegiatan vang dilakukan olely Perancang setelall Peraturan Mentesi ini
ditetapkan, penilaian angka  kredit dinilai berdasarkan Peraturan
Menteri ini, disertai dengan bukti fisik dan bukti pendukung.

'Ul
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BAB 11
KEGIATAN YANG DINILAI DAN DIBERINAN
ANGKA KREDIT

UNSUR UTAMA

) 3
1.1,

Unsur Pendidikan untak Semma Jenjang Jabatan
Sub  Unsur Mengikuti  Pendidikan  Sckolah dan  Memperoleh
Gelar/ljazah

Pendidikan sekolah dimaksud merupakan pendidikan baik df dalam
maupun di luar negeri pada pergurnan tnggl vang terakreditasi
winimal B oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

Gelar/ijazah dimaksud merpakan sarjana hukuin atau sarjana lain
di bidang hukwmn, magister di bidang hukwmn, doktor di bidang
hudeun.

Bukti Fisik:

1. Fotokopi fjazal vang dilegalisasi oleh instansi yapg berwenang
sesual dengan peraturan dan ketentuan vang berlaku dan sueat
keterangan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara
atau Badan Kepegawaian Negara regional.

2. Fotokopl surat izin tugas belajar dan instansi yang bersangkutan
atan fortokopt surat keterangan dari pergurusan tnggl vang
bersangkutan.

Dasar pemberian angka kredit;

1. Vegawai negeri sipil yang diangkat untnk pertauna kali sehagai
Perancang  Peraturan  Perundang-undangan mendapat  Angki
Isredit:

A, gelar/ijazah 81, diberikan Angka Kredit sebesar 100,
b gelar/ijazah 82, diberikan Angka Kredit sebesar 150,
c. gelar/ijazah 83, diberikan Angka Kredit sebesar 200,

2. Pemneang Pemmturan Perundang-undangan  vang wmemperoleh
gelar jenjang pendidikan lebily tinggl setelah ia diangkal sebagai
Perancang Peraturan Perundang-undangan atan gelar/ijazahnya
belum wendapat angka kredit, Angka Kredit yang diberikan
merupakan selisih antam Angka kredit gelar/iiazah yang lebih
tinggi tersebut dengan Angka Kredit gelar/ijazah sebelumnya.
Conteh:

Machmud Aziz, S.H, scorang perancang peraturan perundang-
undangan yvang ditempatkan di Direktorat Perancangan Peraluran
Perundang-undangan, Ditektorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan, Kementerian Hukum  dan Hak Asasi Manusia
Machmud Aziz, S. . melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2
dan berhasil memperoleh gelar 82 di bidang hukum maka angka
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kredit yang diperoleh Machmud Aziz, S.H. merupakan sebesar H0
vang dihitung dari Angka Kredit 150 dikurangi 100 (keterangan:
angka 100 sudah diberikan untuk gelar 81 nva).

Apablla Machmnd  Aziz, S.H. melmjutkan  pendidikannya ke
jenjang 83 dan berhasil memperoleh gelar 83 di bidang huknm
maka angka kredit yang diperoleh Machmud Aziz, S.H. sebesar
20 vang dihitung dari Angka  hredit 200 dikarangi 150
(keterangan: angka 130 sudah diberikan untuk gelar 82 nya).

3. Pepancang  Peraturan Perunidang-undangan yang  telah
memperoleh angka kredit darl unsur pendidikan S1/S82, tidak
bisa merngajukan kemball angka kredit dengan gelar bidang vang
sama.

Contolt:

Scorang Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah
memperhitungkan gelar 81/82 bidang hukum, kemudian vang
bersangkutan mengajukan penilatan Kemball gelar §1/82 bidang
hukum lainnya maka gelar tersebut tidak dapat dinilai.

4. Hagi sescorang yang bergelar 82 atau S3 di bidang hukum vang
bukan pegawal negerl sipil untuk menjadi Perancang Peraturan
Perundang-undangan, ja hams menjadi pegawal negen  sipil
terlebih dahuly untuk gelar 82 diberikan Angka Kredit 150 dan
843 diberikan Angka Kredit 200,

Contol:

a. Dr. Jufrina seorang Doktor yang bukan Pegawai Negeri Sipil
ingin _ masuk menjadi Perancang  Peraturan  Perundang-
undangan maka yvang bersangkutan harus menjadi Pegawai
Negeri Sipil terlebih dahulu dan angka kredit vang diperoleh
meripakan 200 dengan golongan 1l /e,

b.  Maria seorang Pegawai Negeri Sipil yvang setelah mendapat
gelar doktor baru mendaftar sehagal Perancang  Peraturan
Perundang-undangan, maka Maria diberikan angka kredit 200
dan golongan 111/d.

Sub Unsur Mengikutl Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pungsional di
Bidang Perancang Peraturan Perundang-undangan dan mendapat
Surat Tanda Tamar Pendidikan dan Latibag (STTPL)

Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan terdin

dari atas;

1. Diklat eknis vang bersifat wajib vang merupakan svarat untuk
menjadi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

2. Diklat tekuis penjenjangan yang hersifal wajib vang merupakan
syarat untuk kepaikan jabatan Perancang Peraturan Perundang-
undangan,

4. Diklat teknis tambahan untuk nlelengkapl dan  memperkava
kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangarn.
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Ketentuan mengenal penvelenggaraan dan kurikulum diklat yang

bersifat wajib sebagaimana dipaksud dalam angka 1 dan angka 2,

serta diklat teknls tambahan sebagaimana dimaksad dalam angka 3

diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tentang  Pedoman  Penyvelenggaraan  Diklat  Fungsional

Perancang Peraturan Perundang-nundangan.

Bukti Fisik:

. STTPL yang dikeluarkan oleh penyelenggara iklat terakreditasi.

2. STTPL vyang dikeluarkan oleh  penvelenggara  Diklat  Teknis
Teum bahan. '

3. Surat penugasan mengikut Diklat

Dasar pemberian angka kredin

Perancang Peraturan Perundang-undangan vang telah menyelesailkan
Diklat teknis fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
Reputusan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatar Negara Nomor
41 /kep/M.PAN/12/2000 sebagaimana ielah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Mentersi Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokmsi Nomor 6 Talun 2016 tentang Perubahuan
Kedud atas Keputusan Menteri Negara Pendavaguriaan Aparatur
Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/ 12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Pérancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka  Kreditnya,
diberikan angka kredit yang besarnva tergantung kepada jumlah jam
pelajaran (1 jam pelajaran 45 wienit), vait:

a. Lehih dari 960 jam pelajaran memperoleh 15 angka kredig

b, 641460 jam pelajaran memperoleh 9 angka kredit;

. A8 1-640 jam pelajaran wemperoleh 6 angka kredit;

d. I61-480 jam pelajaran memperoleh 3 angka kredit;

e. 81-160 jam pelajaran memperoleh 2 angka kredit;

£ J30-80 jam pelajaran memperoleh 1 angka kredit,

Contoh:

Enny, 8.1, Petancang Pertama pada Biro Hukuin pada Pemerintah
Dacrah Kota  Depok  telah mengikuni diklat  tekiogs Fungsional
Pérancang Peraturan  Perundang-undangan  vang  diselenggardkan
oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian MHulkum dan Fak
Asasi Manusia dengan jumnlah 700 jam pelajaran, dengan Bukti Fisik
STTPL memperoleh 9 Angka Kredit.

Sub unsur mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Angka
kredit 2 Perancang Pertama)

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan alan nama lain vang sejenis
merupakan pendidikan dan pelatilian dalam masa prajabatan untuk
Golongan [l yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun
integritas moral, Kejujuran, semangat dan niotivasi nasionalisiie dan
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kebangsasn, karakter kepribadian vang unggul dan bertanggung
jawab, dan memperkuat profesionalisine serfa kompetensi hidang,

Sub unsur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau nama lain vang
sejenis dapat diberikan penilaian angka kredit untulk 1 (satu) kali
penilaian tanpa kadaluarsa sejak 22 Juni 2016,

Unsur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Dilaksanakan
Gleh Perancang Peraturan  Perundang-undangan  Jenjang Jabatan
Tertentu)

Peraturan Perundang-undangan vang dimsaksud merupakatn peraluran
tertulis yang memuat norma hukum vang mengikat secara tmum dan
dibentuk atan ditetapkan oleh lembaga negara atan pejabat vang
berwenang melalul  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan
Perundang-undangar,

Pembentkan Peraturan Perundang-undangan memipakan pembuatan
Peraturan Perundang-undangan yang mescakup tahapan perencanaarn,
penyusunan, pembahasan, pengesahan arau penetapan,
pengundangarn.

Jepis Peratiran Perundang-undangan, meljputi:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesin Tahun 1945;
Kewtapatl Majelis Permnusyawaratan Rakyat,
tndang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintaly
Peraturan Presiden;
Peraturan Majelis Permusvawaratan Rakyvat;
Peraturn Dewan Perwakilan Rakyat
Peraturan Dewan Perwakilan Daeraly
Peraturan Mahkamah Agung,;
Peratumin Mahkamah konstitusi;
Peraturan Badan Petneriksa Ketiangarn,
Peraturan Komisi Yudisial;

. Peraturan Bank Indonesia;
Peraturan Menteri;
Peratwan  badan, lewmbaga, atau  kowisi vang  setingkat  vang
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang;

p. Peraturan Dacraly Provinsi;

q. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Dewan Perwakllan Rakyatl Daerah Provinsi;

. Peraturan Gubemur;

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daeralh Kabupaten/Kota;

W Peraturan Bupatl/Walikota; dan

v, Peraturan Kepala Desa atatl yang setingkat,

Jends instrumen hukoon lainnya, melipuri

cparmpTrreEnsa0 s
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a. Surat  Edaran,  Instroksi/Keputusan  Presiden,  Instruksi/

Keputusan/Petunjuk  Pelaksanaan/Petunjuk  Teknis/Pedoman

Mentert, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerizan/ Lembaga

Negara, Gubertiur, dan Bupatl/Walikoua;

perjanjian internasional;

persetujuan internasional;

memaorandum of understanding;

kontrak internasional;

kontrak nasional/ perjanjian kerja sama;

Keterangan  Pomerintall/Dewan Perwakilan  Rakyat,  kesimptilan

Presiden atas permohonan uji wateriil Undang-Undang terhadap

Undang-Tindang Dasar Negard Republik Indonesia Taluur 19435 di

Mahkamal Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji

materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang

terhadap Undang-tUindang di Mahikamah Agung dan gugatan sera

Jawaban gugatan di Pengadilan Tata UUsaha Negara;

I kegiatan di bidang bantuan hukom;

i. legal opinion; dan

Jomemberikan mediasi langsung bagi pilink vang memerlakan terkait
dengan permasalahan hukuom,

L S = A =

Unswr Kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan vang

dapat diberikan penilaian angka kredit, meliputi:

1. tanggapan, notula/risalzh mpat, laporan dalam pembentukan

peraturan perunidang-tindangan, perjerjisn internasional,

persetijuan intermasional, memorandum of understanding, kontrak

internasional, atau kontrak  nasional/perjanjian kerja  sama,

pengujian peraturan perundang-undangan;

kajlian atau evaluasi peraturan perundang-undangan;

3. memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah
dan permasalahan hukum di daerah; dan

1. pemetaan produk hukum dacraly.

o

Dasar Pemberian Angka Kredit:
Apabila pada suatu unit Kerjo tidak terdapat Perancang Peraturan
Perundang-undangan vang sesual  dengan  jenjang jabatannya
sehagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Negara
Pendavagunann Aparatur Negara dan Relormasi Divokrasi Nowmor 6
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara
Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor 4 1/KEP/M.PAN/12/2000
tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
dan Angka Kreditnya, maka Perancang Peraturan Perundang-undangan
yvang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat
melakukan kegialan tersebul berdasarkan penugasan tertulis dan
plmpinan unit kegja vang bersanglatan dengan Ketentuan scebagai
berikut:
l. Perancang Peraturan Perubdang-undangan  vang  melaksanakan
kegiatan Perancang Peraturan  Perundag-undangan satu di atas
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Jenjang jabatannva, akan memperoleh angka kredit sebesar 80 %
(delapan puluh per seratus) dari Angka Kredit apabila kegiatan
dimaksud  dilakukan oleh  Perancang Pemiuran  Perundang-
undangan pada jenjang yang seharusnya.

2. Perancang Pemturan Perundang-undangan vang melaksanakan

kegiatan Perancang  Peratoan Perundang-undangan  di bawah
jenjang jabarannya, akan memperoleh angka kredit yvang sama
100% (seratus  persen) dengan angka kredit apabila  kegiatan
dimaksud dilakukan oleh  Perancang Pematuan,  Perundang-
tndangan pada jotijang vang seharusnya.

3. Terhadap penugasan vang diberikan secam kelompok, juunlah

angka kredit vang sama sebagaimana Lampiran Keputusant Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/ 12/ 2000,
diberikan kepada masing-masing individu Perancang Peraturman
Perundang-undangan, dengan mengajukan bukt fisik vang berbeda.

Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan
perancangan peraturan perundang-undangan secara  bersama-sama
tetapi unuik  keperluan  penilaian  angka  kredit  masing-masing
perancang harus membuat secara pribadi hasil kegiatannya sebagai
bukti lisik ketika melakukan penildian angka kredit.

Sub  Unsur  Melakukan  Perencanaan Peovusundl  Peraluran
Perundang-undangsn

Yang dimaksud dengan  perencanaan  penyusunan  peraturan

perundang-undangan  merupakan  kegiatan vang dilakukan oleh

Perancang Pératuwran  Perundang-undangan  berkaitan  dengan

persiapan untuk menyusun peraturan perundang-undangan vang

meliputi:

1. mc.ugn'apkau konsep wusul prakarsa penvusunan  peraluran
pernindang-undangan,;

2. menglaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan dari
unit telknis; dan

3. penyusunan paling sedikit program legislasi nasional Rancangan
Undang-Undang/progrant  penyvusunan  maneangan  petaturan
pemerintah, program penvusunan rancangan peraturan presidern,
Progiat  peavusunan raneangar  peraturan  wenteri, program
penyusunan  rancangan  peraturan  lembaga, program  Jegislasi
daerah/program pembentukan  rancangan  peraturan kepala
daerah, penetapan priorvitas talmnan,

Kegiatan pereticanaan program legislasi naslonal berlaku  secara
mutatis mutandis  terhadap progrm penyusunan, progism
legislasi/program  pembentukan  petaturan dacralh  provinsi,
kabupaten/kota.
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2.1.1.  Menviapkan RKonsep Usul Prakarsa  Penvusunan  Peraturan
Perundang-undangan

Yang dimaksud dengan usul prakarsa merupakan  prakarsa

penyvusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, vang

dipersiapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

hementerian/Lembaga  Nonstruktural untuk  diajnkan  kepada

Presiden, dan  Prakarsa penyvusunan  rancangan  peraturan

daerah/Raperda/Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Rancangan

Perattran Kepala Desa yvang dipetsiapkan olelt Sckretarls Dacrah

untulk digjukan kepadas Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Desa

yvang isi usul prakarsa tersebut meliputi:

a, latar belakang dan tajuan penyusunan;

b, sasaran vang ingin diwujudkan;

. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur,

. jangkauan dan arah pengaturarn;

e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain; dan

{. daftar judul dan pokok materi muatan vang disusun
berdasarkan invemtarisasi pendelegasian Undang-Undang,

hecuall pada huruf ¢ dan haaf £ antok Raneangan Undang:

Undang tidak ada.

Kecuali pada huruf a sampai dengan hural ¢ untuk Rancangan

Peraturan Pemerintall, Rancangan Peraturan Presiden tidak ada.

Lecuali pada huraf  untuk Rancangan Pepaturan Daerah tidak

adla

2.1.1.1. Mengumpulkan Data
Data vang dimaksud terdiri atas data pritner dan data sckunder.

201082 Mcugumpulkan [ata Primer
(Angka Kredit 0,12 Peraneang Pertama)

Data primer merupakan data vang secara  langsung
dikumpulkan melalui survel kepada responden, baik melalui
wawancara maupun kuesioner. Naskah tersebut berisi hasll
penelitian, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif,

Bukti fisik:
Naskalt berisi data primer yang telah dikumpulkan, seperti
hasil wawancars niaupun kuesioner,

Dihitung setiap kali.
Bukti pendukung:
1. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tu,
3. sural undangan;
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4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tiny Atan
3. sural tugas.

Mengumpulkan Data Sekunder
(Angka Kredit 0,12 Perancang Pertama)

Data sekunder dimaksud merupakan data vang dikumpulkan
melalui kepustakaan.,

Naskali tersebut berisi hasil penelitian, baik bersitat Kualitatif
maupun kuantittif.

Buktl fisik:
Naskall terdiri atas data sekunder vang telah dikimpulkan
dalam saty paket.

Dihitung sckali.

Buktl Pendukung:

1. sural permohionan

suratl keputusan keanggotaan tiu

surat undangan;

surat undangan dengan disposisi dar pimpiban atan ketua
tingg atatt

sutat tugas.

® L

=

Meonganalisis Konsep Usul Prakarsa

{Angka Kredit 0,22 Perancang Muda)

Menganalisis Konsep Usul Prakarsa merupakan mengolah data
primer dan data sekunder secara garis besar menjadi informasi
vang bergura hagi penyvusunan peratutan peruidang-undatgali.

Bukti Fisik: |
Naskah analisis ferdiri atas hasil analisis terhadap data primer
dan data'sekunder.

Dihitung setiap kali untuk data primer.
Dihitnng sekali untuk data sekunder,

Bukt Pendukung:

1. surat permolionan

2. surat keputusan Keanggotaan tim;

3. sural undangan;

4. surat indangan dengan disposisl dari plmpitan daa ketua
tim; atau

sural tugas,

&
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2.1.1.3. Merumuskan Konsep Awal Usul Prakarss
{Angka Kredit 0,45 Perancang Madya)

Merumuskan konsep awal usul prakarsa merupakan kegiatan
penyusunan konsep vang memual latar belakang dan tujuan
penyusunan, sasaran vang  ingin  diwujudkan,  pokok-pokok
pikiran, lingkup atau objek vang akan diatur dan jangkauan serta
arah petigaturan Rancangan Peraturan Pernndang-undangan,

Bukti Fisik:
Naskah awal.  Naskah  awal yang  dimaksud  merupakan
penjelasan/ketevangan rancangan  peraturan perundangs
undangan.

Ditiitung sekali.

Hukti Pendukung:

I. sural permohonan

2. surat keputusan Keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. suratl undangan dengan disposisi darl plmpinan atan ketua
tim; atau

5. Surat tugas.

2,.1.1:1 Menvempurnakan Konsep Awal Usul Prakarsa
(Angka Kredit 0,27 Perancang Macdy:a)

Meonvempinmakan  konsep  awal  usul  prakarsa  merupakan
memperbaiki perumusan konsep awal usul prakarsa Rancangan
Persturan Perundang-undangan setelall meadapat masukan dari
lembaga instansi yvang terkait yvang akan disampaikan kepada
kementerian /lembaga peerintahun noukementerian
pemrakarsa, dengan indikator sebagal berikun:

L. Rumusan awal dan rimusan yang sudah diperbaikl; dan

2. Alasan perbaikan.

Bukti Fisik:
Naskah akhir hasil penyvempurnaar.

Dihitung setiap kali.

Bukti Pendukung:

I, surat permohonarn

2. sural keputusan keanggotaan timg

3. surat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua

tiny; atau
Surat tugas.,

ol
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2.1.2. Menclagh Usul Penvusunan Peraturan Peraodang-undangan dari
Unit Teknis

Menclaah  usul  penyusiunan  persturan perundang-undangan
merupakan konsep awal vang berisi pokok-pokok pikiran vang
dapat dijadikan acuan untuk menyusun paskah akademis dalam
hentuk kemangka acuan (term of reference/ TOR).

2.1.2:1. Mengumpulkan Data
Data vang dimaksud terdin atas data primer dan data sekunder.

Duta Primer merupakan data yang secas langsung dikumpulkan
melalui  survei kepada  responden, baik  melalui wawaneara
maupun kuesioner,

Data Sekunder dimaksud merupakan data vang dikumpulkan
melalui kepustakaan.

Data sekunder rerdirvi atas:

L. bahan hokoam  primer  misalnva peraturan perundang-
undangan yang terkait.

2. baban hukum sekunder misaliya konsep/rancangan naskal)
akademis. '

8. babhan huleam tersier tisalnya kamus hukum dan ensiklopedi
serta thesaunis,

2,120 Mengumpulkan Data Primer
{Angka kredit O, 12 Perancang Pertama}

Data primer merupakan data yang secara langsung
dikumpulkan melalul stveil kepada responden, baik inelalui
wawancara maupun Kkuesioner, Data  tersebut  berisi  hal
penelitian, balk bersifat kualitatili maupun kuantitatif,

Bukti isilk:
Data berisi data primer vang telah dikumpulkan, seperti: hasil
wAwANCara maupun kuesioner.

Diliitung setiap kali untuk data primer.

Bukti Pendukung:

1. suratl permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. sural undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
ting; atau

9. sural tugas,
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Mengumpulkan Data Sckunder
{Angka Kredit 0,12 Perancang Pertama)

Data sekunder dimaksud mermpakan data yang dikumpulkan
melalui kepustakaan.

Dala tersebut berisl hasil penelitian, baik bersifat kualitatil
maupun kuantitatif.

Buktj Fisilk:

Data terdini atas bahan hukwm primer, sckunder dan tersior
vang telah dikumpulkan dalam  <aty paket vang  berupa
forokopi bagian balwan-bahan hukum, naskah akademis, pasal,
ayat atau bagian peraturan perundang-undangan yang terkait
lnngsung.

Dilitung sekall untuk data sekunder.

Bulkti Pendukung:

1. surat permohotan

2. sural keputusan keanggotaan tim:

3. sural undangan,

4. surat undangan dengan disposisi dar pimpinan atau ketua
tint; atau

9. SuUrEl tugas,

Menganalisis Usul Penyusurian Peraturan Perundang-undangan
[Angka Kredit 0,22 Perancang Muda)

Yang dimaksud dengan menganalisis usul penvusunan peraturan
perundang-undangan merupakan kegiatan menganalisis materi
muatan TOK yang bersifat teknis dan prosedural/ lintas sektoral/
wiateri yang berisi bak dan kewajitlan/  penibebanan  kepada
masvarnkat/ pemberian sanksi pidana.

Contoh:
Pepaturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan,
pencabutan, pengesahan, penotapai.

Bukti fisik:
Konsep hasil analisis TOR dan TOR vang sebelum analisis.

Dihitung sekali.

Bukti Pendukung:

L. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;
3. sural undangan,
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4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tm; atau
3. sural tugas.

2.1.2.3. Merumuskan Usul Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
(Angka Kredit 0,23 Perancang Muda)

Yang dimaksud dengan merumuskan usul penyusunan Peraturan
Perundang-undangan  merupakan kegiatan menyusun  hasil
analisis materi muatan TOR yang bersifat tekuis dan prosedural/
lintas  sektoml/ materi yang berisi hak  dan  Rewajiban/
pembebanan kepada masvarakal/ pemberian sanksi pidans.

Bukti Fisik:
Naskah hasil nunusan analisis TOR,

Dihitung sekali.

Bukt Pendukuhg:

1. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. suraf undangan,

4. surat undangan dengan disposisi dari pliapinan datau Retua
tim; atau

O, sutsl tagas,

2,124, Menvempurnakan Naskah Hasil Telaahan Usul  Penvustnan
Persturan Perundang-undangan
(Angka Kredit 0,27 Perancang Madya)

Yang dimaksud dengan menvempurnakan naskah hasil telaahan
usul penyvusunan peraturan perundang-undangand  merupalaan
memperbaiki naskah telaahan untuk menghasilkan naskah akhir
Kerangka Acuan (Term of Reference/TOR), dengan indikator
sebagai berikul:

1. rumusan awal dan ramusan vang sudah diperbaiki; dan

2, alasan perbaikan.

Bukti Pisik:
Naskah hasil akhir TOR dan naskah awal.

Dihitung setiap kali,
Bukti Pendukung:
L. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;
3. sural undangan,
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4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tm; atau
3. sural tugas.

2.1.4,  Penyusunan Paling Sedikit Program Legislasi Nasional Rancangan
Undang-Undang/Program  Penvusunan Rancangan  Peraturan
Pemerintah, Program Penyvisunzn Rancangan Peratuwran Presiden,
Program  Penyusunan Rancangan  Peraturan Menterd, Program
Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga, Program  Legislasi
Dacrah/Program Pembentukan  Rancangan  Peraturan Kepalia
Daerah/Program Pembentukan Rancangan Peraturan Desa/Kepala
Desa, Penetapan Prioritas Tahiunan

Yang dimaksid dengan penvusunan paling sedikit merupakan
rancangan  peraturan  perundang-undangan di luar  program
legisiasi nasioneal Rancangan Undang-Undang/program
penyusunan  Rancangan  Peratursin Pemerintah,  program
penyvusunan Rancangan Peraturan Presiden, program penyusunan
Rancangan  Peraturan Menteri, program penyusunan Rancangan
Peratiran Lembaga,  program  legislasi  daeraly/ program
pembentikan  Rancangan  Peraturan  Kepala Dacrah/program
pembentukan Rancangan Peraturan Desa/lkepala Desa, penetapan
priovitas alhinan.

2,1.3.1. Menvusun Konsep Keterangan Phupinan Tostansi Pemerintah
Pusat dan Instansi Pemerintah Dacrah dalam Rapat Badan
Musvawarah/Paripurnia/Badan  Legislasi Dacrah atan  Panitia
Legislasi
{Angka Kredit 0,13 Perancang Muda)

Menvusun konsep dimaksud merupakan mempersinpkan konsep
Keterangan Phpinan Instansi Penerintaly Pusat dan Instansi
Pemerintah Daerah mengenal latar helakang disusunnya program
legislasi  nasional/program  penvusunan/program  legislasi
daerah/program  pembentukan  peratuman  dacrah/progeam
pembentukan peraturn Kepald dacrah dan programy penetapan
prioritas dan  pokok-pokok materinva vang dinraikan secara
NAFAS.

Bukti Misik:
Konsep naskalt keterangan plripinan Instansi Pemerintah Pusat
atan Instans) Pemerintah Daeralh.

Dihitung sekali.
Bukti Pendukung:

I, sural permohionan
2. sumat keputusan keanggotaan tin;
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B sural undangan;

4, surat undangan dengan disposisi darl pimpinan atau ketua
tim; atau

3. Slual tugas.

2.1.3.2. Menyemipumakan  Konsep  Reterangan  Pimpinan  Instansi
Pemerintah Pusat dan Instans) Pemernniah Daceah dalam Rapat
Badan  legislasi  Dacrali  atan Panitia  Legislasi/Badan
Musvawarah/Paripuma
(Angka Kredit 0,19 Perancang Madya)

Menvempurnakan konsep dimaksud merupakan  memperbaiki
perumusan Konsep Keterangan Pimpinan Instansi Pemerintah
Pusat dan Instansi Pemerintah Daerab untuk menghasilkan
Naskah Akhir Keterangan Piumpinan Instansi Pemerintah Pusat
dan laosians: Pemerintah Daecrah, dengan indikator sebagai
berikut:

I. mumusan awal dan rumusan vang sudah diperbaiki; dan

2. alasan perbaikan.

Bukti Fisik:

Naskal cuvempurnaan  keterangan  pimpinan  Instansi
Pemerintaly Pusal  dian  Instanst Penerintah Dacrall  tentang
program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang/ program
penvusunan  Rancangan  Peraturan Pemerintah,  program

penyusiukan Rancangan Peraturan  Presiden,  program
penvusunan  Rancangan Peraturan. Menteri,  program

peayvusunan Rancangan Peraturan Lembaga, program legislasi
daerah/program pembenmukan Rancangan Peraturan  Kepala
Daerah, penctapan  prioritas  tahunan  dengan  melampirkan
naskah sebelum penvempurnaan,

Dihitung setiap kall.

Bukti pendukung:

1. surat permolionan

2, surat keputusan keanggotaan tim;

3. sursit undangarn;

4, steat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
ting; atau

3. surat tugas.

2.1.3.3. Mengumpulkan Data Sidang Pemibahasan
(Angka Kredit 0,12 Perancang Pertaima)

kegiatan dilakukan ketika mengikuti sidang badan legislasl atan
Banleg / hadan musvawarall / paripurna dengan  mengumpulkan
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data«data tambahan antara lain berupa peratuman perundang-
undangan terkait.

Hukti fisik:
Data  tambahan antara lain berupa peraturan  perundang-
undangan terkait,

Dihitung setiap kali,

Bukti Pendukung:

1. surat permohonan

2. surdal keputusan keanggotasn tim,

3. sural undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
titn; atau

surat lugas.

1]

2.1.4.4. Menganalisis Hasil Sidang Pembahasan

Menganalisis  hasil sidang pembahasan dimaksud mempakan
penelahaan hasil sidang vang telah dikumpulkan untuk dijadikan
sebagal bahan penopang dalam penyusunan konsep Program
Legislasi Nasional dan Prolegda/ Propemda.

2,130 1 Tingkat Pleno Badan Legislasi
(Angka Kredit 0,6 Perancang Utama)

Tingkat plene Badan Legislasi wernpakan salall satu bagian
rapat dalam pembicaraan tingkarn 1di DPR/DPL.

Bukti Fisil:
Konsep prograun legislasi nasional dan proleégda/ propetda,

Diliitting setiap kali

Bukti Pendukung:

1. surat permohonan

sutat keputusan keanggotaan tiu;

stirat undangan,

sural undangan dengan disposisi dari pimpinan arau ketua
ting atan

5. surat tugas.

- N

2.1.34.2. Tingkat Panitia Kerja,
(Angka Kredit 0,27 Perdncang Madya)

Tingkat Panitia Kerja merupakan salah sand bagian rapat
dalam pembicaraan tingkat 1 di DPR/DPD,
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Bulkti Fisilk:
Konsep Program Legislasi Nasional dan Prolegda/ Propemda.

Dihitung setiap kali.

Bukti Pendukung:

1. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. sural undangat;

4. surat undangan dengan disposisi dar piapinan atau ketuas
tin; et

5. sural tugas.

2.1.3.4.3.  Tingkat Tim Perumus/Kecil
(Angka Kredit 0,11 Perancang Mudsa)

Tingkat Tim Perumus/hkecil merupakan bagian darn salah satu
rapat dalam pembicaraan tingkat'| di DPR/DPD.

Bukti Fisik:
Konsep progrun legislasi nasional dan prolegda/ propemda.

Dihitung setiap kali.

Buktl Pendukung:

1. sural permolionan

2, sural keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tim; atau

5. sural tugas.,

2.1.3.5, Menviapkan Naskah Akadeinis

Yang dimaksud dengan naskah akademis merupakan konsep
yvang memual pokok-pokok pikiran yang menjelaskan  latar
belakung  dan  tjuan dibentuknva  peraturan perundang-
undangan serta uraian mengenai materi yang hendak diatar,
vang disusun secara  sistematis, komprehensil dan  holistik
termasuk landasan pembentukannva baik vang bersifat filosolis,
sosiologis maupun yuridis.

2.1.3:3.1. Mcngumpufkmn Data
(Angka Kredit 0,3 Perancang Pertama)

Mengumpulkan data Valg dimaksud menipakan
mengumpulkan  data penoasalahan dan laar belakang
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pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baik dara
lapangan  maupun  data  kepustakaan. Data  lapangan
merupakan  dawa vang  dihasilkan  dari wawancara  atau
penelitian langsung di lapangan.

Data kepustakaan mernpakan bemipa bahan hukum primer,
sekunder maupun ersier.

Hahan hukum  primer, misalnya peraturan  perundang-
undangan  dan  rancangannva.  Bahan  hukom  sekuander,
misalnya pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh
card literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilwiah, maupun
website vang terkait dengan penelitian.

Bahat hukom tersier, misalnva kamus hukum dan ensiklopedi
serta thesaurus,

Bukti {isik:
Data vang berisi hasil inventarisasi data sekunder dan data
primer,

Dihittng sckali untuk data primer atay data sekuneder,

Bukti Pendukung:

1. suratl permolionss

2. surdl Keputusan keanggotaan thi,

d. surat undangan;

4, sutat undangan dengarnt disposisi dari pipinan atan ketua
tin; atat

J. sural lugas.

2.1.34.5.2. Menganalisis Data
(Angka Kredit 1,5 Perancang Muda)
Melakukan analisis  data merupakan menelitt tlang  atan
menganalisis permasalahan dan latar belakang pembentukan
peraturan perundang-undangan dalam rangka menentukan
pokok-pokok permasalahan, dengan indikator sebagai berikut:

1. latar belakang;

2. permasalahan dasar kewenangan (atribusi atau delegasi);
3. pembaliasan,

4. analisis; dan

5. simpulan.

HBukti fisik:
konsep yang berisi masalah vang telah diinventarisasi.
Dilitung setiap kali.

Buktl Penduknng:

. surat permohonan
2. sural keputusan Keanggotaan tim;
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3. surat undangan,;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
Lo amu

5. sural tugas,

2.1.3.5.3. Menunuskan Naskah Akadeniis
{Angka kredit 1,5 Perancang Madvia)

Merunuskan naskah akademis dimaksud merupakan kegiatan
penyusunan konsep vang memuat pokok-pokok pikiman vang
menjelaskan latar belakang dan tujuan dibentuknya peratursEn
perundang-undangan  sefta uralan  mengenal ateri  vang
hendak  diatur yang dapat  dipertanggungjawabkan  secam
ilmiah, dengan indikator sebagai berikut:

1. asas, prinsip;

2. peraturan perundang-undangan;

3. teorl;

4. doktring

5. yurisprudenst;

6. prakiik di lapangan (data empiris);

7. kajian dampak pencrapan perafiirat;

8. peraturan kebijakan; dan/atau

9. kebljukan vang sedang proses.

Bukti fisik:

Naskali akademis dalam bentuk kKonsep vang berisi wralan

pokok-pokok pikiran dalam uraian:

JUDUL

BATA PENGANTAR

DAFTAR IS]

BAB | PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. ldentifikasi Masalah

3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penvusunan Naskah
Akademik

4. Meuxie

E. BAB [l KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

1. Kajian teoretis.

2. Kajian terhadap  asas/prinsip yang  terkait  dengan
PERYISUIATN FOVTIA..

3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi vang
ada, scrta permasalahan vang dihadapi masvarakat.

4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yvang
akan diatur dalam Undang-Undang ataun Peraturan
Dacrall terhadap aspek Kehidupan masvarakat dan
dampaknya terhadap aspek heban keuangan negara.

goEE
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. BAB [ EVALUAST DAN  ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TEREKAIT

G. BAB 1V LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN
YURIDIS
1. lLandasan Filosofis
2. Landasan Sosiologis
3. Landasan Yuridis

. BAR V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-LINDANG,
PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAL PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. ketentuan umuan memuat ramusatt akademik mengendi

pengertian istilah, dan fiasa;

2. mater yang akan diatur;
4. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

I.  BAB VI PENUTUP
1. Simpulan
2. Saran

o DAFTAR PUSTAKA

K. LAMPIRAN: RANCANCGAN PERATIRAN PERLINDANCG-
LINDANGAN

Dihitung setiap kali.

Buktl pendukung:

1. sural permolionan

2, sural keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tim; atau

5. sural tugas.,

2.1.3.5.4, Menvempurnakan Naskalh Akademis
Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Data Tambahan (Angka
Wredit 0,21 Perancang Madya)

Mengidentiikasi  dan Mengumpulkan  Data Tambalen
dimaksud  merupakan  menentukan/menetapkan  jdentitas
(pokok-pokok masalah) dan mengumpulkan data tambahan
yang meliputi data lapangan  maupun  data kepustakaan
sebagai bahan pelengkap.

Bukti Fisik:
Laporan yvang berisi data tambahan yang telah dildentifikasi
dan dikumpulkan.

Dihitung setiap kali,
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Bukti pendukung:

1. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tin;

3. surat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
ting atan

3. suratl mgas,

2.2, Sub Unsur Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Setiap penyusunan mncangan peraturan, periu berpedoman padas
*kerangka petaturan perundang-imndangan™ untuk dijadikan out line
rancangan peraturarn.

Yang dimaksud dengan kerangka dasar peraturan  perundang-
undangan  merupakan mancang  bangun  peratuwmn  perundang-
undangan vang berisi sistematika dan bagian-bagian pokok dan
penting  vang  perlu ditdangkan  dalam  peraturan perundang-
undangan.

2.2,1.  Mengumpulkan Data untuk Menyusun Kemngka Dasar
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Balian hukum misalnya naskall akademik, kamus hdkum dan
ensiklopedin serta thesaurps.

Bukti Fisik:

Data vang diperoleh dan invenarisasi bahan hukum, bagian,
pasal, atau avat peratiran  perundang-undangan vang  terkait
langsung.

Dihitung sekali.

Bukti Pendukung:

L. suratl permohonan

2, surat keputusan keanggotaan vim;

3. surat undangan,

4. sural undangan dengan disposisi diari pimpinan atau kKetua
Loy atau

5. surat tugas.

2.2.2.  Menganalisis Dala
(Angka Kredit 0,45 Perancang Muda)

Menganalisis dala penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dimaksud merupakan kegiatan menganalisis materi
muatan peraturan perundang-undangan.
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Bkt Fisik:
honsep hasil analisis data penyusunan rancangan  peraturan
perundang-undangan.

Dihitung sekali.

Bukti Pendukung:

1. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. surat nndangar,

4. surat undangan dengan disposisi dard pimpinan atau kKetus
tiuy, atau

3. sural tugas.,

223, Merumuskan Kerangka Dasar Rancangan Peraluran Perundang-
undangarn
(Angka Kredit 0,45 Perancang Muda)

Yang dimaksud dengan kerangka dasar peraturan  perundang-
undangan merupakan rancang bangun pesituran  perundang:
undangan yang berisi sistematika dan bagian-bagian pokok dan
penting yvang perlu dituangkan dalam peraturan  perandang-
undangat.

Buktl Fisik:

. sistematika mneangan peraturan perundang-undangan; dan

2. bagian-bagian pokok dan penting ruang lingkup materi vang
akan diatur,

Dihiting sekali.

Bukti Pendukung:

1. sumt permohonan

2. surat keputtisan keanggotaan tim,

3 surt undangan;

1. surat undangan dengan disposist dart plmpinan atau ketus
tim; atau

D, surat tugas.

224, Merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Mermmuskan  rancangan  peraturan  pernandang-undangan
dimaksud merupakan menuangkan pokok-pokok materi ke dalaim
bagian-bagian dari  kermngka dasar  peraluran perundang-

undangan dalam bentuk pasal-pasal vang berisl norma.

Untuk merumuskan rancangan peratuman peruhdang-undangan,
penilaiannya didasarkan pada tingkatl kesulitan.
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Tingkar Kesulitan  dimaksud wmerupakan  kompleksitas  vang
herkaitan dengan materi muatan, jenis, bentuk, hierarki, bagian-
bagian, «dan sifat peraturan  perundang-undangan vang dibagi
dalam tingkat kesulitzan |, 11, dan I, dengan indikator sebagai
berikut:

Merumuskan mancangan peraturan perundang-undangan  hakus
disertai alasan dan bukti herdasarkan beberapa hal:

1. asas, prinsip;

2. peraturan perundang-undangan;

3. teord;

4. doktring

5. vurisprudensi;

G, prakiik di Lipangan;

7. peraturan kebijukan; dan/atan

8. kebijakan yang sedang proscs.

Keglatan  memmuskan  RUL berlaku  secara muatatds  mutandis
terhadap merumuskan Raperda Provinsi, kabupaten/Kota.

Keglatan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan
berlaku secara mutatis mutandis terhadap mermmuskan Rancangan
Peraturan Tata Tertib DPR/DPD dan DPRD,

Kegiatan merumuskan mneangan peratutan perundang-undangarn,
termiasuk  merumuskan  pernbabian,  penambahan,  penvisiparn,
pencabutan, pengliapusan.

2241, Tingkat Kesulitan |
{Angka Kredit 0,225 Perancang Pertaia)

Mermuskan mulal dari judunl sampai dengan  pokok-pakok
materi yang bersifat presedural atau teknis ke dalam Rancangan
Pernturan Menteri dan Rancangan Peraturan yang sedemjat,
Rancangan Peraturan Dacrah vang bersifat proseduml anau
teknis, dan Rancangan Pematuran Kepala Dacrall vang dapst
dikelompokkan ke dalam paragral, bagian, dan bal,

Merumuskan Rancangan  Peraturan Daerall dan  Rancangan
Peraitiran RKepala Daerah yang bersifat prosedural atan teknis
berlaku secara mntatis mutandis terhadap mermmuskan ool
dari judul sampai dengan pokok-pokok materi yang bersifat
prosedurel atauw teknis ke dalam Rancangan Peraturan Menteri
dan Peraturan vang sederajat.

Bukti Fisik:
Naskal.

Dihitung setiap kali.
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Bukti Perdukung:

1. surat permohonan

2. suratl keputusan Keanggotaan tim;

4. surat undangan,

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
tini; atau

3. sural tagas.

2.24.2. Tingkat Kesulitan [l
(Angka Kredit 0.8 Pepancang Muda)

Merumuskan  mulal darl judul sampai dengan  pokok-pokok
wateri yang bersifat lintas scktoral ke dalam pasal-pasal yvang
berisi norma di dalanmt kerangka dasar Rancangan Peraturan
Pemerintah Rancangan Peraturan Presiden, atau Rancangarn
Peraturan Daeraly vang besrsifat lintas sckioral vang dapat
dikelompokkan ke dalam parageal, bagian, dan bab,

Merumuskan Rancangan Peraturan Dacrah yvang bersifat lintas
sektoral berlakn secara mutatis mutandis 1erhadap merumuskan
mulal dari judul sampai dengan pokok-pokok materi vang bersifat
lintas sektoral ke dalam pasal-pasal vang berisi norma di dalam
Keparngka dasar Ranciangan Peraturan Peaerintall dan Rancangan
Peraturan Presiden.

Bukti Pisik:
Naskah.

Dihitung setiap kali.

Bukti Pendukung:

L. surat permohonan

2. surat keputusan Keanggotaan tim;

3. sural undangan;

4. sumt undangan dengan disposisi dar pimpinan atau ketua
tin, atau

5. surat tugas,

2.2.4.3. Tingkat Kesulitan 111
(Angkn Kredit 1,5 Perancang Madya)

Mermunuskan mulai dari judul sampai dengan  pokok-pokok
materi pasal-pasal vang berisi norma di dalam kerangka dasar
Rapcangan  Undang-Undang dan  Rancangan  Peraluran
Pemerintah Pengganiti Undang-Undang vang Hapat
dikelompokkan ke dalam paragraf, bagian, dan bah,
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Merumuskan mulai dard judul sampai dengan  pokok-pokok
materi pasal-pasal vang berisi norma di dalam kerangka dasar
Rancangan Peraturan Dacrah yvang matert muatannya berisi hak
dan kewaliban, penibebanan kepada masyarakat, dan pemberian
sanksi pidana berlaku  secara mutatis mutandis terhadap
merumuskan  Rancangan  Undang-Undang  dan Rancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Lindang-Undang.

Bukti Misik:
Naskal.

Dilitung setiap kali.

Bukti Pendukung:

L. sural permohonan

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
i, atau

3. surat tagas.

2.2.5,  Menyempurnakan Rancangan Peraturan Penundang-undangan

Menyempurnakan rancangan  peraturan  perundang-undangan

terupakan memperbaiki perumusan rancangan sesudi dengan

Kkonsep rancangan hasil rapat, dengan indikator sehagat berikut:

1. rumusan perbaikan terhadap rancangan peraturanperusndang-
undangan; dan

2. alasan perbaikan.

2.2.5. 1. Tingkat Kesulitan |
(Angka Kredit 0,18 Perancang Muda)

Menvempumakan rancangan peraturan  perundang-undangan
dengan konsep hasil rapal panitia unit utama di lingkungan
Kementerian/Instansi sederajat niulal dar judul sampai dengan
pokok-pokok materi yvang bersifat prosedural atau teknis ke
dalam  Rancangsin  Peraturan Menteri dan Peraturan  vang
sederajat yang dapat dikelompokkan ke dalam paragraf, bagian,
dein bab.

Menvempumakan  rancangan  peratwran perundang-undangan
dengan konsep hasil rapat panitia unit utama di lingkungan
Kementerian/Instansi sederajat mulal dad judal sampal dengan
pokok-pokok wateri yvang bersifal prosedural atau teknis ke
dalam Rancangan Peraturan Dacrah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah berlaku  secara mutatis mutandis  terhadap
wenvetnpurikan Rancangadan Peraturan Menteri dan Persturan
vang sederajat
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Bukti Pisik:

1. Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

2. Rancangan Peraturan Perundang-undangan hasll perbaikan
vang disertai alasan perbaikan.

Dihitung setiap kall.

Bukti Pendukung:

1. SusEl permolionan

2, surat keputusan keanggotaan tin;

3. surdl undaugarn;

4, surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan Ketua
tm; a1au

3. sural tugas.

Tingkat Kesulitan |
{Angka Kredit 0,45 Perancang Madya)

Menvempumalkan rancangan  peraturan  perundang-undangan
dengan konsep hasil mpat panitia antarkementerian/lembaga
mitlai dari judul sampai dengan pokok-pokok materi vang bersifat
lintas  sektoral ko dalam Rancangan  Peraturan  Pemerintaly
Rapcangan Peraturan: Presiden; atan  Rancangan  Peraturan
Daerah vang bersifan lintas sektoral vang dapat dikelompokkan ke
dalam paragraf, bagian, dan hab,

Menvempumakan  mancangan  peraturan  perundang-undangan
dengan konsep hasil rapat panitia antarkementerian/lembaga
mlal dard judul sampai dengan pokok-pokok materi yvang bersifar
lintas sektoral ke dalam Rancangan Peraturan Daerah berlaku
secara mutans motandis terhadap menyempurnakan Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Kancangan Peraturan Presiden atau
yvang sederajat.

Hukti Fisik:

. Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

2. Raneangan Peraturan Perundang-undangan hasil perbaikan
vang disertai alasan perbaikan.

Dihitung setiap kali.

Bukti Pendukung:

sural permolionan

surat keputusan keangpotaan tim;

sural undangan;

sural wdangan dengan disposisi darl plinpinan atau Ketua
i atau

- NN -

www.peraturan.go.id



2020, No. 134 40.

. sural rugas.

2.2.5.3. Tingkat Kesulitan [11
(Angka Kredit 1,8 Perancang Utaiia)

Menvemipumakan rancangan  peratwan  pennidang-undangan
dengan konsep hasil rapat panitia antarkementerian/lembaga
mulal dari judul sampai dengan pokok-pokok materi Rancangan
Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintal) Pengganti
Undang-Undang yang dapat dikelompokkan ke dalam parageal,
bagian, dan bal.

Menyempumakan  rancangan  peraturan  perundang-undangan
dengan konsep hasil mpat panitia antarkementerian/lembaga
mitlal dari judul sampai dengan pokok-pokok materi Rancangan
Peraturan Daeralt vang berisi hak dan Kewajiban, pembebanan
Kepada masyvarakat, dan pemberian sanksi pidana berlaku secara
mutatis  mutandis  terhadap menvempuwrnakan Rancangan
Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang.

Bukti Fisik:

L. Rahcabgun Peraturan Perundang-undangsan.

2. Rancangan Peraturan Perundang-undangan hasil perbaikan
vang disertai alasan perbaikar.

[ihitung setiap kali.

Bukti Pendukung:

I, surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan timg;

3. surat undangai;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketus
tim; atau

sural tugas.

o

2.3, Sub Unsur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan  Pemantapan
Ronsepsi Rancangan Peratuan Perundang-undangar.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan  pemamapan  konsepsi
rancangan  peraturan  perundang-undangan  merupakan o proses
penvelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan
dan teknik penyustunan peraturan perundang-undangan, schingga
menjadi peraluran  perundang-undangan vang merupakan  salu
kesatuan yvang utuh dalam kevangka sistém hukum nasional,
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2.3.1.  Mengumpulkan Data
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Data dimaksud merupakan data vang berkaitan dengan mncangan
peraturan perundang-undangan yvang dibuat, baik berupa bahan
hukum primer, sekunder, maupun tersier. Data hukum primer,
misalnya peraturan perundang-undangan dan rancangannya. Data
hukum sekunder, misalnya naskah akadenls, Data hukum tersier,
misalnya kamus hukum dan ensiklopedi serta thesaurus.

Bukt Fisik:

[otokopl data hukum primer, sekunder, mauputl tersier dapat
Dberupa ayat, pasal, atau bagian peraturan perundang-undangan,
maleri naskall akademik, kamus hukum dan ensiklopedi sera
tesaurus yang terkait langsung.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

. surat permohonan

2. sural keputisan keanggotaan tin,

4. surat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari plmpinan atau ketua
tirmg st

3. surat tugas.

J.3.2. Menganalisis Data
(Angka Kredit 0,18 Perancang Muda)

Menganalisis dimaksud merupakan menelaah dan mengurai data

hingga menghasilkan  simpulan untuk  pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan kKonsepsi  fancangan  peraturan
perundang-undangan dengan indikator sebagai berikut:

l. data yang sudah diknmpulkan berupda peratusan perundang-
undangan yang terkait dengan konsep rancangan;

2. membandingkan  berbagal  data vang  telall  dikumpulkan
terhadap konsep rancangan peraturan perundang-undangan
vanug akan dibarmonisasikan; dan

3. simpulan.

Bukti Fisik:
Konsep hasil analisis terbadap data primer, sckunder, dan tersier.

Dihitung sekali.
Bukti pendukung:

l. sural permohonaty
2. sural keputnsan keanggotaan tim;
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30 surar undangarn;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
1 avau

3, sural tugas.

2.3.3. Merumuskan Konsep  Peugharmonisasian,  Pembulatan,  dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Memumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan Kousepsi rancangan peraturan peniidang-undangan
merupakan  menuangkan hasil  analisis  data dalam bentuk
tatnggapart terhadap rancangdn peraturan  peruidang-undangan
yang diharmonisasikan,

Pengharmonisasian  mneangan  peraturan  perundang-undangan
harus disertai alasan dan hukti berdasarkan beberapa hal:

asas, prinsip;

peraturan perundang-undangan;

teari;

doktring

vurisprudensi;

praktik di lapangan;

peraturan kebijakan; dan/atau

8. kebijakan yang sedang proses.

ho I =B I O T

2.3.3.1. Tingkat Kesulitan I
{Angka Kredit 0,135 Perancang Pertama)

Menunuskan  konsep  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan
pemantapan konsepsi dengan menuangkan hasil analisis data
dalam suatn tanggapan terhadap Rancangan Permaturan Menteri
dan rancangan peraturan perundang-undangan yang sederajat,
Rancangan Peraturan  Dacraly yang bessifat  prosedigal  atan
teknis, dan Rancangan Peraturan Kepala Dacrah,

Merumuskan  konsep  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan
pemantapan konsepsl dengan metiuangkan hasil analisis data
dalam suatu tanggapan Rancangan Peraturan daerah vang
bersiful prosedural s teknis berlaku secars mutatis mutandis
terhadap mermmuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri dan
persturan perandang-undangan yvang  sederajat vang  bersifiat
prosedural atau teknis.

Bukti fisik:
Naskal analisis.,

Dihitung setiap kali.
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Bukti Perdukung:

1. surat permohonan

2. suratl keputusan Keanggotaan tim;

4. surat undangan,

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
tini; atau

3. sural tagas.

2.3.3.2. Tingkat Kesulitan 1l
(Angka Kredit 0,45 Perancang Muda)

Merumuskan  konsep  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan
pemantapan konsepsi dengan menuangkan hasil analisis data
dalam  suaw  anggapan  terhadap  Rancangan  Peraturman
Pemerintah Rancangan Peraturan Presiden, atau Rancangarn
Peraturan Daerah vang bersifat lintas sekioral.

Memnunuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan
petantapan konsepsi dengan wenuangkan hasil analisis data
dalam suatu  tanggapan Rancangan Pemturan dacrah vang
bersifat lintas sekioral herlaku secard mutatis mutandis terhadap
mernmuskan  konsep pengharmuonisasian, pembplatan, dan
pemantapan  kKorsepsi  Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Peraturan Presiden.

Bukti fisik:
Naskah analisis.

Dihitung setiap kali.

Bukti Pendukung:

L. surat permohonan

2. surat keputusan Keanggotaan tim;

3. sural undangan;

4. sumt undangan dengan disposisi dar pimpinan atau ketua
tin, atau

5. surat tugas,

2.3,34.3. Tingkat Kesulitan 111
(Angkn Kredit 0,75 Perancang Madva)

Menmunuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi dengan menuangkan hasil analisis data
dalam suatu tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan  Pemerintahy Penggantl  Undang-tndang
vang diharmonisasikan.
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Merumuskan  konsep  pengharmonisasian, pembulatan,  dan
pemantapan konsepsi dengan menuangkan hasil analisis data
dalam suatn tanggapan Rancangan Peraturan daemah yang materi
muatannya  berisi hak dan  kewajiban, pembebanan  kepada
masyarakar, pemberian sanksi pidana berlaku secara mutatis
witandis  terhadap merdmuskan  konsep  penghamonisasian,
pembulatan, dan pemantapan  konsepsi Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang yang diharmonisasikan.

Bukti fisik:
Neiskah dnalisls.

Dihitng setiap kali.

Bukii pendukung:

I surat permohonarn

2. sural keputusan keanggotaan timg

2. swrat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
ting; atau

2. surafl tugas,

2,34, Menyempurnakan Konsep Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemuanuapart Konsepsi Rancangan Peraruran Perundang-undangan
(Angka Kredit 1,2 Perancang Utama)

Menyempurnakan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan

meripakan memperbaiki perumusan rancangan sesual dengan

konsep rancangan hasil rapat, dengan indikator sebagai herikut:

Lo vumusan perbaikan terhadap rancangan peraturan perundang-
undangan; dan

2. alasan perbaikan.

Bukti Fisik:

. Rancangan Peraturan Perundang-undangan; dan

2. Rancangan Peraturan Perundang-undoangan hasil perbaikan
vang disertai alasan perbaikan,

Dihitng sekali.

Bukti Pendukung:

I, sural permohonan

2, surat Keputusan keanggotaan tim,

3. surat nndangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
i, atau
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DL sural rugas.

2.4, Sub Unsur Pembahasan Rancangan Undang-lndang/Rancangan
Peraturan Dacrah

Regiatan  Petnbahasan RUU, keeusli tahapan  pedyusunan DIM
berlakn secara mutatis mutandis terhadap Pembahasan Raperda
Provinsi, Kabupaten/Kota.

2.4.1.  Menyusun Keterangan/Penjelasan, Pandangan Fraksi, Jawaban,
Sambutan Singkat, Pendapat Akhir Pemerintah/DPR/DPD

Menyusun  keterangan/penjelasan  mernpakan  mempersiapkan
konsep  keterangan  Pemerintall  mengenal  laar belakang
dibentuknya Rancangan Undang-Uindang,

Menyusun pandangan fraksi/Pemerintah mheripakan
mempersiapkan konsep pandangan fraksi/Pemerintah mengenai
keterangan/ penjelasan yvang disaunpaikasi uleh

Pemerintah/DPR/DED.

Menyusun jawaban merupakan mewmpersiapkan konsep jawaban
Pemerintah/ranggapan  frakst  yang  berdisl  jawaban  terhadap
pendapat fraksi-fraksi/Pemerintah vang berkaitan dengan meateri
tancangan undang-undang,

Menvusun  sambulan  singkat  Pemerintah/fraksi  merupakan
mempersiapkan konsep sambutan singkat Pemeriutah/DPR/DPD
mengenai  hasil  pembicaraan  tingkat [ secara umum  dan
pernyataan unmk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 1.

Menvusun pendapat akhir merupakan mempersiapkan  konsep
pendapar akhir mengenai hasil pembahasan KUL dan persetujuan
terhadap RUU vang disampaikan dalam sidang paripurma.

2.4.1.1. Menvusun Konsep
{Angka Kredit 0,45 Perancang Muda)

Menvusun konsep dimaksud merupakan mempersiapkan konsep
Keterangan Pemerintalhh mengenai latar belakang dibemtuknva
RUL dan pokok-pokok materi RUL vang dinraikan secara narasi,

a. Apabila RUU berasal dari Pemerintah
Moenyusun konsep terdin dari:
1. mempersiapkan konsep Kelerangan Pemerintaly mengenai
latar belakang dibentuknya RUL dan pokok-pokok materi
R,
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2. mempersiapkan  konsep  pandangan  fraksi  mengendai
kelerangan/ penjelasan yang disampaikan oleh
Pemerintalu

3. mempersiapkan konsep jawabarn Pemerdiah vang berisi
jawaban terhadap pendapat fraksi-fraksi yvang berkaitan
dengan materi mncangan undang-undang,

4. mempersiapkan  konsep sambutan singkat Pemerintah
mengenal hasil pembicaraan tingkat | secara wmuam dan
pernyataan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat
I1.

3. mempersiapkan konsep pendapat akhir mengenai hasil
pembaliasan RULT dan persetujuan terhadap RUU vang
disampaikan dalam sidang paripurna.

b, Apabila RUU berasal dari DPR/DPD

Menyvusun konsep terdir dari:

1. Menyvusun konsep dimaksud memipakan mempersiapkan
konsep pandangan Pemerintah mengenai
keterangan/ penjelasan vang disampaikan oleh DPR/DPD,

2. mempersiapkan  Konsep tanggapan  fraksi yang berisi
tanggapan  terhadap pandangan  Pemerintall vang
berkaitan dengan maten rancangan undang-undang.

3. mempersiapkan konsep sambutan singkat fraksi thengenai
hasil pembicaraan tingkst | secara winum dan pernvataan
itk dilasjutkon dalsm pentbicaraan tingkat I

4. mempersiapkan konsep pendapat akhir mengenai hasil
pembahasan RULL dan persetujuan terfladap RUL vang
disampaikan dalam sidang paripurma.

Hukti fisik:
Konsep keterangan pemerintah tentang RUILE

Dihitung setiap kall.

Bukti pendukung:

1. surat permolionan

2, surat keputusan keanggotaan tim;

3. sursit undangarn;

4, sueat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
ting; atau

3. surat tugas.

2.4.1.2, Menelaah Konsep
(Angka Kredit 0,15 Perancang Madya)

Menelaah konsep dimaksud mempakan mengkaji materi Konsep

Keterangnn Petuerintall aiengenai latar belakang dibentuknya
RUL dan pokok-pokok materi yang dimuar dalam RUU,
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Telaahan Konsep dimaksud meropakan bentuk uraian vang
memuat analisis singkat dan jelas terhadap konsep keterangan
pemerintahy dengan memberikan rekomendasi,

A Apabila KUU berasal dari Pemerintah
Menelaali konsep terdin dari:
1. mengkaji materi konsep Keterangan Pemerintah mengenai
latar belakang dibentuknva RULU dan pokok-pokok materd

RULL.

2. miengkaji  materi Konsep  pandangan  faksi mengenai
keternngan/ penjelasan VADR disampaikan aleh
Pemerintaly.

3. mengkaji materi Konsep jawaban Pemerintah yang berisi
Jawaban terhadap pendapat raksi-fraksi vang berkaitan
dengan materi rancangan undang-undang,

1. mengkaji materi konsep sambutan singkat Pemerintah
mengenai hasil pembicaraan tingkat | secara nmum dan
permyataan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat
1.

5. mengkaji materi konsep pendapat akhir mengenai hasil
pembidhasan RULT dan persetujuan terhadap RUU vang
disampaikan dalam sidang paripurmne, '

1, Apabila RUL! berasal dari DPR/DPD

Menelaaly konsep terdiri dari:

1. mengkaji materi konsep pandangan Pemerintah mengenai
keterangan/ penjelasan vang disampaikan oleh DPR/DPD.

2. mengkaji matert konsep tangegapan fraksi vang berisi
tnggapan  Terhadap pandangan Pemeriniah  vang
berkaitan dengan materi rancangan undang-undang,

3. mengkaji materi konsep sambutan singkat fraksi mengenai
hasil pembicaraan tingkat I Sécara v dan pernyataan
untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkar 11

4. mengkaji materi konsep pendapat akhir mengenai hasil
pembahasan RUU dan persetujuan terhadap RUU vang
disampaikan dalam sidang paripurna.

Bukti fisik:
Konsep hasil kajian keterangan pemerintah tentang RULL

Dilitunyg sekali.

Bukti pendukung:

1. sural permolionan

2. surat keputusan keanggotaan ting

3. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposisi darl plipinan atau Ketua
tiu; atau
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2.4.1.8.

-48-

D, surEl tugas.

Menyempurnakan Konsep

(Angka Kredit 0,48 Perancang Utaimna)

Menyemipumakan konsep dimaksud werupakan  memperbaiki
konsep Keterangan Pemerintah tentang RULT nntuk menghasilkan
naskah akhir Keterangan Pemerintal berdasarkan hasil telaahan,

A, Apabila RUL berasal dari Pemerintah

Menvempurmakan konsep terdivi dari:

1. memperbaikl konsep Keterangan Pemerinuah tentang RUU
untnk menghasilkan paskah akhir Keterangan Pemerintal
herdasarkan hasil telaaghan.

2. memperbaiki konsep pandangan fraksi tentang RUL untuk
menghasilkan naskal  akhir  pandangan fralesi
berdasarkan hasll telaahan,

4. memperbaiki jawaban Pemerintah tentang RUU untuk
wenghasilkan  naskall  akhir jawaban  Pewerintah
herdasarkan hasil telaahan.

4, memperbaiki sambutan  singkat tentang RULD untuk
menghasilkan  naskaly  akhir  sambutan  singkat
berdasarkan Nasll telaahan.
memperbaiki - pendapat  akhir  tentang  RUU untuk
menghasilkan naskah akhir pendapat akhir berdasarkan
hasil telaaluan,

&

L. Apabila RUL berasal dari DPR/DPD

Menvempurnakan konsep terdiri dari:

1. memperbaiki pandangan Pemerintah wentang RUU untuk
menghasilkan naskali akhir pandangan Pemerintah
berdasdarkan hasil relaahan.

2. memperbaiki tanggapan fraksi tentang  RUU untuk
menghasilkan naskah akhir tanggapan fraksi berdasarkan
hasil telaahian,

3. memperbaiki samburtan singkat raksi tentang RULD untuk
menghasilkan  naskalh akhir sambutan singkat  fraksi
berdasarkan hasil telaahaon.

4. memperbailki  pendapat  akhir tentang  RUU  untuk
menghasilkan naskah akhir pendapat akhir berdasarkan
hasil telaalian,

Menyempurmiakan dengan indikator sebagai berikut:

I. runusan  perbaikan  terhadap  keterangan  pemerintah
tentang RULYL dan

2. alasan perbaikan.
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Bkt Nisike:

Keterangan Pemerintah  tentang  RULD dan Keterangan
Pemerintahl tientang RUL hasil perbaikan yang disertai dengan
alasan perbaikan.

Dihitung setiap kali.

Bukti pendukung:

1. surat permohonan

2. swat Keputusan keanggotaan tm;

. surat undangan;

4. sural undangasn dengan  disposisl darl pinpinag atau
ketua tim; atay

SUTAl LIRAS.

;,‘l

2.2, Menvusun Ronsep Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan
mum Fraksi

Menvusun  keéterangan/penjelasan, pandangan fraksi, jawaban,
sambutan singkat dan/atan pendapat akhir Pemerintah/Dewan
Perwakilan Riakyal/Pemerintah Daecrdah/Dewan Penwakilan Rakvat
Daerah

2.4.2.1. Menvusun kKonsep
[Arigka Kredit 0,45 Perancang Muda)

Menyvusun konsep terdiri dari:

I, menyusun keterangan/penjelasan;

2. menvusun pandangan fraksi/pemerintah

3. menyusun jawaban;

4. menyusun sambutan singkat pemerintah/fraksi; dan
3. menyusun pendapar akhir,

Menyvusiun keterangan/penjelasan  merupakan mempersinpkan
konsep keterangan  Pemerintalt  mengenai  latar  belakang
dibentuknyd Rancangan Undang-Undang.

Menyusun pandangan fraksi/ Pemetintal terupakan
mempersiapkan konsep pandangan fraksi/Pemerintaly mengenai
keterangan/ penjelasan VANE disampaikan oleh
Pemerintah/DPR/DPD.

Menyusun jawaban merupakan mempersiapkan konscp jawaban
Pemerintah/tanggapan  fraksi vang berisi  jawaban  terhadap
pendapat fraksi-fraksi/Pemetintah yvang berkaitin déngan materi
mncangan undang-undang.
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Menvusun  sambutan  singkat  Pemerintah/fraksi  merapakan
mempersiapkan konsep sambutan singkat Pemerintah/DPR/DPD
mengenai  hasil  pembicaraan  togkat [ osecara umum  dan
pernyataan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 11

Menvusun pendapat akhir merupakan mewmpersiapkan Konsep
pendapat  akhiv  mengenai hasil  pembahasan  RULU dan
persetujuan terhadap RUU vang disampaikan dalam  sidang
panpuTE.

Bulkti fisik:
Konsep jawaban pemerintaly

Dihitng setiap kali.

Bukii pendukung:

I surat permohonarn

2. sural keputusan keanggotaan timg

2. swrat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
ting; atau

2. suraf tugas,

2.4.2.2, Menelaah Konsep
[Angka Kredit 0,45 Perancang Madya)

Menelsah  konsep  dimaksud merupakan  mengkajl  konsep
Jawaban Pemerintah vang berisi jawaban terhadap pendapat
fraksi-fraksi yang berkaitan dengan materi RUUL

Bukti fisik:
Konsep jawaban pemerintal,

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permolionan

2, surat keputusan keanggotaan tim;

3. sursit undangarn;

4, sueat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
ting; atau

3. surat tugas.

2.4.2.3. Menyempunakan Konsep
(Angka Kredit 0,18 Perancang Utama)

Menyempumakan konsep dimaksud merupakan memperbaiki
perfumidsan konsep jawaban Pamerintah tentang RUU untuk
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menghasilkan  naskah  akhir Jawaban  Pemerintale  dengan
indikator sebagal berikut:

I, rumusan perbaikan terhadap jawaban pemerintali; dan

2, alasan perbaikan.

Bukti fisik:

. jawaban pemerintal); dan

2. jawaban pemerintah hasil perbaikan vang disertai dengan
asan perbaikan.

Dihitung setiap kali.

Bukti Pendukung:

1. sural permolhionan

2. surat keputusan keanggotasan ting

3. surat undangasn;

4, surat undangan dengan disposisi dari plmpinan atan Ketua
tim; atau

strat tugas,

Ul

Menyiapkan Dalar Inventarisasi Masalah (DIM)

Dafar Inventarisasi Masalah dimaksud merdpakan daltar vang
memual  pertanyaan,  catatan,  atau permasalaban vang

diidentifikasi olely fruksi-fraksi DPR/DPD atau Pemerinttah vang
lazimnya berbentuk tabel, disusun secara sistematis herdasarkan

permasalahan dan pasal per pasal sesual dengan sistematika RULL

Menvusun Konsep DIM
(Angka Kredit 0,45 Perancang Muda)

Menvasun konsep dimaksud  merupakan mienviapkan  kousep
DIM berdasarkan RUL yang berisi pertanyaan, catatan, atal
permasalahan mengenal materi RUU berdasarkan format vang
telah baku dan digjukan kepada pengusul RULUL

HBukti fisik:

Konsep DIM,

Dihitung setiap kali.

Bukt pendukung:

1. surat permohonan

2. surat keputusan Keanggotaan tim;

3. sural undangan;

4. surat indangan dengan disposisl dari plmpitan daa ketua
tim; atau

sural tugas,

&
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2:4.3.2:

2,4.4.

24941,

Menvempumakan Konsep 1IM
{Angka Kredit 1,2 Perancang Ltama)

Menvempumakan Konsep DIM - merupakan  memperbaiki  hasil
telaghan untuk menyvempurnakan konsep DIM dengan indikator
sobhagal herikut:

1. rmunusan perbaikan terhadap Konsep DIM; dan

2. alasan perbalkan.

Bukti Fisik:

1. Konsep Dafuar Inventarisasi Masalah ([DIM); dan

2. Konsep Daflar Inventarisas) Massalah (DIM) hasil perbaikan
yvang disertai alasan perbalkan.

Dihitung setiap kali

Hukti Pendukung:

I. sural permohonan

2. surat keputusan Keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. suratl undangan dengan disposisi darl plmpinan atan ketua
tim; atau

5. Surat tugas.

Menyviapkan Jawaban Daftay lnventarisasi Masalaly [DIM)

Menyiapkan Jawaban  Daftar  Inventarisasi  Masalah  (DIM)
dimaksud  merupakan menyusun  konsep jawaban DIM  vang
diajukan oleh fraksi-fraksi DPR/DPD/Pemerintah mengenal marteri
RULL

Menyusun Konsep Jawaban DIM
(Angka Kredit 0,45 Perancang Muda)

Menyusun  konsep  jawaban  DIM dimaksud  mierupakan
menviapkan konsep Jawaban DIM terhadap pertanyaan, catatan,
atan  permasalahan vang  dinjukan olelh  fraksi-fraksi
DPR/DPD/Pemerintaly yang dituat dalam DIM tersebut

Bukti fisik:
Konsep jawaban DIM,

Dihitung sekali.
Bukti pendukutig:
1. sural permohonan

2. sural keputisan keanggotaan tim;
4. surat undangan;
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4. sural undangan dengan disposisi darl pimpinan atan kelua
i, atau
3. sural tugas.

24.4.2. Menvempumnakan konsep Jawaban DIM
(Angka Kredit 1,2 Perancang Utama)

Menvempurmakan konsep Jawaban DIM dimaksud merupakan
memperbaiki hasil telaahan Jawaban DIM untuk
menvetnpurnakan konsep DIM dengan indikator schiugai bedkut:
1. mumusan perbaikan terhadap konsep jawaban DIM; dan

2. alasan perbaikan;

Bukti Nsik:

L. Konsep Jawaban DIM; dan

2. Konsep Jawaban DIM hasil perbaikan vang disertai alasan
perbaikan,

Dihitung setiap kali,

Bukti pendukig:

surafl permolionan

Surdl Keputtiisan keanguotaan tin,

sl undangan, '

surat undangan dengan disposisi darl plmpitnan atan Ketua
ting; atau

sural 1gas.

=N -

o

2.4.5.  Merumuskan Hasil Sidang di Dewan Perwakilan Rakyvat DPR /DL

Merumuskan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-
undangan  dimaksud  merupakan  penvusunan  risalah hasil
pembahasan RUU  antara  Pemeriniah  dan  DPR/DPD pads
pembicaraan tingkat 1.

2.4.5.1. RULI vang Berasal dad Peinerintah

Mengum pulkan Data vang Akan Dibahas
{Angka Kredit 0,1 Perancang Pertamsa)

Data dimaksud merupakan data vang berkaitan dengan RULU
vang berasal dari Pemerintah vang dibahas pada setiap tingkat
pembahasan/ pembicarman dalam rapat kerja.

Bahan hukum prieer, misaloya peraturan perundang-undangan

dan rancangannya.
Balin hukum sekunder, misalinyva nasksah akademis,
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Baliag hukum tersier, misalnya kamus hukum dan ensiklopedi
serta thesaurus.,

Hukti fisik:
Data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permohionan

2. surdal keputusan keanggotasn tim,

4. sural undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tim; atau

surat tugas.

1]

2.4.5.2. RUL yang Berasal dari DPR/DPD

Mengumpulkan Data yvang Akan Dibahas
fAngka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Data dimaksud merupakan data vang berkaitan dengan RUL
vang berasal darvi DPR/DPD vang dibahas pada setinp tingkat
pembahassn/ pembicaraan dalam rapat kerja

Balan hukum primer, misalnva peraturan perundang-undangan
dan rancangannya.

Bahan hukum sekunder, misalnyva naskah akademis.

Bahan hukum tersier, misalnya kamus hukum dan ensiklopedi
serta thesaurus,

Bukti fisik:
Data dari bahan hukum pritier, baban hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.

Dihitung sekali,

Bukti pendukung:

1. sural permolionan

2, surat Keputusan keanggotaan tin,

3. surat undangan;

4, surat tindangan dengan disposisi dari pitnpinan atau ketua
tim; atau

3. surat tugas,
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2406, Merumuskan Hasil Sidang Rancangan Undang-Undang

Pembahasan dimaksud merupakan salall satu proses pembicarann
RUL antara Pemerintah dan DPR/DPD,

2.4.6.1. Tingkat Rapat Kerja
(Angka Kredit 0,36 Perancang Utama)

Pembahasan i tingkat rapat kergja dimaksud merupakan proses
pembicaraan  RUU  antara  Pemetintahy dan DPR/DPD padia
pembicaraan tingkat 1. kegiatan tersebut antam lain berupa:

@ mempersiapkan rumusan;

b, mempersiapkan jawaban;

o, memberikan saran.

Dihitung setiap kali.

Bukti fisik:
Rancanga.

Bukti pendukig:

surafl permolionan

Surdl Keputtiisan keanguotaan tin,

sl undangan, '

surat undangan dengan disposisi darl plmpitnan atan Ketua
ting; atau

sural 1gas.

=N -

o

2.4.6:2. Tingkat Panitia Kerja
(Angka Kredit 0,75 Perancang Madya)

Pembahasan di tingkat Panja/Pansus  ditnaksud  merupaloin
proses pembicaman RUL antarm Pemerintah dan DPR/DPD pada
pembicaraan tingkat 1.

Kegiatan tersebut antara lain berupa:

A, mempersinpkan rumusan,

b, mempersispkan jawaban,

¢,  memberikan saran.

Bukti fisik:
Rencangan,

Dihitung setiap kali.
Bukti pendukutig:
1. sural permohonan

2. sural keputisan keanggotaan tim;
4. surat undangan;
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4. sural undangan dengan disposisi darl pimpinan atan kelua
i, atau
3. sural tugas.

2.4.6.3. Tingkat Tim Perumus/Tim Kecil
(Angka Kredit 0,15 Perancang Muda)

Pembahasan di  tingkat  Timus/Timeil  dimaksud  merupakan
proses pembicaraan atau perumusan pasal-pasal atay ayat RUL
antara’ Pemerintah dan DPR/DPD pada pembicaraan tingkat 1,
termasuk pada proses sinkronisasi.

Bukti fisik:
Raneangarn.

Dihitung setiap kali.

Data dukung:

L, surat permolionan

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. sural undangan,

4. surat undangan dengan disposisi dar pimpinan atan ketua
Ly, siau

StuHEl tugas.

ot

2.4.6.4. Tingkat Tim Sinkronisasi
[Angka Kredit 0,15 Perancang Muda)

Pembahasan di tingkat Timsin dimaksud merupakan proses
pemblearaan  atan perumusan  dalam rangka  sinkronisasi
konsideran menimbang, batang tubuh dan penjelasan atan antar
pasal, ayat atau bagian RUL dntara Pemerintah dan DPR/DPD
pada pembicaraan tingkat | (bersifat tertatup).

Kegiatan tersebut antar lain berupa: mempersiapkan rumusan
vang sifatnya redaksional dan mempersiapkan penjelasan umun.

Bukti fisik:
Rancangan.

Bukt pendukung:

I, surat permohonan

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposist darl phapinan atan ketua
i, atan

2. sural 1igas.
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247, Mengevaluasi Rancangan Peraturan Dacrall vang  Dimintakan
Pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur

Kegiatan dimaksud mespakan pengkajian dan pesilaian techadap
Rancangan Peraturan Daerah untuk disesuaikan dengan
ketentian  permtuwran perundang-undangan  yang  lebili  tinggi,
kepentingan v, dan/atau kesusilaan.

2.4.7.1. Mengumpulkan Data
(Angkd Kredit 0,1 Pepancang Pertanig)

Data  dimeaksud mempakan data vang  berkaitan  dengan
mneangan peraturan perundang-undangan  yang dibuat, baik
berupa bahan hukam primer, sekunder, maupun lersier. [ata
hukum primer, misalnya peraturan perundang-undangan dan
mncangannva.  Data hukum  sckunder, misalnva naskah
akademis. Data hukum tersicr, misalnya kamus hukum dan
ensiklopedi serta thesanrs:

Bukti fisik:

ortokopl data hukum primer, sekunder, maupun tersier dapat
berupa ayvat, pasal, atau bagian peraturan perundang-undangan,
wateri Naskah Akademik, Kamus Hukum dan ensiklopedi serta
thesaurus yang terkait langsung,

Dihitung sekali.
Bulkti pendukung:
L. surat permohonan
2. sural keputusan keanggotaan tim;
3. sural undangan;
1. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
L atau
5. surat nigas.

2.4.7.2. Menganalisis Rancangan Peraturan Dacrah
(Angka Kredit 0,18 Perancang Muda)

Menganalisis  dimaksud merupakaty  menelaall Rancangan
Peraturan  Dacrah  hingga  menghasilkan  simpulan untuk
pengkajian dan penilaian dengan indikator sebagai berikut:

I peraturan perundang-undangan vang terkail dengan konsep
rancangan.

2. membandingkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan
vang lerkait yang telah dikumpulkan terhadap konsep
rancangan  peraturan  perundang-undangan  yvang  akan
dievalnasi.

3. simpulan,
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Bulkti fisik:
Konsep hasil analisis terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

Bihitung sekali.

Bukt pendukung:

1. sural permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan,

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
tim; atau |

5. surdl tugas,

24730 Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah
{Angka Kredit 0,14 Perancang Madya)
Merumuskan  mancangan  peratiran daersah menapakan
menuangkan hasil analisis Rancangan Peraturan Daerah dalam
suaty naskah nunusan  Rancangan Peraturan  Dacrah vang
dievaluasi.

Bukti Fisik:
Naskall.

Diltitunyg sekali.

Bukti Pendukurng:

L. sural permohonar

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
i atau

D, surat nigas.

2.5, Sub Unsur Pengundangan Peraturmn Perundang-undangan
(Angka Kredit 0,08 Perancang Muda)

Menvuniting Naskaly peraturan  perundang-undangan  vang akan
diundangkan dalam Lembaran Negara, Tambalan Lembaran Negara,
Berita Negara, Tambahan Berita Negara.

Menyunting Naskah peraturan  perundang-undangan vang akan
dinndangkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negar,
Berita Negara, Tambahan Berita Negara berlaku secara mulatis das
mutandis  terhadap  menyunting  Lembaran  Dacrah,  Tambahan
Lembaran Daeraly, Berita Daerah.
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Bukti fisik:
Fotokopi naskah asli peratran perundang-undangan yang akan
diundangkan dan memuat hasil suntingan.

Dihitung  sekali dalam 1 ({satu) naskah peraturan perundang-
undangan yang akan diundangkarn.

Buktl pendukung:

Lembar persetujuan penyuntingan pengundangan atau disposisi vang
hanyva menunjuk 1 (saty) perancang peratumn perdndang-undangan
untuk menyunting 1 (satu) naskah peraturan perundang-undangan
vang akan diundangksn,

2.6.  Sub Unsur Memberikan Tanggapan, Nonla/Risalah Rapat, Laporan
dalam  Pembentukan Peratuman  Perundang-undangan, Perjanjian
Internasional,  Persciujuan  Internasional, Memorandum  of
understanding (Mol!), Kontrak Imernasional, atan  Kontrak
Nasional/Perjanjian Kerja Sama, Pengujian Peraturan Perundang-
undangan

Memberikan tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan
dalam bentuk tanggapan terhadap:

. prosedur pembentukan peraturdan perundang-undangan;

b, substansi mncangan peraturan perundang-undangan; dan/atau
¢, weknik penvustan peraturat perundang-undangan,

Pemberian tanggapan pembentukan peratiran perundang-undangan
disusun dalam wrajan bagian:

A, tanggapan nmum; dan

b, tanggapan khinsus.

Memberikan  tanggapan  terhadap  perjaujian internasional,

persentjuan intermasional, memorandum of understanding, kontrak

Internasionzl, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama dalam

bentuk tanggapan terhadap:

a. kesesuaian terhadap kebijakan nasional;

b. wgenst  dilskukannyve  peganjinn  internasional,  persetujuan
internasionasl,  memorandum  of understanding,  kontrak
intermnasional, atau  kontrak nasional/perjanjian  kera  sama;
dein/atau

c. dampak terhadap negara.

Memberikan tanggapan pengujian peraturan perundang-undangan
dilakukan terhadap permohonan pengujian peratipan perundang-

undangan.

Notula/risalah dalam pembentukan peraturai peruhdang-undangan,
perjanjian intemasional, persetujuan intemasional, memorandum of
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understanding, kontrak imernasional, alatl konrak
nasional/perjanjian  kerja sama, pengujlan peraturan  penindang-
undangan, berupa uraian singkat mengenai jalannyva rapat, hal vang
dibahas dan  disepakati  dalam  rapat  pembentukan  peraturan
perundang-undangan,  perjanjian  internasional,  persefujuan
internasional, memorandum of understanding, kontrak internasional,
atan kontrak nasional/peranjian Kerja sama, pengujian perataran
perundang-undangan,

Membuat laporan dalam  pembentukan  pemturan  pemndang-
undangan, petjanjian  internasional,  persetujuan  intetnasional,
memorandum of understanding, konirak internasional, atan kontrak
nasional/perjanjisan kega samea, pengtjlan peraturan  perundang-
undangan, berupa pembualan naskali yang memuat pemberitaluan
tentang  pelaksanaan  suatn kegiatan/kejadian  dengan  indikator
sehagai berikut:

. pendahuluary

b, materi laporan;

. simpulan dan saran; dan

. penutup.

2.6,1, Memberikan  Tanggapan Rancangan Peraturan  Perundang-
Undangan

2.6.1.1. Mengumpulkan Data
[Angka Kredit 0,1 Perancang Pertata)

[Data dimaksud  mernipakan data vang  berkaitan  dengan
rancangan peratiran perundang-undangan yang dibuat, baik
berupa bahan hukum primer, sckunder, maupun tersier. Data
hukum primer, misalnya peraturan perundang-undangan dan
rancangannya.  Data  hukum  sekunder, misalnya naskah
akademis. Data hukuu tersier, misaloyva Kamus hukum dan
ensiklopedi serta thesanrs.:

Bukti fisik:

fotokopi data hukum primer, sekundet, maupun tersier dapat
berupa ayat, pasal, atsu bagian peraturan perundang-undangar,
materi Naskah Alademik, Kamus Hukum dat ensiklopedi serta
thesaurus yang terkait langsung.

Dilitunyg sekali.
Bukt pendukung:
Sural keputusan keanggotaan thn, sural permohonan,; surat

undangan, atau disposisi.

2.6,1.2. Menganalisis Data
{Angka Kredin 0,09 Perancang Muda)
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Menganalisis data berupa  penelaahan dan penguralan data
hingga menghasilkan  simpulan unuk  tanggapan rancangan
peraturan perundang-tndangan  dengan  indikator  sebagai
herikut:

L. data vang sudah dikumipulkan berupa peraturan peruglang-
undangan vang terkait dengan konsep rancangan.

2. membandingkan berbagal data yang telah  dikumpulkan
terhadap konsep rancangan peraturan perundang-undangsn
vang akan ditanggapl.

3. simpulan.

Bukti fisik:
Konsep berisi hasil analisis terhadap daa primer, sekuander, dan
tersier.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. sural undangan,;

4. surat undangan dengan disposisi dari pliapinan datau Retua
tim; atau

O, sutsl tagas,

2.6.1.3. Mermumuskan Tanggapan Rancangan Peraturan  Perundang-
undangan

Merumuskan  tanggapan  mancangan  peraturan  perundang-
undangan merupakan menuangkan hasil anpalisis data dalam
bentuk tanggapan terhadap rancangan peraturan  perundang-
undangan,

Rencangan Peratuman perundang-undangan tingkat kesulitan [,
kesulitan 11, dan kesulitan 11 telah diberikan batasan pengertian
pada sub unsur mneangan peratiran perundang-undangan.

2.6.1.8.1. Tinglkat Kesulitan 1
{Angka Kredit 0,225 Perancang Pertiums)

Merunnskan tanggapan dengan memuangkan  hasil anallsis
data dalam suatu tanggapan terhadap Rancangan Peratuean
Menteri, rancangan peratiran  perundang-undangan  vang
sederajal, Rancangan Pemturan Daerah  vang  bersifat
prosedural atau  teknis, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah.
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Merunuskan tanggapan dengan menuangkan hasil analisis
data dalam suatu tanggapan Rancangan Peraturan dacral atan
Rancangan Peraturan Kepala Dacrall vang bersifat prosedural
atan teknis  berlaku  secara mutatls  mutandis  terhadap
menumuskan tanggapan dengan menuangkan hasil analisis
data dalam suaty tanggapan Rancangan Peratursn Menteri dan
Peraturan yvang sederajat yang hersifat prosedural 21au teknis.

Buktj fisik:
Naskali analisis.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. sural permohonan

2. sural keputusan Keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. surat undangan dengan dispesisi dari pimpinan atau ketua
Lint; atan

9. suratl tugas,

2.6.1.3.2. Tingkat Kesulitan [l
(Anigka Kredit 0,45 Perancang Muda)

Mermmuskarn tanggapan dengan  menudangkan  hasil anslisis
data dalam suaty tanggapan terhadap Rancangan Peratusan
Pemerintall, Rancangan Pemturan Presiden, atan Rancangan
Peraturan Daerah yang bersifat lintas sektoral

Merumuskan tanggapan dengan menuangkan hasil analisis
data dalam suatu tanggapan Rancangan Peraturan daerah
yang bersifat lintas sektoml betlaku secara mutatis mutandis
terhadap memmuskan tanggapan dengan menuangkan hasil
analisis data dalam suatu tanggapan Rancangan Peraturan
Pemerintal dan Rancangan Peraturan Presiden.

Bukti fisik:
Naskaly analisis,

Diliitung sekali.

Hukti pendukung:

1. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. sural undangan;

4. surat nndangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
ting; atau

9. sural tugas,
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Tingkat Kesulitan 111
{Angka Kredit 0,59 Perancang Madya)

Mernuskan tanggapan dengan wmenuangkan  hasil analisis
data dalam suatu tanggapan terhadap Rancangan lndang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Hodang-
Undang.

Merunuskan fanggapan dengan menuangkan hasil analisis
data dalam suaty tanggapan Rancangan Peratiusan daerah
vang wateri muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan
kepada masvarakat, pemberian sanksi pidana berlaku secara
mutatis mutandis terhadap merumuskan tanggapan dengan
menuangkan hasil analisis data dalam  suatu  mnggapan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.

Hulkti Gsilk
Naskaly analisis.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permohonan

sufat keputusan Keanggotasr tim;

stral undangan;

sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
ting Atau

5. surat nugas.,

w00

Menvempumakan Tanggapan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan

Menvempumakan tanggapan rancangan peratinan perundang-

undangan  merupakan  memperbaiki  perumusan  rancangarn,

dengan indikator sebagal berikut:

l. mumusan perbaikan  terhadap rancangan  persturan
perundang-undangan; dan

2. alasan perbaikan,

Tingkat Kesulitan |
{Angka kredit 0,18 Perancang Muda)

Menvem puriakan tanggapan rancangan peraturan perundang-
undangan dengan memperbaiki penunusan mancangan dalam
suatu tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Menteri dan
vancangan  peraturan perundang-undangan  vang sederajat,
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Rancangan Peraturan Daecrah yang bersifar prosedural atau
teknis, dan Rancangan Peraturan Kepala Dacral.

Menyempurnakan tanggapan rancangan peratuan perundang-
undangan dengan memperbaiki perumusan rancangan dalam
suary tanggapan terhadap Rancangan Peraturan dacrah vang
bersifat prosedural atau teknis atau Rancangan Peratran
Kepala Daerah berlaku secara mutiatis mutandis  terhadap
menyempumakan tanggapan Rancangan Peraturan Menteri
dan  peratiran  pedundang-undangan  vang  sedefajat vang
bersifal prosedural atan eknis,

Buktl fisik:

Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kancangan
Peraturan Perundang-undangan hasil perbailkan yang disertai
alasan perbaikar.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. suratl permohotian

2. surat keputusan keanggotaan tin;

3. sural undangai,

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketus
tin; atsu

3. surat tugas,

2.6.1.4.2. Tingkat Kesulitan |
{Angka kredit 0,27 Perancang Madya)

Menyem purnakan tanggapan rancangan peraturan perundang-
undangan dengan memperbaiki pernunusan rancangan dalani
suatu tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah
Rancangan Peraturan Presiden, ataun Rancangan Peraturan
Dacrah yang bersifat lintas sektoral.

Menyvempurmeakan tanggapan rancangan peraturan perundang-
urdangan dengan memperbaiki perumusan rancangan dalam
suaty tanggapan terhadap Rancangan Peratuan dacrah vang
bersifat  lintas  scktoral berlaku secara mutatis  mutandis
terhadap menyempurnakan tanggapan Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden,

Bukti Nisik:

Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan hasil perbaikan yang disertal
alasan perbaikan,
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Dilittng sekali.

Bulkt pendukung:

1. surat pertmohonan

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dan pimpinan atan ketoa
tiny; atsu

3. sural tugas,

2.6.1.4.3. Tingkat Kesulitan I11
(Angksa Kredit 1 Perancang Utama)

Menvempuriakan tanggapan rancangan peraturan perundang-
undangan dengan memperbaiki perumusan rancangan dalam
snatu  tanggapan  ferhadap  Rancangan  Undang-Ulndang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Menyvampurnakan (anggapan rancangan peraturan perundang-
undangan dengan memperbaiki perumusan rancangan dalam
suatu tanggapan terhadap Rancangan Peraturan daerah vang
materi muatannya berisi hak dan kewajiban, pembebanan
kepada masyvarakat, pemberiang sanksi pidana berlaku secara
mutatis  mutandis  terhadap  menyempurnakan  tanggapan
Rancangarn Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.

Bulkti fisik:

Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan hasil perbalkan vang disertai
alasan perbaikan.

ihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permolionan

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. sutat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
tini atau

5. sural tugas,

2.6.2. Memberikan  Tanggapan  dalam  Penyusunan  Perjanjian
Imermasional, Persetujuan Intemasional, Memorandum — of
Understanding, Kontrak Internasional, atau Kontrak
Nasional/Perjaniian Kerda Sama, Pengujian Peraturan Perundang-

unudahigan
(Angka Kredit 0,45 Pemncang Mudsa)
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Bukti Kisik:

1. naskah peganjlan internasional, persetujuan  internasional,
memarandum  of understanding, kontrak internasional, atau
kontrak  nasional/perjanjian  kerja  sama, Keterangan
Pemerintah/DPR/Jawaban Presiden; dan

2. naskah peranjian internasional, persetujuan internasional,
memorandum of understanding, kontrak Internasional, atau
kontrak  nasional/perjanjian  kerja  sama  Ketemngsn
Pemerintaly/ DPR/Jawaban  Presiden  hasil  pérbaikan  vang
disertal alasan perbaikan.

Dihitung sekali,

Bukt pendukung:

1. suratl permohonan

2. surat keputusan keanggotaan tim;

4. surat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari phupinan atan ketud
tim; atau

sural tugas,

S"l

2.0.3.  Menyusun Notula/Risalah Rapat
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Bukti Fisik:
Konsep notula/risalah rapat.

Dihitung sekali.

Bukti Pendukung:
I, surat pérmohonat

2. surat keputusan Keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. sumt undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
timg atian

3. sural tugas.,

2.6,4,  Menyusun Laporan
(Angka Kredit 0,45 Perancang Muda)

Bukti fisik:
konsep lapora.

Pihitung sckali.

Bukti pendukung:
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sural permohonan

sural keputusan Keanggotaan tim;

sural undangan:

sural undangan dengan disposisl dard pimpinan atau ketuas
fim; atau

3. surat tugas.

S

2.7. Sub Unsur Kajian atau Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Kajian  atau Evaluasi  Petaturan  Perundang-undangan  adalaly
menyusun  uralan  mengenal  materi yang bersifat  teoritis, asas,
praktk, perkenibangan pemikiran, setrta implikasi sosial, politik, dan
ckonomi, Keuangan negara dari pengatian dalam suatu peraturan
perundang-undangan, dengan cara metode penelitian hukom vuridis
normatif  dan/atau  empiris  vang  bersifat deskriptil  dengan
pendekatan kualitatfl vang dilakukan antara lain sebagal berikur:

a. kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan
NOrma;

L. analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga mewmperhatikan
berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Perzinran
Perundang-undangan yvang akan dibuast, vang berasal dari hasil
penelitian;

c. kajian terhadap prakuk ponvelenggaraan, kondisi vang ada, dan
permasalahan yang dihadapi masyamkat, atau

d. kajian terhadap  implikasi penerapan sistein bard vang akan
digtur dalam Peraturan  Perundang-undangan terhadap aspek
kehidupan masvarakal dan dampaknva terhadap aspek beban
keuangart.

271, Mengumpulkan Data
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Data dimaksud merupakan data vang berkaitan dengan peratnamn
perundang-undangan yang dibual, baik berupa bahan hukiom
primer, sekunder, maupun tersior. Data hukum primer, misalnya
peraturan perundang-undangarn. Data hukum sekunder, misalnyva
naskah akademis. Data hubkum tersier, misalnyva kamus hukum
dan ensiklopedi serud thesanrus.

Bulkai fisik:

fotokopi data hukum primer, sekunder, maupun tersier dapat
berpa avat, pasal, atau bagian peraturan perundang-undangan,
materi naskah akademlk, kamus hukum dan ensiklopedi serta
tesanmus vang terkail langsung.

Pihitung sckali.
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Bukti pendukung:
Surat keputusan keanggotaan tim, sumt permohonan, surat
undangan, disposisi, atau surat Lagas.

2.7.2. Menganalisis Data
(Angka Kredit 0,18 Perancang Muda)

Menganalisis dimaksud merupakan meneclaal dan arengurai data

hingga menghasilkan simpulan untuk  kajian  dan  evaluasi

peratturan perundang-undangan dengan indikator sebagal berikut:

I, data yang sudah dikumpulkan bemipa peraturan perundang-
undangan vang terkait dengan konsep kajian dan evaluasi
peraturan perundang-undangarn,

2. membandingkan berbagai data  vang telah  dikompulkan
terhadap peraturan permandang-undangan yang dianalisis atan
dikajl.

4. simpulan.

Bukti fisik:
honsep berisi hasil analisis techadap data primer, sekunder; dan
tersier,

Dibitung sekali.

Buktl pendukung:

sural permohonan

sural kepurusan keanggotann tim:

sural undangarn;

surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau kerua
thn; atau

sural tugas.

69 e

3

2.7.3. Memmuskan hkajian  atau  BEvaluasi  Peraturan . Perundang-
undangan

Merumuskarn kajian atan eévaluasi peraturan perindang-undangan
merupakan menuangkan hasil analisis data dalam bentuk kajian
atan evaluasi terhadap peraturan perundang-udangart.

2.7.3:1. Tingkat Kesulitan |
{Angka Kredit 0,3 Perancang Pertama)

Merumuskan  kajlan  atan evaluasi  pemturan perundang-
undangan dengan menvangkan hasil analisis data dalam suatn
Kajlian atan evaluasi peraturan  perundang-undangan terhadap
Peraturan Menteri dan peratmran  perundang-undangan vang
sederajal, Rancangan Peraturan Dacrah yvang bersifal prosedural
atau teknis, dan Rancangan Peratuman Kepala Dacrali.
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Merumuskan  kajian  atan evaluasi  peraturan perundang-
undangan dengan menuangkan hasil analisis data dalam suatu
kajian atau evaluasi Peraturan daerah atau Peraturan Kepala
Dacrah vang bersitat prosedural atau teknis berlaku  secara
mutatis mutandis ferhadap mermumuskan kajian atau evaluasi
Pemturan Memteri dan peraturan perundang-undangan  vang
sedemjat vang bersifar prosedural atan teknis.

Bukti fisik;
Naskal analisis.

Dildtung sekali.

Bukti pendukung:

L. sural permohonan

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
i, atau

3. surat tagas.

2.7.3.2. Tingkat Kesulitan 1l
(Angka Kredit 0,27 Petdncang Muada)

Merunuskan  kajian  atau evaluasi  persturan  perundang-
undangan dengan menuangkan hasil analisis data dalam suatu
kajian atan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap
Peraturan Pemerintaly, Rancangan Peraturan Presiden, atau
Rancangan Peraturan Daerah vang bersifat lintas sektoral.

Mernunuskan kajian  atau  evaluasi  peraturan  perundang-
undangan dengan menuangkan hasil analisis data dalam suatn
kajian atmn evaluasi Pemturan daecrah yang  bersifat lintas
sektoral berlaku secara mutatis mutandis terhadap merumuskan
kajian  atay  cvaluasi Peraturan Pemerintall  dan Rancangan
Pepaturan Presidern.,

Bukti fisik:

Naskah analisis.
Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

L. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;
3. sural undangdn,
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4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tm; atau
3. sural tugas.

2.7.3.3. Tingkat Kesulitan [l
(Angka Kredit 0,3 Perancang Madya)

Merumuskan  Kajlan  dtau evaluasi  pesaturan perandlang-
undangan dengan menuangkan hasil analisis data dalam suatu
kajlan atan evalbasi peraturan perundang-undangan terhadap
Undang-Undang, Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-
Undang,

Merumuskan  kajian  atau evaluasi  peraturan perundang-
undangan dengan menuangkan hasil analisis data dalam suatu
kajian atau evaluasi Peraturan daerah vang materi muatannysa
Berisi hak dan  kewsjiban, pembebanan kepada masvarakat,
pemberian  sanksi pidana berlaku  secara mutatis mutandis
terhadap menunuskan Kajlan dtau evaluasi Undang-Undang,
Permturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Bukti fisik;
Naskah analisis.

Diltitunyg sekali.

Bukti pendukung:

L. sural permohonar

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
i atau

D, surat nigas.

2.8, Sub Unsur Memberikan Konsultasi Langsung Terhadap Produk
Huktum Dacrah dan Permasalaban Hukon di Daeral

Memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukom daerah
dan permasalizhan hakom di daerah dimaksud merupakan Kegiatan
fasilitasi secara langsung kepada Pemerintalt Dacrah dan DPRD
Provinsi, Kabupaten/Kota dalan proses pembentukan  peraturan
daerah, implikasi darl pengaturan suatu peraturan dacrah, dan
permasalahan . hukum dalam pelaksanaan  penyvelenggaraan
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Kabupalen/Kota.

2.8.1.  Mengumpulkan Data
(Angka Kredit 0,1 Peruncang Pertania)
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Data dimaksud merupakan data vang berkaitan dengan mneangan
peraturan perundang-undangan yang dibuat dan/atan peraturan
perundang-undangan yvang ditetapkan, baik berupa bahan huakum
primer, sekunder, maupun tessier. Data hukum primer, misalnya
peraturan perundang-undangan dan rancangannva. Data hukm
sckunder, misalnya naskall akademis, Data hukin  tersier,
misalnya kamus hukum dan ensiklopedi serta thesaurus.

Bukti fisik:

lotokopl data hukum  primer, sekubder, mauputt tessier dapat
berupa ayat, pasal, atau bagian peraturan perundang-undangan,
thateri Naskah Akademik, Keomus Hukum dan ensiklopedi serta
thesaurus vang teckait langsung.

Dihitung sekali.

RBukti pendukung:

|, surat permohonan

2. surat Keputusan keanggotaan tin,

4. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari phmpinan atau ketua
tim; atau

2. surat tugas.

2.8.2, Menganalisis Data
(Angka Kredit 0,18 Perancang Muda)

Menganalisis dimaksud merupakan menelaah dan mengurai data
hingga menghasilkan sunpulan untuk konsultasi langsung dengan
indikator sebagal berikut:

I. data vang sudah diknmpulkan berupa peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan konsep materi dalam konsultasi
langsung.

2. membandingkan  berbagali data  vang  t2lah dikoinpulkan
terhadap peraturan perundang-undangan vang dianalisis atau
dikajl

3. simpulan.

Bukti fisik:
Konsep berisi hasil analisis terhadap data primer, sekunder, dan
tersier.

Dihitung sekali.
Bukti pendulkung:
I, surat permohonan

2. sural keputtisan keanggotaan ting,
S sural undangan;
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4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
tim; atau
3. sural lagas.,

284, Merumuskan Materi Konsultasi Langsung
(Angka Kredit 0,21 Perancang Madya)

Yang dimaksud dengan merunniskan materi konsuliasi langsung

merupakan menuangkan hasil analisis data ke dalam konsep

Jawaban runtusan materi konsultasi ldngsung terhadap produk

hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah,

. Merumuskan materi produk hukum daeraly Narus dengan
indikator antara lain; '

asas, prinsip;

peraturan perundang-undangan;

eort;

doktring

vurisprudensi;

prakuik di lapangan;

peraturan kebijakan; dan/atau

kebijakan vang sedang proses.
Seluin indikator tersebut, disertai dengan hasilanalisis data.

b Mertmuskan materi permasalahatt hukum di dacrah harus
disertal dengan pertanvaan dan jawaban permasalahan hukom
di daeraly

S

® D

I3kt fisik:
Konsep jawaban materi konsultasi langsung,

Dihiting sekali.

Bukti péndukung:
1. sumt permohonan
2. surat keputtisan keanggotaan tim,
3 surt undangan;
1. surat undangan dengan disposist dart plmpinan atau ketus
tim; atau
D, surat tugas.
2.9, Sub Unsur Pemetaan Produk Hukum Daerml

Ruang lingkup Pemetaan Produk Hukum Daerah terdind dari:

a. Pemetaan produk hukum dacrah merupakan inventarisasi dan
klasifikasl peraturan dacrah dan rancangan peraturan daerah
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
lentang Peterintuhan Dacrah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2011 tenrang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubalian atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peratumn Pernundang-

undangan.

b. Pemetaan produk hukum dacrah merupakan analisis dard hasil
laporan:

1) fasilitasi perancangan produk hukinn daerah darl Kantor
Wilavah Rementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada
Direktorat Jetideral Peraturan Perundang-undangan; dan

2) pembentukan produk hukum  daerah vang  disampaikan
kepada lembagsa negara, kementerian, lembaga pemerintal
nonkementerian, atan lembaga nonstrukoural,

sebagai bahan pertimbangan untuk pemantanan, Evaluasi, dan

Pelaporan.

2.9.1.  Mengumpulkan Data
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

a. Mengumpulkan data dimaksud merupakan mengumpulkan
data peraturan daerah/rancangan peraturan dacrah Provinsi
dan  pesaturan  dacrah/rancangan peaturan  daerah
Kabuparen/Kota dilakukan  dengan  bevkoordinasl  dengan
Pemerintahan  Daeralh Provinsi dan Pemerintahan  Daerah
Kebupaten/Kota  terhadap  peraturan  daerali vang  telah
ditetapkan maupun rancangan peraturan daerah yang disusun
berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.

Buktl fisik:
konsep data hasil inventaris,

Dihitung setiap kali.

Bukti pendukurnig:

1. sural keputusan keanggotaan tin;

2. sural undangan; atan

3. surat undangan dengan disposisi darl pimpinan atan ketua
tini.

b Mengumpulkan data dimaksud merupakan mengumpulkan
dati peraturan perundang-undangan yvang terkait dar masing-
masing produk hukum dacrah dari hasil laporan:

1. fasilitasi perancangan produk hukum dacrah dari Kantor
Wilavah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
kepada  Ditektorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-
nndangan; dan
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2. pembentukan produk hukom daerah vang disampaikan
kepada lembaga negara, kewmenterian, lembaga pemerintah
nonkementerian, atau lembaga nonstruktural,

Bukt fisik:

fotokopi data hukwun  priter, sckunder, maupurt tersier dapal
herupa avat, pasal, atan bagian peratimn perundang-undangan
yang terkait langsung.

Dihitung setiap kali,

Bukti pendukung:

sural penyampaian laporan,

sural keputusan keanggotann tim;

sural undangarn; atan

sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan keraa
tin.

2 W N

2.9.2. Menganalisis Data
(Angka Kredit 0,08 Perncang Muda)

a. Menganallsis  data  dimaksud  merupakan  mengklasifikasi
peraturan dacraly/rancangan  peratdran dacrah Provinsi dan
Kabupaten/Katia vang telah diinventarisasi dengan melakukan
analisis  peraturan  dacrab/mncangan  peraturan daerah
Provinsl dan peraturan dacrah/rancangan peratiran dacrah
Kabupaten/Kota  berdasarkan  kewenangan  pemerintaharn
dacrah untuk menetapkan peraturan daerall.

Untuk menganalisis, hasil penilaiannya berdasarkan indikator

sebagai berikut:

1. RKetentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerall sebagalmana telah dinbah
terakhiir dengan Undang-lUndang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintalian Daeralh;

Penentuan klasifikasi berdasarkan pada pembagian urusan
pemerintahat konkuren vainn urusan permerintal wajib dan
urusan pemerintahan pilthan vang terdiri atas:
a) urusan pemerintahan wajib:
1) urusan pemerintahan vang berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi:
(a) pendidikan;
(b) kesehatan;
(€) pekerjaan umum dan penataan rung,
(d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
() Ketenteramaii, ketertiban L, dan
pelindungan masyarakat; dan
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() sosial
2) wrusan pemerintahan vang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi:
(a) tenaga kerja;
(b) pemberdayaan perempuan dan peslindungan
anak;
(c] pangan;
(d) pertanahan;
{e] lingkungan hidup;
() administrasi  kependudukan  dan pencatatan
sipils '
g) pemberdavasan masvarakat darn desa;
(h) pengendalian penduduk dan keluarga berencan:a;
(i)  perfabunganng
(i} komunikasi dan informatika;
(k) koperasi, usaha keeil, dan menengal;
(1) penanaman modal;
(m) kepemudaan dan olah raga;
(n) staristik;
(o) persandian;
(p) kebudavaan,
(q) perpustakasn; dan
(r) kearsipan.
b) urusan pemerintahan piliban meliputi:
1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan,
3) energi dan sumber daya mineral;
6) perdagangan;
7) perindustrian: dan
8) transtnigrast,

2. Skala prioritas program pemibentukan peraturan daerah
sebhagaimana diatur dalam keteptuan Pasal 35 Undang-
Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembenitukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dinubah
dengart Undang-Undang Nomor 15 Taliun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Perataran Perundang-undangan.
Analisis terhadap peraturan dacraliy/rancangan peraturan
dacrah berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  sebagaimana telah diuball dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahsan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukatt  Peraturan  Perundang-undangan,  vang
didasarkan atas:
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a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;

rencana pembangunan daeraly

c. penvelenggarazan otonomi daerah dan Lugas
pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

&

Hulkti fisik:
Matrik inventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan produk hukum
daerah.

Dihitung setiap kali.

Buktl pendukung:

1. sural keputusan keanggotasn ting

2, sural undangan; atau

3. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
rin.

Menganalisis dimaksud merupakan menclaah dan mengurai

data hasil laporan:

1. fasilitas] perancangan produk hukum daerah dard Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
kepadd  Direktorat  Jenderal  Perdaturan Perundang-
undangan; dan

2. pewbentukan produk hukom daeraly vang  disampailean
kepada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, atan lembaga nonstriktural,

hinggs menghasilkan simpulan/rekowendasi untuk pemetaan

produk hukum daerah dengan indikator sebagai berikut:

1. membandingkan berbagal data yang telah dikumpulkan
terhadap peraluran perundang-undangan yang dianalisis
atau dikaji.

2. simpulan/rekomendasi.

Bukti fisik:
Matrik pemetaqan produk hukom daerali.

Diliitung setiap kali.

Bukt pendukung:

L. sural penvampaian laporan,

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan; atau

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
.
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3. Unsur Penvusunan Instrumen Huko (Dilaksanakan olelt Perancang
Peraturan Perundang-U'ndangan Jenjang Tertentu)

lnstrumen hukum dimaksud  merupakan alat untuk  menegakkan

hukum vang terdiri atas jenis peraturan perundang-nndangan dan jenis

bukan peraturan perundang-utidangan. nstrumen hukun vang bukan
peraturan perundang-undangan termasuk di datamoya kebijakan vang
berisi ketentuan yang menglkat keluar, vaint:

a, Surat Edaran;

L. lostruksi;

¢, keputusan Presiden;

d. Instruksi/Keputusan/Petunjuk  Pelaksanaan/Petunjuk  Teknis/
pedoman Menteri, Pinpinan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubermur, dan Bupati/Walikota;

e. lain lain. '

3.1, Sub  Unsur Penyusunan  Surat  Edaran,  lostruksi/Keputusan
Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanasan/ Petunjuk
Teknis/pedoman  Meénteri,  Fimpinan  Lembaga Pemerintah
Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

3.1.1. Sub Unsur Penyusunan Surat Fdaran

Surat fdamn adalal naskah dinas vang memuat pemberitalivan
tentang hal tertentd vang diangeap penting dan mendesak,

J.1.1.1. Mengumpulkan Data Surar Edaran
{Angka Kredit 0,1 Perancang Pertana)

Mengumpulkan data surat edaran dimaksud mertipakan data
lapangan maupun data kepustakaan. Data kepustakaan vang
berkaitan dengan isi surat edaran. Data kepustakaan baik berupa
bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum
primer, misalnva  peraturan pernundang-undangan dan
rancangannya.  Bahan  hukum  sckunder, wmisalnya  naskah
akademis. Bahan hukum tersier, misalnva kKamus hukum dan
ensiklopedi serta thesaurus.

Bukti fisik:

[Daw vang berisi satm paket fotokopi data lapangan dan
kepustakaan vang berupa bagian balian-bahan hukum, atan
pasal, ayat, atau bagian peraturan perundsmg-undangan vang
terkait langsung.

Dihitung sekali.

Bukti pendulkuhg:
Lo surat permolionan
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sural kepurusan keanggotaan timg

surat undangan; '

sural undangan dengan disposist dari pimpinan atan ketua
tim; atau

surafl fugas.

>N

o

3.1.1.2. Menganalisis Konsep Surat Bdaran
{Angka Kredit 0,3 Perancang Muda)

Menganalisis dimaksud merupakan menclaah dan menguiai data
hinggs  wenghasilkan simpudan untuk surmatl edamn dengan
indikator sebagai berikut:

1. data vang sudaly dikampulkan berupa peraturan perundang
undangan vang terkait dengan konsep materi dalam  suran
edaran,

2. wembandingkan berbagai data vang telah  dikuampulkan
terhadap pemturan perundang-undangan yang dianalisis atan
dikaji.

3. simpulan.

Bukti fisik:
Konsep berisi hasil analisis terhadap data primer, sekunder, dan
fersicr.

Diltitunyg sekali.

Bukti pendukung:

L. sural permohonar

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
i atau

D, surat nigas.

3.1.1.3. Merumuskan Naskah Surat Edaran
(Angka Kredit 0,45 Perancang Madya)

Merumuskan naskah surat edaran dengan menuangkan hasil
konsep analisis data dalam suatn kajian atau evaluasi peraturan

perundang-undanga.

Bukiti nisik:
Naskah analisis surat edaran,

Dihitung sekali.

Bukti pendulkuhg:
I sural permolionan
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sural kepurusan keanggotaan timg

surat undangan; '

sural undangan dengan disposist dari pimpinan atan ketua
tim; atau

surafl fugas.

>N

o

4.1 140 Menvempamakan Naskah Surat Edarvan
[Angka Kredit 0,3 Perancang Madya)

Menvempumakan naskall analisis surat eddran, dengan indikator

sebagal berikut:

1. rumusan perbaikan terhadap naskal analisis surat edearan
dan

2. alasan perbaikan.

Bukii fisik:
Naskah surat edaran dan hasll penyempurnaarn.

Dihitung sekali,

Bukti pendukig:

1. suraf permolionan

2. surdEl Keputusan keanggotaan tm,

4. surat undangan; '

4. surst undangan dengan disposisi darl phmpinan atan ketua

ting; atau
5. sural tugas.

3.1.2.  Sub Unsur Penvusunan Instruksi

instiukst adalah naskah dinas yvang memuat perintali berupa
petunjuok/arahan  tentang  pelaksanaan sudatd Kebijakan  vang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.1.2.1 Mengumpulkan Data Instruksi
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertata)

Mengumpulkan  data Instruksi  dimaksud  merapakan  data
lapangan maupun data kepustakaan., Data kepustakaan yvang
berkaitan dengan isi sural edaran. Data kepustakaan haik berupa
bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukom
primer, misalnya  peraturan  perundang-undangan  dan
mncangannya. Bahan hukum  seKunder, misalova  naskah
pkademis. Bahan hkum tersier, misalnya kamus hukum dan
ensiklopedi serta thesaurus,
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Bukti Fisik:

Uata yang berisi satu paket fotokopi data lapangan dan
kepustakaan vang berupa bagian balwmn-bahan hukum, atau
pasal, ayai, atau bagian peratugan perundang-undangan vang
terkait langsung,.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. SuEl permolionan

2, surat keputusan keanggotaan tin;

3. surdl undaugarn;

4, surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan Ketua
tm; a1au

3. sural tugas.

4.1.2.2. Menganalisis Konsep Instruksi
(Angka Kredit 0,3 Perancang Muda)

Menganalisis dimaksud mermpakan menelaah dan mengurai data
hingga menghasilkan simpulan untuk konsep instruksi dengan
indikator sebagai berikut:

1. datd vang sudah dikumpulkan berups peratunmn perindang-
undangan yang terkait dengan konsep materi dalam konsep
itstrulksi,

2. membandingkan  berbagai data yang  telah dikumpolkan
terhadap peraturan perundang-undangan vang dianalisis atau
dikaji.

3. simpulan.

Bukti fisik:
Konsep berisi hasil analisis terhadap data primer, sekunder, dan
tersier.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:
1. surst pertolionar
2. suat keputusan keanggotaan i
3. sural undangan;
4. surat undangan dengan disposisi darl phinpinan atan ketua
tim; atan
3. surat tugas.
3.1.2.3. Menunuskan Naskah Instruksi
(Angka Kredit 0,45 Perancang Madya)
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Merumuskan naskah instruksi dengan menuangkan hasil konsep
analisis data dalam  suatn kajian atau evaluasi  peraturan
perundang-undangan.

Bukti fisik:
Naskal analisis instruksi.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permohionan

2. surdal keputusan keanggotasn tim,

4. sural undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tim; atau

surat tugas.

1]

3.1.2.4. Menvempumakan Naskah Instruksi
(Angka Kredit 0,3 Perancang Madya)

Menvempumakan naskah  apalisis  instruksi  merupakan
memperbaiki perumusan jnstruksi, dengan  indikator scbagai
berikut:

1. mumusan perbaikan terhadap naskah analisis instruksi; dan

2, alasan perballan.

Bukti lisik:
Naskah instruksi dan hasil penyempurnaarn.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permohonan

2. sural keputusan keanggotaan timg

3. sural undangan,;

1. surat undangan dengan disposisi dard plmpinan atan Retua
tim; atau

SUrEL TUgAs.

i

3.1.3.  Bub Unsur Keputusan

Keputusan adalah naskah dinas vang memuat k‘ebijakan vang

bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan

pelaksanaan kegiatan, vaug digunakan untuk:

a. menetapkan/mengubah Status kepegawaian/ personaul/
keanggotaan material/ peristiva;

L. menetapkan/mengubah/membubarkat suatu kepanitiaan / tin,
dan
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¢ menetaplkan pelimpahan wewenang.
Keputusan  yang dapat  dinilai angka  kreditya merupakan
keputusan yang materinva bersifat pengaturan.,

3.1.401. Mengumpulkan Data Keputusan
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Mengumpulkan dara keputusan  dimaksud  menipakan data
lapangan maupun data kepustakaan., Data kepustakaan vang
berkaitan dengan isi surat edaran. Data kepustakaan halk berupia
bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum
primer,  misalnva peranrsn perundang-undangan dan
mneanganoya.  Bahan  hukum  sckunder, misalova  naskah
akademis. Bahan hukum tersier, misalnva kamus hukum dan
ensiklopedi serta thesaurus.,

Hukti fisik:

Data yang berisi satu  paket fotokopi dala lapangan dan
kepustakaan vang berupa bagian bahan-bahan hukum, atau
pasal, ayaf, atau bagian peraturan perundang-undangan yang
terkait langsung,.

Dihitung sckali.

Bukti pendukung:

. surat permolionar

2. sural keputusan keanggotaan timg

3. sural undangan;

4. surat undangan dengan disposist darl pimpinan atau ketua
titn; atau

sural fugas.

ol

4.1.3.2. Menganalisis Konsep RKeputusan
(Angka Kredit 0,3 Perancang Muds)

Menganalisis dimaksud merupakan menelaah dan mengural data
hinggs menghasilkan simpulan untuk konsep keputusan dengan
indikator sebagai berikut:

1. data vang sudah dikumpulkan berupa peraturan perundang-
undangan vang terkait dengan konsep materi dalam konsep
keputusan,

2. membandingkan berbagai data vang telah dikumpulkan

terhadap pemturan perundang-undangan yang dianalisis atan

dikaiji.

simpulan.

&
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Bulkti fisik:

Konsep berisl hasil analisis terhadap data primer, sekunder, dan
tersiet

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

I, surat permohonan

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. sural undangan;

4. surat umlmiﬁﬂu dengan disposist dari pimpinan atau ketug
tim; dtau

3. suratl tugas.,

4.1.3.3, Merumuskan Naskah Keputusan
(Angka Kredit 0,45 Perancang Madya)

Memnunuskan naskah keputusan dengan menuangkan hasil
konsep analisis data dalam suattn Kajinn atau evaluasi peraturan
perundang-undangan.

Bukti fisik:
Naskalh dnalisis keputusan

Diltitunyg sekali.

Bukti pendukung:
L. sural permohonar
2. surat keputusan keanggotaan tim;
3. surat undangan;
4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
i atau
D, surat nigas.
3.1.3.4. Menyempumakan Naskah Keputusan
(Angka Kredit 0,3 Perancang Madya)

Menvempurnakan naskall  analisis  keputusan  merupakan
memperbaiki penunusan naskah keputusan, dengan indikator
sebagail berikut:

. mumusan perbaikan terhadap naskah analisis keputusan; dan
2. alasan perhaikan.

Bukti Fisik:
Naskah Keputusan dan hasil penyem purnaan,

Dihitung sekali.
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Bukti pendukung:

1. surat permohonan

2. suratl keputusan Keanggotaan tim;

4. surat undangan,

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau ketua
tini; atau

3. sural tagas.

3.4 Sub Unsur Petunjuk Pelaksanasan

Petunjuk Pelaksanaan adalah paskah dings pengatumn  vang
temuat  cara  pelaksanaan keglatan,  terpasuk uiutan
pelaksanaannya serta wewensng dan prosedurmya,

4.1.401, Mengumpulkan Data Petunjuk Pelaksanaan
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Mengumnpulkan data petunjuk pelaksanaan dimaksud merupakan
data lapangan waupun data kepustakaan. Data kepustakaan
vang herkaitan dengan isi sural edaran. Data kepustakaan baik
berupa bahan hukum prituer, sckunder, maupun tersier, Bahan
hukum primer, misaloya pemmturan perundang-undangan dan
mncangannya.  Bahan  hukum sekunder,  misaliiva naskal)
akademis. Bahan hukum tersier, misalnya kamus hukum dan
ensiklopedi serta tesaurus.

Bukti lisik:

Data  yang  berisi satu paket [olokopi data  lapangan  dan
kepustakaan vang berupa bagian bahan-bahan hukom, atau
pasal, avat, atau bagian peraturan perundang-undangan yang
terkait langsung.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permolionan

2, surat keputusan keanggotaan tim;

3. sursit undangarn;

4, sueat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
ting; atau

3. surat tugas.

4.1.4.2, Menganalisis Konsep Petunjuk Pelaksanaan
(Angka Kredit 0,3 Perncang Muda)

Menganalisis  Konsep  Petunjuk  Pelaksanaan  dimaksud
werupakan meneiaall dan mengural data hinggd wenghasilkan
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stimpulan antuk konsep petunjuk pelaksanaan dengan indikator

sebagal berikul:

1. Data vang sudah dikampulkan berupa Peraturan Perundang-
undangan yvang terkait dengan konsep materi dalam konsep
petunjuk pelaksanaan.

2. Membandingkan berbagal dala yang telah  dikunipulkan
terhadap pemmiran perundang-undangan yvang dianalisis atau
dikail,

3. Simpulan.

Bulkti fisik:
Ronsep berist lasil analisis terhiadap data primer, sekunder, dan
tersier.

Ditiitung sekali.

Hukti pendukung:

I. sural permohonan

2. surat keputusan Keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. suratl undangan dengan disposisi darl plmpinan atan ketua
tim; atau

5. Surat tugas.

3.1.1.83, Merumuskan Naskal Petanjuk Pelaksanaan
{Angka Kredit 045 Perancang Madya)

Menunuskan naskah petujuk pelaksanaan dengan menuangkan
hasil konsep analisis data dalam suata kajian atau  evaluasi
peraturan permndang-undangan,

Bukti Fisik:
Nasksh Anpalisis Petunjuk Pelaksanann

Dihitung sekali.

Bukti Pendukung:
1. surst pertolionar
2. suat keputusan keanggotaan i
3. sural undangan;
4. surat undangan dengan disposisi darl phinpinan atan ketua
tim; atan
3. surat tugas.
3.1.449. Menvempuwmakan Naskah Pelunjuk Pelaksanaan
(Angka Kredit 0,3 Perancang Madya)
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Menvempumakan  naskall  analisis  petunjuk  pelaksanaan

merupakan memperbaiki  pernmusan petunjuk  pelaksanaan,

dengan indikator sebagai berikut:

I, rumusan  perbaikan  terhadap  naskah  analisis  petunjuk
pelaksanaan; dan

2. alasan perbalkan.

Bukt fisik:
Naskah Petunjuk Pelaksanaan dan hasil penyvempiimaan.

Dihitung setiap kali.

Bukti pendukung:

1. sural permolhionan

2. surat keputusan keanggotasan ting

3. surat undangasn;

4, surat undangan dengan disposisi dari plmpinan atan Ketua
tim; atau

strat tugas,

Ul

3.1.5.  Sub Unsur Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis addlah paskal dinas pengatirmn vang memuat
cam  pelaksanaan  kegiaran, termasuk  urmtan  pelaksanaannva
serta wewenang don proseduriya.

3.1.5.1. Mengumpulkan Data Petunjuk Teknis
{Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Mengumpulkan data peminjuk teknis dimaksud merupakan data
lapangan maupun data kepustakaan. Data kepustakaan vang
berkaitan dengan isi surat edaran. Data kepustiakaan baik berupa
bahan hukum primer, sekunder, maupun fersier. Bahan hukum
primer, misalnya peratwran perundang-undangan dan
rancangannya.  Bahan  hukum  sckunder, wmisalnya  naskah
akademis. Bahan hukum tersier, misalnva kKamus hukum dan
ensiklopedi serta thesaurus.

Bukti Fisik:

[Daw vang berisi satm paket fotokopi data lapangan dan
kepustakaan vang berupa bagian balian-bahan hukum, atan
pasal, ayat, atau bagian peraturan perundang-undangan vang
terkait langsung.

Dihitung sekali.

Bukti Pendukung:

I, sural permohonarn

2. sumat keputusan keanggotaan tin;
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3. sural undangan;

4, surat undangan dengan disposisi darl pimpinan atau ketua
tim; atau

3. Slal tugas.

Menganalisis Konsep Petunjuk Tekunis
(Angka Kredit 0,3 Perancang Muda)

Menganalisis Konsep Petunjuk Teknis dimaksud merupakan

menelagh dan mengumi data hingga menghasilkan  simptlan

untuk konsep petunjuk teknis dengan indikator sebagai berikut:

1. data vang sudal diluiipulksan berupa peraturan perundang-
undangan yvang terkait dengan konsep materd dalam konsep
perunjuk reknis.

2. mewbandingkan berbagai data yang telah  dikumpulkan
terhadap peraturan perundang-undangan vang dianalisis atau
dikaji.

3. simpulan.

Bukti fisik:
Konsep berisi hasil analisis terhadap dala primer, sekunder, dan
tersier.

Dihitung sekali,

Bukti pendukung:

1. sural permolionarn

2. surat keputusan keanggotaan tingg

3. surat undangan,

4, surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tim; atau

strat tugas,

ot

Merumiskan Naskah Petunjuk Teknis
{Angka Kredit 0,45 Perancang Madya)

Merumuskan naskall petunjulk teknis dengan menuangkan hasil
konsep analisis data dalam suaru kKajisn atan evaluasi peraturan
perundang-nndangan.

Bukti fisik:
Naskah analisis petunjuk teknis

Dihitung sekali.
Bukti pendukung:

L. surat permohonan
2. sumat keputusan keanggotaan tin;
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B sural undangan;

4, surat undangan dengan disposisi darl pimpinan atau ketua
tim; atau

3. Slual tugas.

3.1.5.4. Menyemipumakan Naskah Petunjuk Teknis
(Angka Kredit 0,3 Perancang Madyva)

Menyempumakan naskah analisis petunjuk teknis merupakan

memperbaiki - perumusan petunjuk  twekois, dengan indikator

sebagal berikut:

1. rumusan  perbaikan  terhadap naskah analisis  petunjulk
teknis; dan

2. alasan perbaikan.

Bukii fisik:
Naskah Petunjuk Teknis dan hasil penyempuriaan.

Dihitung setiap kali,

Bukti pendukiing:

I, suraf permolionan

2. surdEl Keputusan keanggotaan tm,

4. surwt undangan, '

4. sutst undangan dengan disposisi darl pimpinan atan ketua
ting; atau

SUrAl Lugas.

(1)

3.1.6:  Sub Unsur Pedoman

Pedoman adalah naskah dinas vang memuatl acuan vang bersifat
wmum di lingkungan tastansi pemerinal yang perlu’ dijabarkan
kedalam bentuk petunjuk operasional/teknis dan penerapannyn
disesuaikan dengan karakteristik instansi/organisasi  yang
bersangkutan.

3.1.6.1. Mengumpulkan Data Pedoman
[Arigks Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Mengumpulkan data  pedoman dimaksud merupakan data
lapangan maupun data Kepustakaan, Data kepustakaan vang
berkaitan dengan isi surat edaran. Data kepustakaan baik berupa
bahan hukum primer, sekunder, waupun tersler, Bahan hukom
primer, misalnya  peraturan  perundang-undangan dan
mncangannya.  Bahan  hukum sekunder,  misaloyva  naskal)
akademis. Baban hnkum tersier, misalnyva kamus hukum dan
ensiklopedi sorta thesaurus,
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Bukti Fisik:

Uata yang berisi satu paket fotokopi data lapangan dan
kepustakaan vang berupa bagian balwmn-bahan hukum, atau
pasal, ayai, atau bagian peratugan perundang-undangan vang
terkait langsung,.

Dihitung sekali.

Bukti Pendukung:

1. SusEl permolionan

2, surat keputusan keanggotaan tin;

3. surdl undaugarn;

4, surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan Ketua
tm; a1au

3. sural tugas.

4.1.6.2. Menganalisis Konsep Pedoman
(Angka Kredit 0,3 Perancang Muda)

Menganalisis Konsep Pedoman dimaksud merupakan menelazsh
dan mengurai data hingga menghasilkan simpulan untuk konsep
pedoman dengan indikator sebagai berikut:

1. datd vang sudah dikumpulkan berups peratunn perindang-
undangan yang terkait dengan konsep materi dalam konsep
pedotnear.

2. membandingkan  berbagai data yang  telah dikumpolkan
terhadap peraturan perundang-undangan vang dianalisis atau
dikaji.

3. simpulan.

Bukti fisik:
Konsep berisi hasil analisis terhadap data primer, sekunder, dan
tersier.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surst pertolionar

2. suat keputusan keanggotaan i

3. sural undangan;

4. surat undangan dengan disposisi darl phinpinan atan ketua
tim; atan

3. surat tugas.

3.16.3. Merumuskan Naskalh Pedoman
{Angka Kredit 0,45 Perancang Madya)

www.peraturan.go.id



2020, No. 134

3. 1.6.4.

3. 1.7

-90-

Merumuskan naskah pedoman dengan menuangkan hasil konsep
analisis data dalam  suatn kajian atau evaluasi  peraturan
perundang-undangan.

Bukti fisik:
Naskah Analisis Pedomeari,

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permohonan

2. surdal keputusan keanggotasn tim,

3. sural undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
titn; atau

surat lugas.

1]

Menvempumakan Naskah Petunjuk Teknis
(Angka Kredit 0,3 Perancang Madya)

Menvempumakan naskah analisis petunjuk teknis merupakan

memperbaiki  periunusan  petunjuk  teknis;  dengan  indikator

sehagai berikin:

1. mumusan  perbaikan terhadap naskah  analisis  petunjuk
tekuis; dan

2. alasan perbaikan,

Bukti fisik:
Naskah petunjuk teknis dan hasil penyempurnaan.

Dihitung setiap kali.

Bukti pendukung:

L. sural permohonan

2. sural keputysan Keanggotaan i,

3. surat undangan,

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tity; atau

3. surat tugas.

Sub Unsur Penyusunan Pedanjian lntemasional

Perjanjian Internasional dimaksud merupakan perjanjian dalam
bentuk dan sebutan apapun vang diatur oleh hukum infernasional
dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia
dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau
subjek hukum interuasional laintya, seria meninibulkan hak dan

kewafiban pada Pemerinialy Republik Indonesia  vang  bersifat
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lukiun  publik. Bentuk  petjanjian  internasional, antam  lain,
persetujuan  (agreement], nota kescpabaman (memorandum of
understanding), letter of ntents, konvensi internasional, treaty).
Langkali-langkah membuat perjanjtan internasional, meliputh

a4 penjajagan:

b, perundingan;

b, perumusan naskah;

¢, penerimaan; dan

d. penandatanganan.

Langkah-langkah  tersebut  dimulal  dengan  menyusun  latar
belakarnig permasalahan, menganalisis permiasalahan ditinjau dari
aspek  politis  dan yuridis  serta aspek  lain vang  dapat
mempengaruhi - kepentingan  Indonesia, dan  posisi  Indonesia,
saran, dan peuyesuaian vang dapat dilakukan untuk mencapai
kesepakatan,

3.1.7.1. Mengumpulkan Data
(Angka Kredit 0,1 Peiancang Pertania)

Mengumpulkan data dimaksud merupakan data lapangan
manpun data kepustakaan. Data Kepustakaan vang berkaitan
dengan sl perjanjlan. Data kepustakaan baik berupa bahan
hukum primer, sekunder, maupun tersier, Bahan hukum primer,
misalnya  peraturan  perundang-undangan  dan  rancanganinya.
Bahan hokum sekunder, misalnya naskah akadcmlsf Baluan
hukum tersier, misalnva kamus hukum dan ensiklopedi serta
thesaurus.

Bukti fisik:

Data vang berisi satu  paket fotokopi dan lapangan dan
kepustakadn vang berupa bagian bahan-tahan hukom, atag
pasal, ayat, atan bagian peraturn perundang-undangan vang
terkaitl langsung,

Dihitung sekali.
Bukt pendukung:

L. suat permolionan
2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. surat andangan dengan disposist dari pimpinan atau ketua
titn; atau

5. sural lugas.

3.1.7.2. Menganalisis Data dan Memyusun Laporan Hasil Studi Kelayakan
(Angka Kredit 0,7 Perancang Muda)
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Menganalisis data dan menyvusun laporan hasil studi kelavakan
dimaksud merupakan menentukan latar belakang permasalahan
dengan menganalisis permasalalian vang ditinjau dari aspek
politis dan yuridis serta aspek laln yang dapat mempengaruhi
kepentingan Indonesia, posisi Indonesia, memberikan saran dan
penyesuaian yang dapat dilakokan untuk mencapai kesepakatan,

Bukt fisik:
Konsep hasil analisis.

Dihitung sekati.

Bukti pendukung:

1. sural permolhionan

2. surat keputusan keanggotasan ting

3. surat undangasn;

4, surat undangan dengan disposisi dari plmpinan atan Ketua
tim; atau

strat tugas,

Ul

3.1.7.3. Menvusun Naskah Dasar Perjanjian Internasional
{Angka Kredit 0,9 Perancang Madva)

Menvusun  naskah  dasar  perjanjlan  dimaksud  merupakan
werumuskan rancangan dasar perjanjian internasional ke dalam
suaty naskah perjanjian.

Bukti fisik:
Naskalh dasar perjanjian internasional.

Dihitung setiap kali.

Bukti pendukung:

L. sural permohonan

2. sural keputysan Keanggotaan i,

3. surat undangan,

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tity; atau

3. surat tugas.

31,74 Menvempumakan Naskah Dasar Perjaniian Intermasional
(Angka kredit 0,45 Perancang Madyva)

Menvempumakan naskah dasar perjunjian  (hasil telaahan)
dimaksud merupakan  memperbaiki rancangan naskah dasar
perjanjian (hasil telaahan) yang akan ditandatangani.

Bukti fisik:
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Raneangan naskah dasar perjanjian internasional (dilampirkan
naskah sebelum dan sesudah disempurnakan),
dihitung setiap kali.

Bukti pendukung:

L. surat permohionan

2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangar,;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
ting, atau

3. Ssuratl tugas.

34.1.8.  Sub Unsur Penyusunan Persetujuan Intgmasional

Persetujuan Internasional dimaksud merupalkan salah satu bentuk
perjanjian internasional.

3.1.8.1. Mengumpulkan Data
(Angka Kredit 0,1 Peiancang Pertania)

Mengumpulkan data dimaksud merupakan data lapangan
manpun data kepustakaan. Data Kepustakaan vang berkaitan
dengan I8i persetujuan. Data Kepustakaan baik berupa bahan
hukum primer, sekunder maupun tersier.

Balian hukun primer, misaloyva peratussan peruidang-andangan
dan rancangannya. Bahan hukoam sekunder, misalnya naskah
akademis. Bahan hukum tersier, misalnva kamus hukum dan
ensiklopedi serta thesaurus,

Bukti fisik:

Data yang berisi satu  paket fotokopi dala lapangan dan
kepustakadn vang berupa bagian bahan-tahan hukom, atag
pasal, ayat, atan bagian peraturn perundang-undangan vang
terkaitl langsung,

Dihitung sekali.
Bukt pendukung:

L. suat permolionan
2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan;

4. surat andangan dengan disposist dari pimpinan atau ketua
titn; atau

5. sural lugas.
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3.1.8.2. Menganalisis Data dan Menvusun Laporan Hasil Studi Kelavakan
{Angka Kredit 0,7 Perancang Muda)

Menganalisis data dan menyusun aporan hasil studi kelayakan
dimaksud merupakan menentukan lalar helakang permasalahan
dengan mengandlisis permasalahan yang ditinjau  dari aspek
politis dan yuridis serta aspek lain vang dapat mempengarahi
kepentingan Indonesia, posisi Indonesia, memberikan samn dan
penvesuaian vang dapat dilakikan untuk mencapai kesepakatan.

Bulkti fisik:
Ronsep hasil analisis.

Dihitnng sekali.

Bukii pendukung:

I surat permohonarn

2. sural keputusan keanggotaan tim;

A, surat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
ting; atau

2. surafl tugas,

3.1.8.4, Merummuskan Naskah Dasar Persetujuan Internasional
[Angka Kredit 0,9 Perancang Madyu)

Merumuskan naskal dasar persetujuan internasional dimaksod
wernpakan  mernmuskan  rancangan  dasar  persetujuan
internasionsl ke dalam suan naskah perserajuan,

Bukti fisik:
Nuskah dasar persetujuan internasional.

Dihitung setiap kali.

Hukti pendukung:

1. sural permohonsan

2. surel keputusan Keanggotaan tio,

4. sueat undangan; |

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
tio; atan

5. surat tugas.

3.1.84. Menvempumakan Naskah Persetujuan Internasional
(Angka Kredit 0,435 Perancang Madya)
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Menvempumakan  naskall  dasar  persetujuan dimaksud
mernpakan memperbaiki mncangan naskah dasar persetujuan
vang akan ditandatangani.

Bukti fisik:
Rancangat  persetujuan  internasional  (dilampirkan  naskah
sebelum dan sesudah disempurnakan),

Dihitung setiap kali.

Bukti pendukung:

1. sursl permolionan

2. sural keputusan keanggotaan tin,

3. sural undangan;

4, sural undangan dengan disposisi darl pinpinan atau ketua
tni; atan

3. surat tugas.

3.1.9.  Sub Unsur Memorandum ol Understanding (Moll)

Mol/nota  kescpahaman dimaksud merupakan  Perjanjlan
pendahnluan yang mengatur dan memberikan kesempatan pada
para pihak untdk melaksanakan studi kelavakan tedebilt dahalu
sehelum  melaksanakan  perjanjinn vang  lebih  terperinei  dan
tmengikat parm piliek  (Pemerintah Republik  Indonesia  dengan
pemerintah asing, Pemerintah Republik Indonesia dengan lembaga
internasional, Instansl  Pemerintah Pusat dengan  Instansi
Femerintah Pusat lain, atau Instansi Pemerintah Pusat dengan
lembaga swasia) dengan unsur sehagai berikur:

merupakan peganfian pendahuluan;

Mol memiliki tenggang waktu (bersifal somentara);

muEtan matersi merupakan Ladl-hal yang pokok; dan

muatan maferi ditmangkan dalam kontrak/perjanjian,

bt B

3.1.9.01. Mengumpulkan Data
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Mengumpulkan  dat  dimeksud  wmerupakan  data  lapangan
wanpun data kepustiakaan, Data kepustakaan yang berkaitan
dengan isi persetujuan. Data kepustakaan baik berupa bahan
huko primer, sekunder maupun tersier,

Bahan hukum primer, misalnva peraturan pernndang-undangan
dan rancanganuaya. Bahan hukum sekunder, misalnya naskah
pkademis. Bahan hukum tersier, misalnya kamus hukum dan
ensiklopedi serta thesaurus,

Bukti fisik:

Data yang bersi satu pakel fowokopl data lapangan  dan
kepustakaan vang berupa bagian bahan-bahan hukum, atau

www.peraturan.go.id



2020, No. 134 96.

pasal, aval, atau bagian peratiran perandang-undangan vang
terkait langsung,

Bihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. sural permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;

3. surat undangan,

4. sural undangan dengan disposisi dari plinpinan atau Ketua
tim; @t |

SUrEL Lugas,

“

3.1.9.2. Menganalisis Data
{Angka Kredit 0,7 Perancang Muda)

Menganalisis  data  merupakan  menentukan  latar belakang
permasalahan dongan menganalisis permasalahan yang ditinjau
dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang  dapat
mempengaruhi  kepentingan  Indonesia,  posisi  Indonesia,
memberikan saran dan penvesnaian vang dapat dilakukan untuk
mencapai kesepakatan,

Bulkti fisik:
Konsep huasil analisis,

[ihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permohonan

2, sural keputusan keanggotaan timg

3. surat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketus
tim; atausural tugas,

3.1.9.4.  Merumuskan Memorandum of Understanding (Moll)
(Angka Kredit 0,9 Perancang Madyva)

Mermmuskan Memorandum of Understanding (Moll) dimaksud
merupakan Menyvusun rancangan Memorandum of Understanding
{Moll)

Bukati fisik:
Naskah Memorandwum of Understanding (Moll).

Dihitnng setiap kali.

Bukti pendukung:
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sural permolionan

sural keputusan keanggotaan tim;

sural undangarn;

surat undangan dengan disposisi darl pimpinan atan ketua
tim; atau

surat tugas,

+ Wik

ul

3.1.9.4, Menvempurmakan Memorandum of Understanding (Moll)
(Angka Kredit 0,45 Perancang Madya)

Menvempumakan  Memorandum  of  Understanding  (Moll)
dimaksud  merupakan memperbaikl | orancangan naskah
Memorandum of Understanding (Mol)) vang akan ditandatangani.

Bukti fisik:
Rancangan Memorandum of Understanding (Moll) (dilampirkan
naskah sebelum dan sesudah disempurnakan).

Dihitung setiap kali,

Bukti pendukiing:

I, suraf permolionan

2. surdEl Keputusan keanggotaan tm,

4. surwt undangan, '

4. sutst undangan dengan disposisi darl pimpinan atan ketua
ting; atau

SUrAl Lugas.

(1)

3.1.10. Sub Unsur Penyusunan Rancangan Konirak Internasional

Kontrak internasional dimaksud menipakan perjanjian antara dua
pilak artau  lebih  (Pemerintah Republik  [ndonesia  dengan
pemerintah asing, Pemerintah Republik Indonesia dengan lembnagn
Internasional) vang bersifat keperdataan.

8.1.100 1. Mengumpulkan Data
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Mengumpulkan data dimaksud merupakan data vang berkaitan
dengan isi kontrak baik dama lapangan maupun data
kepustakaan. Data kepustakaan merupakan berupa  bahan
hukum primer, sekunder maupun tersier.

Bahan hukum primer, misalnya peraturan porundang-undangan
den rancangannya. Bahan hukum sekundér, misalnva naskal)
akademis. Bahan hukum tersier, misalnva kamus hukum dan
cnsiklopedi serta thesaurus,
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Bulkti fisik:

Data vang berisl satn paket lotokopi data lapangan dan
kepustakaan vang berupa bagian bahan-bahan hukum, ataa
pasal, ayat, atau bagian peraturan perundang-undangan vang
terkait langsung.

Dihitung sekali,

Bukti pendukung:

1. surat permohonan

2. surat keputusan keanggotann tim;

3, surat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan ketua
L atau

3. sural tugas.

4.1,10.2. Menganalisis  Data  dan Menyusun  Laporan Hasll - Stodi
Kelayakan
(Angka Kredit 0,7 Perancang Muda)

Menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan
dimaksud merupakan menentukan latar belakang permasalahan
dengan menganalisis periuasalahan yang ditinjau dard aspek
politis dan vuridis serta aspek lain vang dapat mempengarnli
kepentingan Indonesia, posisi Indonesia, memberikan satan dan
penyesuaian  yang  dapat  dilakukan  untuk mencapai
kesepakatan.

Bukt fisik
Konsep hasil analisis.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. sural permohonan

2. surat keputusan keanggotaan tin;

3. surat undangan;

4. surat undangand dengan disposisi dead phopinan atan ketua
tin; atau

3. sural lugas.

3.1.10.3. Mermmuskan Naskah Dasar Kontrak Internasional
(Angka Kredit 0,9 Perancang Madya)

Mertnmmuskan naskah dasar konteak Internasional  dimeaksud

merupakan memmuskan rancangan dasar kontmk internasional
ke dalam suat faskah.
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Bulkti fisik:
Naskah dasar kontrak intemasional.

Dilitung setiap kali.

Bukti pendukung:

1. surat permohonan

2. surat keputusan keanggotaan tim;

3. suratl undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan ataa ketua
titn; atan

surat tugas,

[

3.1.10.4.  Menvempurnakan Naskah Dasar Kontrak Internasions|

(Angka Kredit (0,45 Perancang Madya)

Menyempurnakan naskah dasar kontrak intermasional dimaksud
merupiakan memperbaiki rancangan naskah dasar kontrak vang
akan ditandatangsauni.

Bulkti fisik:
Rancangan kontrak internasional yang telah disempumakan

Dihitung setiap kali

Bukti pendukung:

surat permolionan

sural keputusan keanggotasn tim;

sural undangan;

sural undangan dengan disposisi dari plmpinan atau ketua
L atan

sural 11gas.

@

)

3.1L11. Sub Unsur Penyusiunan Kontrak Nasional/Perjanjian Kerja Sama

Kontrak nasional dimaksud inerupakan pedanjian antaa dua
pibak atau lebih (Instansi Pemerintaly Pusat dengan Instansi
Pemerintall Pusat lain, atan Instansi Pemerintah Pusat dengan
lembaga swasta).

Perfanjian kerjasama dimaksud merupakan perjanjian antara dua
piliak atan  lebih (Instansi Pemerintah Puasat/Vertikal  dengan
Instansi Pemerintah Dacrah). Objek vang diperjanjikan berkaitan
dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

41101 Mengumpulkan Data

{Angka Ikredit 0,1 Perancang Pertama)
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Mengumpulkan data dinpaksud merupakan data vang berkaitan
dengan  isi konusak  baik  data  lapangan  maupun  data
kepustakaan, Data kepustakssan merupakan berupa babwan
hukum primer, sekunder maupun tersier.

Bahan hukum primer, misalnva peraturan pemndang-undangan
dan rancangantya. Bahan hukum sekunder, misalnya naskah
akademis. Bahan hukum tersier, misalnyva kamus hukam dan
cnsikloped] serta tesaurns.

Bukti fisik:

Data vang berisi satu paket fotokopl data  lapangan  dan
kepustakaan varng berupa bagian bahan-bahan hokoum, atsu
pasal, ayat, atay bagian pemturan perundang-undangan vang
terkait langsung.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. surat permohonat

2. surat keputusan keanggotaan Tim:

3, sural undangan;

4. surat undangan dengan dispoesisi dari pimpinan atau ketua
tit, ataun

9, sural tugas,

3.1,11.2. Menganalisis Data  dan  Menyusun  Laporan Hasil  Studi
Kelayakan
(Angka Kredit 0,7 Perancang Muda)

Menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan
dimaksud merupakan menentukan latar belakang permasalahan
dengan menganalisis permasalahdn yang ditinjau dari aspek
sosiologis  dan  vuridis  serta  aspek lain yang dapat
mempengarull kepentingan nasional, memberikan saran dan
penvesuaian  yvang  dapat  dilakukan  unfuk mencapai
kesepakatarn.

Bukti Osik:
konsep hasil analisis.

Dihitung sekali,

Bukti pendukung:

1, sural permohonan

2. surat keputusan keanggotaarn tig

3. surat undangan;

4, swral undangan dengan disposisi darl pimpinan atdu ketua
L Aatan
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3. sural ngas.

3.1.11.3. Meramuskan Naskah Dasar Kontrak Nasional/Perjanjian  Kerja
Sama
(Angka Kredit 0,9 Perancang Madya)

Merumuskan naskah dasar kontrak nasional/perjanjian kerja
sama  dimaksud merupakan  merumuskan  rancangan  dasar
kontrak nasional ke dalam suatyu naskal.

Bukti fisik:
Naskal dasar kontrak nasional.

Dihitung setiap kali.

Bukt pendukung:

1. sural permohonan

2. surar keputusan keanggotaan fim;

3. surat undangan,

4. surat undangan dengan disposisi dari piopinan atan kema
tin; atan

9. surat tugas.

3.1.1 1040 Menvempurnakan kontrak Nasional/ Perjanjisn Kerja Sama
(Angks Kredit 0,13 Perancang Madyva)

Menyempurnakan naskah rancangan kontrak
nasiondl/perjanjian kerja sama dimaksud  merupakan
memperbaiki rancangan naskah dasar kontrak vang akan
ditandatangani.

Bukti fisik:

Rancangan kontrak kontrak nasional/perianjian kerja sams
yvang teiahh disempurnakan (dilampirkan naskah sebelum dan
sesudall penyempurnaan).

Dihitung selali,

Bukti pendukung:

1. sural permohionan

2, sural keputusan keanggotaarn tin;

3. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari plmplnan atan ketua
L atan

9. surat ngas.

3.1.12, Sub Unsur Keterangan Pemerintah/DPR Rl Kesimpulan Presiden
atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang werhadap Undang-
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Undang Dasar Negara Republik bdonesia Tahun 1945 di
Malikamah Konstitusi dan Jawaban Termohon atas Permohonan
Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Bawalh Undang-
Undang terhadap Undang-Undang di MA/dan Gugatan  dan
Jawaban Gugatan PTUN

3.1.12.1. Sub Unsur  Peovusunan  Jawaban  Gugatan/Keterangan
Pemetintah/Kesimpulan Presiden atas Permohonan Uji Materill
Undang-Undang terhadap Undang-Undang [Jasar  Negarma
Republik Indonesia Talnin 1945 di Mahkiamah
Konstitusi/ Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Jawaban
Termohon atas Permohondn Uji Materiil Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang
di Mahkamah Agung

Keterangan Pemerintah/Presiden atas permohonan uji materiil
Undang-Undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi
merupakan  keterangan resmi Pemerintaly baik secara lisan
maupun tertulis mengenai  pokok permohonan  pengujian
Undang-Undang di Mahkamhah Konstitusi,

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan keterangasn
resimnl yang berisi jawabatt terhadap pendapat fraksi-feaksi vang
berkaitan dengan materi RULL

Kesimpulan Presiden merupakan keseiuruhan meteri dean [akta
vang terutigkap dalam keselurtihan persidangan i Mahkamah
Konstitusi  yang meliputi  jawaban atas pertanveaan  hakim,
tanggapan lerhadap keterangan pihak terkait, dan tanggapan
terhadap  keterangan  ahli  dan/araun saksi  pemohorn.
Jawaban termohon atas permohonan ufi materdil peraturan
perundang-undangan di  bawah lndang-Undang lerhadap
Undang-tindang di Malikamaly Agung merupakan keterangan
resmi Pemerintali terhadap permohonan pengujian Perataran
Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah
Agung,

Jawaban Gugatan merupakan tanggapan tertulis vang dibuat
oleh instansi vang digugatl (tergugat) oleh instansi lain, badan
Ik privat, atau perorangarn (penggugat) dalam kasus vang
bersifat ketatanegaraan/ketatausahanegaraan. Termasuk dalam
pengertian jawaban gugatan merupakan tanggapan tertulis atas
“keberatan™ yang diajukan oleh suatu Pemerintah  Daeral
kepada Kementerian Dalam Negeri terhadap pembatalan suatu
Perda atau Peraturan/Keputusan Kepala Dacrah. Dalam rangka
fasilitast dan koordinasi perancangan Peraturan Daecrah, para
perancang  peraturan  perundang-undangan  di o liogkungan
Hukum dan Hak Asasi Manusia dapar dilibatkan di dalam
kegiatan tersebut.

Contoh:
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Permohonan  Pengujian  (udicial review) Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar  kepada Mahkamah
Konstitusi: Misalnva bahwa menura Para Pemohon sebagai
PNS mermsa dirugikan karena  diperlakukan  diskriminasi
dengan profesi lain seperti advokal dan Nolaris vang
mewajibkan PNS menuril ketentuan Pasal 119 dan Pasal
123 ayvat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara mengundurkan divi secara terhlis
sehagai PNS sgjak mendaftar sebagal calon gubemur dan
wakil gubermr, bupati/walikobta dan wakil buparti fwalikota.
Permohonan  Pengujian  (udicial  review)  peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap
Undang-Undang kepada Mahkamuah Agung:

Jika Kepuusan Menteri Penerangan vang bermuatan materi
suatu perizinan penerbitan diuji oleh Mahkamah Agung atas
permohonan suatu penerbitan vang dicabut zinnya oleh
Mentert Informasi dan Informatika, maka para Perancang
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Informasi dan
Informeatika akan dilibatkan dalam  pembuatan pembelaan
terhandap produk hukum vang digugat tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelali lebili dari 4
(empat) bhulan tidak memberikan jawaban atau persetujuan
terhadap suatu permohonan pendaftaran Perseroarn Terbatas
(1) menjadi badan hukum, maka Menteri dianggap menalak
peruohonan  tersebut  (sesuai Undang-Undang Nomoy 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nowor 9
Tahun 2004). Dalam hal ini, kalau pemohon mengajukan
gugatan kepada Peradilan TUN maka Perancang Peraturan
Perundang-ndangan di lingkungan Kementerian Hukiun
dan  Hak Asasi Manusia  dapat  dilibatkan  dif  dalam
pembuatan Jawaban Gugatan.

Penyiapan Keterangan Pemerintah terhadap permohonan
pengujian  (judicial  review)  Undang-Undang  terhadap
Undang-Undang Dasar Negarad Republik Indonesia Taliun
1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Misal, advokat-advokat!
Dy. T. Mulya Lubis, 8.H., LLM; Bambang Widjojanto, S.H.,
LLM; Iskandar Sonhaji, S.H., Abdul Ficar Hajar, S.H. yang
berdasarkan sural kuasa khusus tertanggal 2 Desecmber
2004, bertindak untuk dan atas napa para pemolion
mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal tertentu dari
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun
1945 vang tercalal dalam buku Registrasi Porkara Konstitusi
Nomor (072 /PULILIL/ 2004,

Herkaitan dengan pengnjlan undang-undang. tersebut, maka
Presiden dengan  Sutat Selretaris Kabinet  Nomor B-
20/Seskab/1/2065 untuk mewakili Pemerintah Republik
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Indonesia menunjuk Menteri Dalamt Negeri dan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri
menviapkan keterangan Pemerintah  atas  permohonan
pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 rentang
Pemerintah Daerah terhadap Undang-lndang Dasar Negara
Republik - Indonesia Tahurd 19450 Dalam  menyiapkan
keterangan 'emerintah ini, maka Perancang vang herada di
lingkungan Kementerkan Hukum dan Hak Asasl Manusia dan
Perancang Peraturan Perundang-undangan vang herada di
lingkungmi Departemen Dalam Negeri  dilibatkan  dalam
pembuatan keterangan Pemerintah tersebut

6. Kementerian Dalam Negeri digugat dalaan bentuk *kebersatan”
olehr  salaly  saty Pemerintah Dacrah vang  Peraturan
Daerah/Peraturan Gubernur/kKeputusarn Gubernurnva
dibatalkan oleh Departemen Dalam Negeri. Dalam hal i
Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan
Kementerian  Dalam Negeri  akan  dilibatkan  dalam
pemibuatan Jawaban Gugatan dalam  bentuk “jawaban
keberatan™

7. hementerian kehutanan digugar oleh PTIL B pemegang hak
pengusahaan hutan (HPH) karena izin FIPH yang beltom
habis masa berlakunya sudal dicabut oleh Kementerian
Kehutanan, Dalam al inl Perancang Peratun Perundang-
undangan di lingkungan Kementerian  Kehutanan  akan
dilibatkan dalam pembuatan Jawaban Gugatar,

J.1.12.1.1.  Snb Unsur Melakukan Persiapan dalam Rangka Penvusunan
Konsep Jawaban Jugatan, ketemngan
Pemerintah/Kesimputan Presiden/Keterangan Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Jawaban Termaohon

Melakukan  petsinpan  dimaksud  merupakan  membuat
lnngkah-langkah  baik  bersifat  administratif  maupun
pembagian tugas dalam rangka penyustnar konsep jawdban
gugatan, Keterangan Pemerintah/Kestmpulan  Presiden/
Keterangan  Dewan  Perwakilatt  Rakyat, dan  jawaban
termohorn.

3112100100 Mengumpulkan Dara
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Data dimaksud merupakan data vang berkaitan dengan
rancangan pesaturan perundang-undangan yvang dibuat,
baik berupa baban hukum primer, sekunder, maupun
tersier. . Data hukum primer,  misalnya peraturan
perundang-undangan dan rancangannya. Data hukom
sckunder, mwisaluya naskah akadeiis, Data hukion ersier,
misalnya kamus hukum dan ensiklopedi seita thesaurus.,
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Bukti Fisik:
forokopi data hukum primer, sekunder, maupun lersier
dapat  herupa  avat, pasal, atau  bagian  peraturan
perundang-undangan, materi naskah akademik, kamus
hukun  dan cosiklopedi  serta lesaurus yang  terkait
langsung.

Dihitung sekali,

Bukti pendukung:

1. surat permolions

2. surat Reputusan keanggotaan tim,

3. surat undangan;

4. surat undangan dengan dispesisi darl pimpinan atau
ketua thog atau

5. sural tugas.

3.1,12.1.1.2.  Menganalisis Data
{Angka kredit 0,45 Pemncang Muda)

Menganalisis  dimaksud  merupakan  menelaal  dan
mengurai data bempa:

1. pokok permohonars;

2. kewenangan nahkameah konstitusi;

3. kedudukan hukum (legal standing pemahion);

4. alasan permohonan pemohon/posita; dan

5. pelitim.

hingga menghasilkan simpulan dengan indikator sebagai
berikut:

1. asas, prinsip;

2. peraturan perundang-undangan;
3. teor;

4. doktrin,

5. yursprudensi;

6. praktik di lapangat;

7. peraturan kebijakan; dan/atan

8. kebijakan yung sedang proses.

Medalui talapan:

1. Data vang sudah dikum pulkan.

2. Peraturan Perundang-undangan, yang terkall dengan
konsep Keterangan Pemerintahf/DPR/Jawaban terulis
Pemerintah/Dewan  Perwakilan Rakyat, gugatan dan
jawaban Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Membandingkan berbagai data vang telah dikampulkan
terhadap konsep Keterangan Pemerintah/DPR/ Jawaban
tertulis Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakvat, gugatan
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dan jawaban Pengadilan Tara Usaha Negara vang akan
tlianalisis,
1. Simpulan.

Bulkti fisik:
Konsep berisi hasil analisis terhadap data primer, sckunder,
dan tersier.

Dihitung sekali,

Bukti pendukung:

1. surat permolions

2. surat Reputusan keanggotaan tim,

3. surat undangan;

4. surat undangan dengan dispesisi darl pimpinan atau
ketua thog atau

5. sural tugas.

3.1.12.1. 1.3, Merumuskan Keterungan/Jawdban Tertulis
Pemerintah/Dewan  Perwakilan  Kakyar, Gugatan dan
Jawaban Tata Usaha Nepgara
(Angka Kredit 0,45 Perancang Madya)

Mermmuskan  Keterangan  Pemerintah/DPR/ Jawaban
tertulis Pemerintal/Dewan Perwakilan Rakyvat, gugatan dan
jawaban  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dimaksud
merupakan menuangkan berupat

pokok permohionan:

kewenangan mahkamah konstitusi;

kedudukan hukum (legal standing pemohon);

alasan permohonan pemohon/posita; dan

petitunl.

ke dalam bagian-bagian dari  kemngka Keterangan
Pemerintah/DPR/Jawaban tertulis  Pemerintah/Dewan
Perwakilan Rakyat, gugatan dan jawaban Pengadilan Tata
Uisaha Negara.

el

e

Bulkti fisik:
Naskal,
Dihitung setiap kali.

Bulkti pendukung:

1. surat permohonan

2. surat keputusan keanggotaan g

3. surat undangan,

4. surat nundangan dengan disposist dari pimpinan atau
kelua i atau

2. surat tugas,
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4. Menvempurnakan Keterangan Pemerintah/DPR/ Jawaban
Presiden
(Angka Kredit 0,3 Perancang Madva)

Menyempurnakan konsep Keterangan Pemerintah /DPR/
Jawaban  Presiden merupakan  memperbaiki  perumgiusan
konsep sesuai dengan konsep Keterangan
Pemerintah/DPR/Jawaban Presiden hasil mpat, dengan
imdikator sebagai berikut;

I, tumusarn perbaikan terhadap Keterangan

Pemerintah/DPR/Jawaban Presiden; dan

2. aldsan perbaikan.

Bukti fisik:

1. Naskal lseterangan Pemerintah/DPR /Jawaban
Presiden; dan

2. Naskah Keterangan Pemerintahi/ DPR /Jawaban Presiden
hasil perbaikan yang disertai alasan perbaikan.

Dihitung setiap. kali.

Bukti pendukung:

1. surat permohonar)

2. surat keputusan keanggotagn tim,

3. surat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dad pimpinan atau
ketua tim; atan

S, surat tugas.

Sub  Unsur  Kegiatan  di Bidang Bantuan  Hukoum  (pada
persidangan di pengadilan maupun di luar pengadilan)

kegiatan di bidang bantuan hukum yang diberikan oleh Instansi
Pemetintah Pusat dan Inslansi Pemerintah Dacrahn untuk
menvelesaikan  permasalaban hukum  keperdataan, dan tata
usalia negara balk pada persidangan di pengadilan maupun di
luar pengadilan.

Mengumpulkan Data
(Angka Kredit 0,1 Perancang FPertama)

Mengum pulkan data  vang  dimaksud merupakan
mengumpilkan  data  permasalahan hukum balk  data
lapangan maupun  data  kepustakaan. Data  lapangan
merupakan data yang dibasilkan dari wawancara atau
penelitian langsnng di lapangan.

Data kepustakaan merupakar berupa bahan ldkum primer,
sekunder maupuan lersicr.
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Bahan hukum  primer, misalnva  peraturan  perundang-
undangan dan mancangannya. Bahan hukum sekunder,
misalnva pendapat hukum /dokirin/teori-teori vang diperoleh
dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun
website yang terkait dengan penelitian;

Hahan hukum  tersier, misaluva kamus  hukum dan
censiklopedi serta thesaurus,

Bukti Fisik:

Data vang berisi satu paket lotokopl data Japangan dan
kepustakaan vang beripa bagian bahan-baban hukum, atau
pasal, ayat, atay bagian peraturan  perundang-undangan
yang terkait langsung.

Dihitung sekali.

Bukti Pendukung:

1. sural pernmohonan

2. surat keputusan keanggotaan tiu;

3. sural undangan;

4, surat undangan dengan disposisi darl pinipinan atau
ketua tim; atau

3. sural tagas.

3,1.12.2.2, Menganalisis Data
(Angka hredit 0,09 Peraneang Muda)

Menganalisis data dimaksud merupakan menganalisis data
vang telah  dikumpulkan untuk mengkaji/menelaah
permasalahan hukum keperdataan, dan tata usaha negara
baik pada persidangan di peogadilan maupun di luar
pengadilan,

Bukti fisik:
Konsep hasil analisis.

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. sural permoltonan

2. surat keputusan keanggotaan tin;

3. surat undangarn;

4. surat undangan dengan disposisi darl pimpinan atan
ketua g atau

5. surat tagas,
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3.1.12.2.3. Merumuskan Somasi
(Angka Kredit 0,14 Perancang Madya)

Mermmmuskan naskah somasi dimaksad merupakan kegiatan
merumuskan teguran atau jawaban teguran terhadap pihak
calon tergugal mengenai permasalahan hukum keperdataan,
dan 1ata usaha uvegara scbelum  perkam  diajukan ke
pengadilan,

Bukti lisik:
Naslkaly rumusarn.

Dilitung sekali.

Bukti pendukung:

1. sural permolionan

2. sural keputnusan Keanggotaan rim;

3. sural undangam

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atan
ketua tim; atau

3, surat tugas.

3.1.12.2.4. Menvempurnakan Somasi
(Angka Kredit 0,2 Perancang Utama)

Menyvempurnakan  naskah somasi dimaksud  merupakan
memperbaiki  perumusan  naskah teguran dan  jawaban
teguran, dengan indikator sebagal herikut:

1. rumusan perbaikan terhadap naskah; dan

2. alasan perbaikan.

Bulkti Fisik:
Naskah awal dan naskah hasil perbaikan vang disertai
alasan petrbaikan.

Dilitung sekali.

Bukti pendukung:

1. sural permohonan

2, sural keputlusan keanggotaan tin;

3. surar undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pimpinan atau
ketua tim; atau

sural tigas.

p’l
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3.1.12.3: Sub Unsur Legal Opinion

Pendapat  Hukum/Legal Optmon  adalah  hasil  analisis,
pandangan  dan  kesinipulan serta rekoniendasi  rentang
kedudukan hukum dari subjek hukum atau masalah huknm
ditinjau dari hukum positil.

Legal Opinion merupakan tanggapan hukum secara tertulis vang
dberikan kepada suatu instansi, badan hukum privat, ataupun
perorangan terhadap suatu perbuatian, peristivg, atau kasus
hukum. Permintaan untuk mendapatkan suatu legal opinion
(pendapat hukum) harus disampaikan dalam bentuk tertulis
kepada instansi yang dimintakan pendapat hukuam tersebut,
Termasuk dalam kategori Legal opinion mempakan fatwa dan
keterangarn ahli

4.1,12.3.1.  Mengumpulkan Data
(Angka Kredit 0,1 Perancang Pertama)

Data vang dimaksud terdiri atas data primer dan daia
sckunder,

Data Primer merupakan data vang secara  langsung
dikumpulkan melalui survei kepada responden, baik melalui
wawanears  maupun kuesioner. Data tersebut berisi hal
penelitian, baik bersifat kualivatil maupun Kosotitatil,

Data  Sckunder  dimaksud  merupakan  data vang
dikumpulkan melahi kepustakaan.

Dala tersebut berisi hasil peoelitian, baik bersifat koalitatif
maupun kuantiatif,

fAukti fisik:

Data berisi ‘data primer yang telah dikumpulkan, seperti:
hasil wawancara mavpun kuesioner.

Data terdiri atas data sekunder vang telah dikounpulkan
dalam sat paket,

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. sural permoltonan

2. surat keputusan keanggotaan tin;

3. surat undangarn;

4. surat undangan dengan disposisi darl pimpinan atan
ketua i atau

5. surat tagas,

3.1.12.3.2.  Mengaualisis Diata
(Angka Kredit 0,45 Perancang Muda)
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Menganalisis dimaksud merupakan menelash dan mengurai

data hingga menghasilkan simpulan untuk legal opinion

tertuadayp materi kewenangan /kelem bagaan, dan
status/ kedudukan hukum dengan indikator sebagai berikut:

1. data yang sudah dikumpulkan bemipa peraturan
perundang-undangan vang terkdit dengan konsep legal
opnion.

2, membandingkan berbagal data vang telah dikumpulkan
terkait permasalahan  hukam terhadap peraturan
perundang-undangan yvang dianalisis.

3. simpulan.

Hukti fisik:
Konsep hasil analisis.

Dihitung sekali.

Hukti pendukung:

1. surat permolonar

2. swural keputusan keanggotaan ting

3. swrat undangan;

4. surat undangan dengan disposisi darl pimpinan atau
Ketua tin; atau

9. surat tugas,

4.1.12.3.3. Merumuskan Konsep Legal Opinjon
(Angka Kredit 0,15 Perancang Madva)

Merumuskan konsep legal opmmion dimaksud merupakan

merumuskan hasil analisls data dalam bentuk naskah legal

gpmion yang berisi:

a. pendapat hukum techadap materd (llosofis, sosiologis,
dan yuridis);

by, kewenangan/kelembagaan;

¢, status/kedudukan hukum.

Bukti fisik:
Naslaih legal opinion.

Dihitung sekali

Bukti pendukung:

1. surat parmohonan

2. sural kepulusan Keanggotasan (im;

3. surat undangan,

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atau
ketua thu; atsu

sural tugas,

i
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3.1.12.3.4.  Menvempurnakan Legal Opinton
(Angka Kredit 0,16 Perancang Lltama)

Menyempurnakan  legal  opinion  dimaksud  merupakan
memperhaiki perumusan naskah legal opinion yvang sudah
dinunuskan baik dard sudut substantil maupun redaksional
dengan indikator sebagai berikut;

a, rumusan perbaikan terhadap naskah legal opinion; dan
b. alasan perbaikan,

Bukti fisik:
Naskalh Legal Opimion dan hasil perbalkan naskah Legal
Opinon yang disertai alasan perbaikan,

Dihitung sekali.

Bukti Pendukung:

1. sural permohonan

2. surat keputusan keanggotaan tiu;

3. sural undangan;

4, swat undangan dengan disposisi darl pinipinan atau
ketua tim; atau

3. sural tagas.

3.1.12.4. Sub Unsur Memberikan Mediasi Langsung bagl Pihak veng
Memerlukan Terkait dengan Pepmasalahan Hukum

Memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan
terkait dengan permasalahan hukum mempakan salah sam
kegiatan  fasilitasl  kepada Pemerintah  dacrah dan DPRD
Provinsi, Kabupaten/Kota dalam permasalahan hukum terhadap
pelaksangan  penyelenggaraan  pemeriniahan daceall provinsi
dan Kabupaten/Kota.

3.1.12.4.1. Mengumpulkan Data
(Arigka Kredit 0,1 Perdncang Pertania)

Mengumpulkany data vang dimaksud merupakan data vang
berkaitan dengan permasalahan hukum, baik data lapangan
maupun dala kepustakaan.

Data kepusiakaan merupakan berupa baban hukum primer,
sckunder maupun tersier.

Bahan hukum  primer, isalnya  peratuan  perundang-
undangan dan rancangannva:, Bahan hukum  sekunder,
misalnya naskah akademis, Bahan hukumn tersier, misaloya
kamus hukum dan ensiklopedi serta thesanns.
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Bkt Fisik:

Data yang herisi satu paket fotokopi data lapangan dan
kepustakaan vang berupa bagian bahan-bahan hukum, atau
pasal, avat, atau baglan peraturan  perundang-undangan
vang terkait langsung.

Dihitung sekali.

Bulktl pendukung:
1. sural permohonan

2. surat keputusan keanggotaan thn;
3. sural undangan;
4. surat undangan dengan disposisi darl pimipinan atau

Ketua tingg atau
5. sural tagas.

Menganalisis Konsep Mediasi
(Angka Kredit 0,09 Perancang Muda)

Menganalisis dimaksud merupakan menganalisis data vang
telah dikumpulkan untuk mengkaji/menelaah periasalaluan
bulkum dari berhagai macam aspek vang meliputi: pendapat
hukum terhadap materd, kewenangsn/kelembagaan, dan
status/kedudukan hukum.

Hulkti fisik:
Konsep hasil analisis,

Dihitung sekali.

Bukti pendukung:

1. sural permohonan

2, sural keputusan keanggotaan tim;

3. sural undangan;

4. surat undangan dengan disposisi dari pilpinan atau
ketua tim; atau

surat tgas.

:’Jl

Menvusun Laporan Hasil Mediasi
(Angka Kyedit 0,12 Perancang Pertamal)

Regiatan  menvusun laporan hasil  mediasi  dimaksud
merupakan  membuat  laporan  yvang  berisi  uralan  dan

kesimpulan dari hasil pelaksanaan kegiatan mediasi.

Bukti iisik:
Laporan/notula hasil Kegiatan mediash,

Dihitung sekali.
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Buktl pendukung:

1. sural permohonan

2. sural keputusan keanggotaan tim;

4. surat undangan;

4. sural undangan dengan disposisi dari pimpinan atau
ketua tim; atau

9. sural tugas.

4. Unsur hegiatan Lain dalam Perangkapan Jabatan Perancang Peratuman
Perundang-undahgan vang Rangkap Jabatat Mempunyal Tugas dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Instromen Hukum.

Pejabat fungsional peravcang peratuman perundang-undangan yvang
merangkap jabatan sebagai pejabal  pimpinan tinggl atan  pejabat
administrasi  mempunyai  tugas dalam  pembentukan  peraturan
perundang-undangan dan instrumen hukum lainnva serta  diberikan
angka kredit setiap tahunnya sebagal berikut:

1.1, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
(Angka Kredit 11 Perancang Utama)

Bukti fisik:
Surat keputusan Pemneang Peratupran Perundang-undangan vang
rangkap jabatan.

4.2, Pejabat Pimpinan Tinggh Pratama
(Angka Kredit 8 Perancang Madya)

Bukti fisik:
Surat Keputusan Pemncang Peraturan Pernndang-undangan yvang
rangkap jabatan,

4.3, Pejabat Administrator
(Angka Kredit 5 Perancang Muda /Perancang Madya)

Hukti fisik:
Surat keputusan Perancang Peraturan Perundang-undangan vang
rangkap jabatern.

4.4, Pejabat Pengawas
[Angka Kredit 3 Perancang Pertama/Perancang Muda)

Bukti fisik:

Surat keputusan Perancang Peraturan Perundang-undangan vang
rangkap jabatan,
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5. Unsur Pengembangan Profesi (Semuoa Jenjang Jabatan)

Pengembangan profesi dimaksud merupakan semua kegiatan yang
berkaitan  dengan  peningkatan  pengetahuan dan wawasan, atan
pentransformasian/penvampaian  pendapat alau  gagasan  vang
disainpaikan oleh Pemncang Pématuran Perundang-undangan  vang
dituangkan dalam bentuk karva tulis dibidang hukom. Kegiatan
tersebut dapat berbentuk peneiitian, pengkajlan (pengujian), hukinm
dan evaluasi di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk karmva
tulis. Demikian pula kegiatan penerjemahan atau penyaduran buku
dan baban-bahan  hukum lainnya mernipakan  baglan  dari
pengembangan profesi Perancang Peraturan Perundang-undangan,

Penilaian v :

Pemberian angka kredit didasarkan pada Pasal 12 Keputusan Menteri

Negara Pendayvagunaan Aparatur Negara nomaor

41/Kep/M.PAN/12/2000 sebagai berikut:

a. BO% (enam puluh persen) bagi pemuilis utama; dan

I A40% (empat pulub persen) bagi semua penulis pembante; sertd
jumlah penulis pembantu dibatasi sebanyak-banyvakonya 5 (limd)
orang.

5.1, Sub Unsur Melakukan Kegintan Karyva Tulls/Karyva [lmiah di Bidang
Hukum

Melakukan Kkegiatan kKarya tulis/Karva ilmiahi di bidang hukum
dimaksud merupakan melakukan kegiatan di bidang karya cipta
vang berbentuk karya tulis baik yang bersifat ilmiah maupun tidak
imial vang dipublikasikan aman tidak dipublikasikan, baik vang
bersifat komersial niaupun non komersial,

5.1.1. Hasil Penelitian, Pengujian, Survel dan Evaluasi di Bidang Hukuom
yang Dipublikasikan

Hasil penelitian/pengkajian/ pengujian/survei/evaluasi di bidang
hukum  dimaksud  memipakan hasil - kegiatan penelitian
/pengkajian/ pengujian/surveifevaluasi di bidang hukum  baik
vatg bersifit penelitian lapangun (field research) atau penelitizn
kepustakaan (library research) yang dituangkan dalam snatu buku,
makalah, artikel atau opini vang dipublikasikan baik di dalam
manpun diluar negerd, sepanjang dapat dibuktikan secara otentik
bahwa hasil tersebut merupakan karya secorang Perancang
Peraturan Perundang-undangan.

S.1.1.1 Dalam Hentuk Buku vang Diterbitkan dan Diedarkian Kepada

khalayak Luas
(Angka Kredit 12,5 Semua Jenjang)
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Penerbitan dan pengedaran Repada khalavak loas dimaksud
merupakan penerbitan vang dilakukan baik oleh pengarangnya
sendit atau suatn badan usaha penorbitan vang diedarkan baik
bersifat komersial  maupun non komersial,  Khalavak  luas
dimaksud mempakan  kelompok  masyarakat (misalnva:
perpustakasn, sekolah/perguruan tinggi, KT/RW, kelurahan, dsh)
vang telah menerima bukn rersebur vang diterbitkan secara non
komersial vang dicetak minimal 500 (lima ratus) eksemplar, dan
jumiah halaman buku minimal 20 lembar dengan alat bukti
tanda terima.

Bukti Nisik:
Karva tulis dalam bentok buku yang sudah diterbitkan,

Bukt pendukung:
Surat keterangan dari penerbit bahwa buku vang dicetak miniud
sebanyak 500 cksemplar.

5.1.1.2. Dalam  Majalalt  Thoialy yang  Diakul  oleh Lembaga o
Pengetahuan Indonesia (LIF1)
(Angka Kredit 6 Semua Jenjang)

Majalaly ilmiah yabg diakui olell LIPT dimaksud  merupakan
majalah yang diterbitkan dan dipublikasikan tersebut terdaftar
sesual dengan penomoran vang add di LIPL

Bukti lisik:
Karya dalam bentuk artikel/makalah yang dimuat dalam majalah
vang terdaftar di LIPI tersebut.

5.1.2.  Warya Tulis limiah Berupa Tinjanan atau Ulasan Umiah dengan
Gagasan Sendin dalam Bidang Hukum vang Dipublikasikan

Karya tulis flmiah berupa tinjanan atau ulasan ilmiall dengan
gagasan  sendiri dalam bidang  hukum  vang  dipublikasikan
dimaksud merupakan uratan vang bersifat ilndaly dalam bidang
hukum vang dituangkan dalam bentuk buku atau dimuat dalam
majalall vang dibuat atas gagassn sendiri vang dipublikasikan.

5.1.2:1. Dalam Bemuk Buku yvang Diterbitkan dan Diedarkan kepada
Khalayak Luas
(Angka Kredit 8 Semua Jenjang)

Bentuk buku vang diterbitkan dan diedarkan kepada khalavak
luas dimaksud merupakan buku vang diterbitkan atas gagasan
sendiri vang diedarkan kepada khalayak hias balk vang bersifat
komersial muaupnn nonkomersial,
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Bulkti fisik:
Karyva dalam buku vang telah diterbitkan dan diedarkan.

Bukt pendukung:
Daftay penerima bhuku.

5.1.2.2. Dalan  Majalah  Homdah yang  Diakud oleln Léembaga 1ot
Pengetahuan Indonesia (LIPT)
[Arigka Kredit 4 Sentua Jenjang)

Majalah Hodah merupakan majalah vang diakoi LITT dengan kode
ISSN (Intermational Scientific Serial Number) vang berist karya tulis
vang bersifat jlmiah baik dari hasil penelitian maupun gagasan
varug dituangkan dalam bentuk artikel.

Bulkti fisik:
lkarya dalam bentuk artikel/makalah vang dimuar dalam majalah
ving lerdaltar di LTPH tersebut.

5.3 Karya Tulls Hmiah berupa Tinjavan atau Uasan Nmiah dengan
Gagasan Sendin dalam Bidang [Hukum yvang Tidak Dipublikasikan

Karya tulis ilmiah beruapa tinjauan atau ulasan ilmish dengan
gagasan sendivl dimaksud merupakan araian yvang bersifat ilmiah
vang ditnangkan dalam bentuk buku atan makalah yang dibisat
atas  gagasan  sendivi vang tidak  dipublikasikan.  Tidak
dipublikasikan dimaksud merupakan hanva diperuntiukkan bagi
kalangan sendid  (lingkungan  terbatas), vang bukant  untulk
khalayak luas.

9.1.3.1. Dalam Bentuk Buku
{Angka Kredit 7 Semua Jenjang)

Dalam bentuk buku dimaksud merupakan buku yang diterbitkan
sendirh  atau badan usaha atan  pihak lain yang  tidak
dipublikasikan.

Bukti Misik:
Karya dalam bentuk buku.

35.1.3.2. Dalam Benituk Makalal
(Angka Kredit 3,5 Semua Jenjang)

Format  penulisan  makalah  disesnaikan  dengan  kKetentuan
persturan perundang-undangan di bidang penulisan karya tulis
ilmiah.

Bukti lisik:
Karya dalam bentuk makalah.
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5.1.4.  Menvampaikan Prasaran Berupa Tinjauan, Gagasan, atan Ulasan
[lmiah dalam Pertemuan llniiah
(Angka Kredil 2,5 Semua Jenjang)

Prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam
bentuk  naskah dimaksud  wmerupakan naskah dalam beotuk
makalah/fartikel vang bersifat ilmiah di bidang hukum vang
disampalkan dalam suatu pertemuan flmiah (misaloyda: seminar,
simposium, lokakarya, dan sosialisasi), Termasuk prasaran
merupakan pemberian keterangan ahli di niuka sidang pengadilan.

Bukti fsik;
Naskall (makalah yvang diseminarkan disertal daftar hadir dani
peserta).

Bukti pendukung:
Daftar hadir peserta, undangan, disposisi,

5.2, Sub Unsur Menegiemahikan/Menyadur Buku dan Bahan-Bahan Lain
i Bidang Hukum

Menerjemahkan merupakan menyalin suatu buku atau  bahan
hukum lainnya dari bahasa asing ke bahasa  Indonesin atau
sebaliknya termasuk  peratuan perundang-undangan. Menvadur
weripalen mengubah secara bebas suatu buku atad bahan Hakom
lainnya tanpa merusak garis besar isi buko atau bahan hukom
tersebul

5.2.1.  Teremahan/Saduran dalam Bidang Hukum vang Dipublikasikan

5.2.1.1. Dalam Bentuk Bukn yang Diterbitkan dan Diedarkan kepada
Khalayak Luas
(Angka Kredit 7 Semnia Jenjang)

Angka kiedit  sebesar 7 diberikan untuk  setiap buku
tetjemahan/saduran yang diterbitkan.

Bukti fisik:

Karva dalam  bertuk  buku  terjemalan/saduran  vang  telah
diterbitkan dan diedarkan kepada khalayak luas.

5.2,1.2. Dalam Makalah Ihoiah  yang Diakui oleh  Lembaga  lmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI)
(Angka Kredit 34,5 Semua Jenjang)

Angka kredit sehesar 3,5 diberikan untuk setiap majalah makalal
teriemahan/saduran yang diterbitkan.
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Bukti fisik:
Karva dalam bentuk makalah terjemahan/saduman dan makalah
vang memnuat terjemahan/saduran yvang diakui oleh LIPL

Terjemahan/Saduran dalam  Bidang Hukum  vang Tidak
Dipublikasikan

5.2.2.1. Dalam Bentuk Buku

(Angka kredit 3 Semua Jenjang)

Dalam bentuk buku dimaksud merupakan buku yang diterbitkan
sendirl  atau  badan usaha atau  pihak lain vang tidak
dipublikasikan.

Bukti Fisik:
Karva dalam bentuk buku terjemahan/saduran.

5.2.2.2. Dalam Bentuk Makalah

(Angka Kredit 1,5 Seinua Jenjang)

Dalam bentuk makalah dimaksud merupakan makalaly vang
diterbitkan sendiri atau badan usaha atau pihak lain yang tidak
dipublikasilkan.

Bukt Fisik:
Karya dalam bentuk makalah terjemalyan/ saduran.

6. Unsur Penunjang

Unsur Pendukung Keglatan Perancang Permturan Perundang-undangan
Pendukung/Penunjang  kegiatan  Perancang Peraturan  Perundang-
undangan meripakan semd Keglatan yang mendukung pengenibangan
pengetzhuan, keahlian, dan wawasan Perancang Peraturan Perundang-
undangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk:

£k,

i,
(1.

d.
e,

.

0.1,

mengajar, membimbing dan/atan melatih i bidang penyusunan
peraturan perundang-undangan dan instramen hokum lainnya;
mengikuti seminarflokakarva;

menjadi anggota dalaan tim perdlal jabatan fungsional perateang
peratusan perandang-undangan:

menjadi anggota organisasi prolesi]

memperolel gelar kesarjanaan lainnya,

memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa:

Sub Unsur Mengajar, Membimbing dan/atan Melatih di Bidang
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan lostoomen Huokom
Lainnya

(Angka Kredit 0,025 Seniua Jenjang)
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Mengajar merpakan kegiatan dalam proses belajar-mengajar baik
dalam pendidikan formal dan/atan nonformal di bidang hukum,
antara lain: perguruan tnggi/pendidikan vokasi, pendidikan dan
pelatihan (diklat)  fungsional,  bimbingan teknik, dan  diklat
penjenjangan struktural maupun di bidang pendidikan non formal
atat luar sckolah.

Melatih/membimbing  meripakan memberikan  pelatihan  amau
bimbingan terhadap suatu praktek dalam bidang hukuni tertentu
antara lain: perguruan tinggi/pendidikan vokasi, pendidikan dan
pelatiban (diklat)  fogsional,  bimbingan  teknik, dan  diklat
penjenjangan struktural maupun di bidang pendidikan non formal
atat luar sekolah,

Bukti Fisik:

Surat tugas atau sursl keterangan vang berisi kegiatan mengajar,
melatih, dan/atan membimbing selamea 2 jam pelajaran (2x 45 menit)
dari penyelenggara pendidikan atau pelatihan,

6.2, Sub Unsur Mengikuti Semitar/Lokakaryva

Seminar/Lokakarya merupakan pertemuan ihmiah vang
membicarakan atau membahas bidang hukum tertentu atau bidang
laitinya yang akan diatur dengan hukum atan peraturan perundang-
undangan. Seminar hamva menghasilkan kesimpulan, sedangkan
lokakarva menghusilkan saran konkret untuk pemecahan  (solusi)
suaty masalahh hukum yang dapat ditvangkan ke dalam suaty
peraturan  perundang-undangan.  Termasuk  seminar/lokakarva
merupakan sosialisasi, sviuposivwm, foous group discussion (FGD),
pemahaman, pendalaman materi, atau kegiatan lain vang sejenis.
Perancang Peraturan Perundang-undangan vang mengikuth seminar
diberikan angka kredit apabila yang bersangkutan berperan sebagai
peserta, plarasaran, pembahas, narasumber, atan moderatior.

6.2.1, Mengikutl Kegiatan Seminar/Lokakarva Sebagai:

6.2.1. 1. Pemrasataf
{Angka Kredit 3 Semua Jenjang)

Kritera Penilaian:

Perancang Peraturan Perundang-undangan  vang  diundang
sebagal  Pewrasaran/Pembicara dalam  seminar/lokakarya
lokal/nasional/internasional diberikan angka kredit sebesar 3
setlap kali seminar/lokakarva,

Termasik Pemrasaran merupakan penceramah  di kegiatan
Contiruuing Legal Education (CLE).

www.peraturan.go.id



191, 2020, No. 134

Bukti Fisik:
Sertifikat, surat keterangan dari penyelenggara
seminar/lokakarya, surat tugas atau daliar hadie

6.2.1.2. Moderator
(Angka Kredit 2 Sena Jenjang)

Kriteria Penlinian:

Perancang  Peraturan  Penndang-undangan  yang  diundang
sebagal moderator dadam seminar/ lokakarva
lokal/nasional/internasional  diberikan Angka Kredit sebesar 2
setiap kali seminiar/lokakarve.

Bukti Fisik:
Sertifikat, surat keterangan darl penyelenggara
seminar/lokakarva, suratl tugas atau daftar hadir

6.2.1.3. Pembahas
(Angka Kredit 2 Sema Jenjang)

Kriteria Penilajan:
Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  yang  diundang

sehagai Pem bahas dalam setlinar/ lokakarya
lokal/nasional/internasional  diberikan angks kredit sebesar 2
setiap kali seminar/lokakarva.

Bukti Fisik:
Sertifikat, surat keterangan dard penyelenggara
seminar/lokakarya, surat tugas atau daftar hadir.
6.2,1.4. Narasumber
(Angka Kredit 2 Semua Jenjang)

Kriteria penilaian:

Pemncang  Peraturan  Perundang-undangan  yang  diundang
sebagai Narasumber dalam seminar/ lokakarya
lokal/nasional fintermasional diberikan Angka Kredit scbesar 2
setiap kali seminar/lokakarva,

Bukti fisik:
Sertifikat, surat keterangan dari penvelenggara
settinar/lokakarya, surat tugas atau daltar hadir,

6.2.1.5. Peserta
(Angka Kredit | Semua Jenjang)

Ikriteria penilaian:

Persincang  Peraturan  Perundang-undangan  yang  diundang
sebagai Peserta dalam sewinar/lokakarya
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6.3,

6.3.1.

6.1,

lokal/nasional/imernasiondl diberikan Angka Kredit sebesar 1
setiap kali seminar/ lokakarva.

Hukti fisik:
Sertifikat, surat keterangan dari penyelenggara
scinar/ lokakarya, surat tugas atau daltar hadir,

Bukd pendukung:
Undangar.

Sub Unsur Keanggotaan Dalam Tim Penllai Jabawn Fungsionad
Peranearng Peraturan Perundang-undangsn

Mengikuti Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan Secara Aktifl
(Angka Kredit 0,5 Semua Jenjang)

Mengikuti keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan werupakan menjadi ketua, wakil
ketua, anggota, sekretaris atau sekretariat Tim Penilai Perancang
Perattan  Perundang-undangan  balk Tim  Penilai Pusat, Tim
Penilai Iustansi, Tim Penilai Dircktorat Jenderal, Tim  Penilai
Provinsi, Tim Peailai Kabupatern /Ko, maupun Thn Penilai Teknois,

Kriteria Penilaien:

Peraneang Peratumsn Perundang-nndangan yang wenjadi anggota

Tim Penilai Jabatan Pungsional Perancang Peraturan Perundang-

undangan pada  instansinya dapat memperoleh angka  kredit

sebesar 0.5 untuk setiap rahun masa keanggotaan.

RBukti Fisik:

I. Surat keputlusan pejabat vang berwenang menctapkan Angka
Kredit  tentang  Pembentukan  dan  Penetapan Tim o Penilai
Jabatan  Fungsional  Perancang  Peraturan  Perundang:
undangsn, atau

2, Surat keterangan/surat poemyataan dar Ketua Tim Pendlad
varg bersangkutan.

Sub Unsur Menjadi Anggota Organisasi Profesi

Menjadi anggota organisasi profesi merupakan menjadi anggota
organisasi  profesi (termasuk  mwenjadi ketua, wakil ketua, atan

sekretaris) baik tingkat Internasional maupun nasjonal.

Organisasi Profesi tingkal nasional yaitu 1P31 (lkalan Perancang
Peraturan Perundang-undangan Indonesia).
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6.4.1.  Tingkat Internasional/Nasional sebagai:

6.1.1.1. Pengurus Akul
(Angka Kredit 1 Semua Jenjang)

Permncang  Peraturan Pertundang-undangan  yvang  wenjadi
pengurus organisasi dalam bidang perancangan dalam lingkup
internasional atau nasional,

Kriteria penilaian:

Perancang  Peraturan,.  Perundang-undangan  yvang  menjacdi
pengurus aktil dapat ureniperolell Angka Kredit sebesar 1 ountuk
setiap tahun masa keanggotaan,

Bukti fisik:

Kartu anggota/surat  keterangan dari anggota profesi vang
bersangkutan atau surat keputusan penguras organisasi profesi
vang menyatakan bahwa perancang peraturan  perundang-
undangan telah menjadi pengurus aktil terus menerus midimal 1
{satu) tahun,

6.4.1.2.  Anggota Aktif
(Angka Kredit 0,5 Seimua Jetjang)

Kriterin penilaan:

Permncang Peraturan Perundang-undangn yang menjadi anggota
akifl dapsr memperoleh Angka Kkredit sebesar 0,5 untuk setiap
taliun masa keanggotaar.

Bukti fisik:

Rartu anggota/surat keterangan dari anggota pmofesi vang
bersangkutan atau surat Keputusan penguras organisasi profesi
vang menvatakan balwa  perancang peraturan  permndang-
undangan telsh menjadi anggota aktif terus metierus minimal 1
{satu) tahumn,

6.4.2. Tingkat Provinsi

6.4.2.1. Pengurus Aktif
(Angkn Kredit 0,25 Semua Jenjang)

Kriteria Penilaian:

Perancang Peraturan Perindang-undangan yvang  menjadi
pengurus aktif dapat memperoleh angka kredit sebesar 0,235
untuk setiap tahun masa keanggotaan.,
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Bukti Fisik:

Kartu anggota/sural  keterangan dari anggota  profesi yang
bersangkutan amu sural keputusan penguris organisasi profesi
vang menyatakan bahwa  perancang  peraturan  penundang-
undangan telah menjadi pengurus aktif terus menerus minimal 1
[satu) tahun.

6.4.2.2, Anggota Akt

6.9,

6-5' ' ‘

6.5.2.

[Angka Kredit 0,15 Semua Jenjang)

Kriteria Penilaian:

Rerty  anggota/sural  keterangan  darl anggota  profesi  vang
bersangkutan dan Perancang Peraturan  Perundang-undangan
varlg menjadi pengurus dapar memperoleh Angka Kredit sebesar
0,15 untuk setiap tahun masa Keanggotaan,

Hukti [Yisik:

Kartu anggota/surat keterangan dari anggota profesi vang
bersanglutan atad Surat Keputusan Pengurus Organisasi Profesi
vang menvatakan bahwa  perancang peraturan  perundang:
undangan telall menjadi pengurus aktil terus menerus minimal 1
{satu) tahun,

Sub Unsur Memperoleh Gelar Kesarjanaan Lainnya

Memperoleh  Gelar  Kesarjanaan  lainnya  dimaksud  merapakan
meperoleh gelar pendidikan formal sarjana, pascasarjana, dan doktor
selain di hidang hukum.

Doktar
(Angka Kredit 15 Semma Jenjang)

Bukti IMisik:

l. Fotokopi ijin belajar atan tugas belajar darl instansinya,

2. Fotokopi ijazah  kesarjanaan  yang telah  dilegalisasi - oleh
instansi atau pejabat yang berwenang.

Pascasatjana
(Angka Kredit 10 Semna Jenjang)

Bukti Fisik:

1. Fotokopi ijin belajar atan tugas belajar dari instansinval

2. Fotokopi ljazah kesarjanaan yang telah  dilegalisasi  oleh
instansiatau pejabal vang berwenang.

Sarjana
(Angka Kredit 5 Semua Jenjang)
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Buktl Fisik:

. Fotokopl ijin belajar atan tugas belajar darl instansinya.

2. Fowokopi ijazah  kesarjanaan yvang telah  dilegalisasi  oleh
instansi atau pejabat yang betwenang.

6.6. Sub Unsur Memperoleh Tanda Penghargaan/Tanda Jasa

Tanda penghargaan atau tanda jasa dimaksud mernpakan suatu

penghargaan baik dalam bentuk sertifikal maupun bintang vang

diberikan karena seorang Perancang Peraturan Pendndang-undangarn

sebagal PNS vang telah melaksanakan pengabdian dalam tugas

kekarvaannva Penghargaan atat tanda jasa wersebul misaliva:

. Tanda pengliangaan atau jasa dar Pemerintah atas  prestiasi
kerjanva;

2. gelar kehormatan dibidang akademis wmisalnya Doktor Honoris
Causa; atau

4, tanda penghargaan dan tanda jasa satya lencana karya satya
misainva karva satva PNS.

6.6.1.  ‘Tanda Jasa dari Pemerintah atas Prestasi Kerjanya
Tiap tanda jasa, tingkat:

6.6.1.1. Nasional/Internasions!
[Angka Kredit 3 Sentua Jerjang)

Bukti Fisik:

Tanda jasa atan swrst keterangan ataun surat Keputusan dar
instanst  vang berwenang mengeluarkan tanda  jasa  arau
pergurtan tinggl vang mengeluarkan penghargaan.

Contoli:

Andrie Amoes, S.H. Perancang Pertama padda Direktorar Jenderal
Pemturan  Perundang-unidangan, dianggap Dberjasa dalam
meningkatkan pemahaman  terhadap  pelaksanaan  Jabatan
Pepanecang Peraturan Perundang-undangan di tingkar nasional
atau internasional, untuk jasanya tersebut Andrie Amoes, S.1L
wendapatkan Angka Kredit sebesar 3.

6.0.1.2. Provinsi (Angka Kredit 2,50 Semua Jenjang)
Bukti Fisik:
Swrat Keterangan atau sural keputusan darl nstansi yvang

berwenang mwengeluarkan tanda jasa atau perguruan Hnggl vang
mengeluarkan penghiargaan.

www.peraturan.go.id



2020, No. 134

O.0.1.3.

-126-

Kabupaten/Kota (Angka Kredit 2 Semua Jenjang)

Buku Fisik:

Swrat Keterangan  atan surat keputusan darl instansl vang
berwenang mengeluarkan tanda jasa alau perguruan tinggi vang

mengeluarkan penghargaar.

6.6.2. ek Kehormatan Akademis
(Angka Kredit 15 Semua Jenjang)

Bukt Fisik:
Surat Neterangan atan surat keputusan perguruan tinggl veng
yang mengeluarkan penghargaan Doktor Honoris Causa.

6.6.4. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa Satva Lencana Rarya Satya

6.6.3.1.

6.0.3.2.

6.6.4.3.

30 (Tiga Paluh) Tahun
(Angka Kredit 3 Semua Jenjang)

Bukti fisik:
Fotokopi sertifikat penghargaan

20 (Dot Puluh) Takbin
(Angka Kreddit 2 Semua Jenjang)

Bukti fisik:
Fotokopi sertifikal penghargaan

10 [dua puluh) tahun
(Angka Kredit 1 Semua Jenjang)

Bukti fisik:
Fotokopi sertifikar penghargaan
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BAB 11I
PENUTUP

Petunjuk teknis penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-
undangan ini ditetapkan sebagai pedoman vang lebih rinei bagi Perancang
Peraturan Perundang-undangan, anggota tim penilai, dan pejabat lain vang
berkepentingan agar terdapat kesatuan pengertian  dan  pemahaman
pelaksanaan  penilaian kegiatan  Perancangan  Perdturan Perunlang-
undangan dan angka kreditnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan
Iustarnsi Pemerintali Dacrall.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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